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KATA PENGANTAR

Assalaamu ’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat
disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan
Tata Tertib MPR, “untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis
dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam
rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam
sidang atau rapat.”

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor
9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil
penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang
telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan
upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan
sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh
karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI
Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan
MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun
1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali
informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945
sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.
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Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara
negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu ’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010
SEKRETARIS JENDERAL,

[

Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.
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SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Assalaamu ’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal lka
merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk
mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular disebut sebagai empat
pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia
dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang
mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi
Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjelas
Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta
mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan
kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan Bhinneka Tunggal Ilka
harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena
keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud
dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena
adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang
terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah
datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama
bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan
dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta
prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan
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bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang
menghargai perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik
bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

dokok

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah
perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif
bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya
penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan
pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang
mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada
perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang
menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap
mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang
menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang
keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran
dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional
yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan
nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan
dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah
mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas
tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada
masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat
pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok
terfokus (focus group discussion), pelatihan untuk pelatih (training of trainers), dialog
interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada
kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah
secara online maupun offline.

dokok

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang
disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudabkan masyarakat dalam memahami
konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan
para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait
dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-
catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan
tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan



Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya
buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha FEsa, senantiasa
memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI
Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa
dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang
modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu ’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua, Wakil Ketua,

Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI
M.A
Wakil Ketua, Wakil Ketua,
W \
(/247?/ \
DR. AHMAD FARHAN HAMID, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

M.S.
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RISALAH RAPAT PLENO KE-35 PANITIA AD HOCI BADAN PEKERJA MPR

1. [Hari | : | Kamis
| 2. | Tanggal |2 [ 4Juli 2002
| 3. | Waktu [ :110.00 WIB - selesai
| 4. | Tempat T,: | Ruang GBHN
5. | Pimpinan PAH I : | - Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua)

- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua)
- H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)

_i | | - Drs.Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
| KetuaRapat | :| Drs.Jakob Tobing, MPA

| Sekretaris Rapat | : | Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.

6.
7.

8. | Penjab Set PAH I | : | Dra. Sri Sumarwati Isf

i
9. | Acara i : | Dengar Pendapat membahas Pasal 26 tentang Warga
B I Negara
| 10. | Hadir - | :| 39o0rang ]
11. | Tidak hadir | : | 9orang
JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Untuk menggunakan waktu secara semaksimal mungkin, apalagi beberapa
Bapak-Bapak yang kita undang, termasuk beberapa anggota kita punya acara lagi,
mungKin kita akan usahakan ini selesai sampai jam 12.00 WIB.

Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi rapat kita hari ini adalah rapat untuk
mendengar pendapat, masukan, jadi bukan sesuatu Rapat Pleno untuk mengambil
keputusan. Oleh karena itu, saya rasa bisa kita mulai dan saya menawarkan supaya
kita lebih banyak mendengarkan dari pendapat yang disampaikan oleh para pakar
mengenai dua topik yang kita bicarakan di atas.

Yang pertama, adalah soal Warga Negara Indonesia asli dan tidak asli, dan
mengenai hubungan diplomatik, khususnya mengenai duta besar asing. Mengenai asli
dan tidak asli ini masalahnya adalah kita semua sependapat bahwa Undang-Undang
Dasar itu tidak boleh dan tidak diskriminatif, tetapi ada yang berpendapat bahwa
kata-kata asli di sana itu mengganggu prinsip itu. Sedangkan ada lagi yang berpendapat
itu adalah sekedar rekaman historis. Tetapi, tentunya kita juga ingin mendengar
apakah memang secara sosiologis hukum tata negara dan sebagainya itu tidak
mempunyai dampak ikutan di luar yang dimaksud.

Mengenai topik yang kedua, yaitu Pasal 13 Ayat (3), ini adalah sebuah perubahan
dari naskah asli yang dilakukan pada amendemen tahun 1999, di mana Presiden
menerima duta besar asing dengan mendengarkan pertimbangan DPR. Dan, ada yang
berpendapat ini tidak cocoklah dengan praktik hubungan internasional yang lazim
dan oleh karena itu minta dikembalikan ke naskah aslinya.

Sebaliknya, ada yang berpendapat toh ini sudah diamendemen, jangan di
amendemen lagi. Apalagi sebetulnya dalam praktik pertimbangan DPR itu, oleh DPR
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sendiri sudah diatur sedemikian, sehingga itu tidak akan menganggu. Itu sangat cepat
kalau prosesnya di DPR.Itu posisi yang terakhir.

Jadi, berdasarkan topik-topik itu, kita minta masukan dari para pakar dan
barangkali kita memberi suatu waktu yang leluasa kepada beliau. Baru nanti kita
meminta tambahan-tambahan informasi.

Kami menyarankan kita bisa selesai selambat-lambatnya jam 12.15 WIB Pak
Anhar Gonggong justru jam 12.00 WIB sudah harus meninggalkan tempat ini.

Baik, kalau demikian maka rapat ini kami buka.

KETOK 1 X

Kami akan mempersilakan, bagaimana pak siapa yang akan duluan? Menurut
topiknya Pak Jimly atau Pak Anhar dulu. Pak Anhar duly, kemudian Pak Jimly mengenai
topik yang kedua, dan Pak Hasjim Djalal.

Kami persilakan Pak Anhar terlebih dahulu. Tentunya kita mengucapkan selamat
datang dan terima kasih atas kesediaan Beliau-beliau untuk hadir memenuhi
undangan kita dalam notifikasi yang begitu singkat, hanya saya rasa 24 jam. Jadi, kami
merasa sangat dihargai dengan itu dan kami juga menghargai juga kepada kesediaan
Bapak-Bapak. Kami persilakan, Pak Anhar Gonggong.

2. Narasumber: Dr. Anhar Gonggong

Terima Kasih.

Pak Ketua yang terhormat, para anggota yangterhormat.

Pertama-tama, saya merasa dianggap berharga oleh Anda semua untuk
memberikan pendapatnya. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa sebagai bangsa
yang majemuk, persoalan ini memang adalah suatu persoalan yang cukup rumit. Tetapi
bagaimanapun juga harus kita selesaikan secara jernih. Kenapa?

Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ketika Undang-Undang Dasar kita
dan di dalam BPUPKI dibicarakan, memang ada persoalan yang dihadapi oleh para
anggota BPUPKI ketika itu. Yaitu bahwa ada orang asing, yaitu seorang bangsa Jepang,
menjadi wakil ketua dari lembaga itu. Jadi ketika akan merumuskan persoalan inij,
mereka harus mencari cara tertentu agar orang Jepang ini tidak menggunakan
kesempatan yang terluang untuk memasuki ruang yang terbuka itu. Itu salah satu
latar belakang historisnya, mengapa kata asli itu masuk dalam rancangan ketika itu.
Jadi itu ada latar historisnya seperti itu.

Yang kedua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, harus diingat bahwa ketika
itu para pemimpin pendiri negara, baik Bapak-Bapak maupun Ibu-Ibu, memang
menghadapi persoalan di dalam kaitannya memahami kondisi Indonesia yang
majemuk itu. Di dalam memasukkan hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan
yang bisa menyebabkan kemajemukan itu ada cacat tertentu. Ini saya cuma memberi
wawasan historis dulu untuk melihat perkembangan yang berkaitan dengan persoalan
asli dan tidak asli itu.

Catatan kedua yang saya ingin sampaikan kepada yang terhormat anggota PAH I
adalah bahwa kita sudah menghadapi suatu proses perkembangan sejarah sebagai
bangsa yang merdeka. Artinya apa? Artinya, keaslian dan ketidakaslian dalam
kerangka bangsa dan kerangka merdeka itu, menurut saya, memang harus diberikan
satu definisi tertentu yang menampakkan keindonesiaan kita, yang ada di dalam cita-
cita ketika kita membentuk republik ini dan cita-cita kemerdekaan kita sebagai bangsa
yang dulu terjajah.
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Nah, saya berikan ilustrasi begini. Saya mengajar di Atmajaya kebetulan dan
juga di Ul, kebetulan salah satu mata pelajarannya yang saya pegang adalah sejarah
konstitusi. Memang itu selalu menjadi persoalan. Saya selalu ditanya, “Pak kata asli di
sini maknanya apa? Saya, walaupun saya berasal dari sini dan saya tidak dianggap asli,
tetapi saya kan lahir di sini. Orang tua saya juga sudah warga negara. Di mana
keasingan saya? Di mana ketidakaslian saya?”

Nah, saya cuma terangkan ini dengan.., Pak Jimly lebih tahu dengan latar belakang
segala macam yang berkaitan dengan asas-asas tentang kewarganegaraan. Yang saya
terangkan dan.., tetapi saya tetap melihat bahwa berdasarkan atas observasi yang
sering saya lakukan kalau saya ke daerah, terutama di daerah-daerah yang.. sebab
harus diakui bahwa kita ini adalah negara di manapun kita ada selalu ada
majemuknya, tidak ada wilayah di Republik ini tanpa kemajemukan itu. Paling tidak
ada dua, tiga yang penduduknya yang berbeda.

Nah, yang saya dapatkan dari mereka adalah bahwa di kalangan masyarakat
bawah, kalau Bapak-Bapak mau lihat, di kalangan masyarakat bawah kata asli itu
mereka masih merasa sesuatu yang menampakkan identitas dia. Kata asli untuk
membedakan dia dengan orang lain. Asli itu masih merupakan bagian daripada
kepentingan identitas diri dia. Itu yang saya dapatkan dalam berbagai kunjungan dalam
bicara dengan..., baik yang muda maupun yang tua. Saya melihat bahwa mereka melihat
itu sebagai sesuatu yang tetap penting.

Tetapi, menurut saya, apalagi dalam ke depan dan kalau Bapak-Bapak lihat
misalnya kecendrungannya menurut saya salah di tengah-tengah masyarakat, salah
dalam arti kata bahwa harus misalnya mau jadi apa harus orang asli?

Nah, kalau kita mempertahankan seperti ini, menurut saya akan sangat
berbahaya ke depan untuk proses integrasi itu sendiri. Padahal, justru harus kita
melihat bahwa konstitusi itu adalah pegangan bagi kita dalam berintegrasi, berbangsa
dan mengatur kehidupan bersama kita. Itu yang saya lihat dan saya pahami di dalam
kaitannya dengan kata asli dan tidak asli.

Nah, kalau kita semua mau jujur, sebenarnya kan hanya ada dua yang jadi
persoalan dalam krusial itu, dalam kaitannya dengan asli itu. Kalau kita mau jujur. Dan
di situlah persoalan yang akan kita hadapi, yaitu yang berkaitan dengan keberkaitan
dengan Cina dan sedikit Arab. Artinya apa? Di tengah-tengah masyarakat masih tetap
ada persoalan bahwa selama apa pun Cina itu ada di Indonesia, walaupun dia sudah
berbangsa dan berwarga negara, dia tetap dianggap asing.

Nah, ada latar belakang sejarah yang harus kita pahami proses ini. Tetapi, ke
depan menurut saya memang harus ada satu solusi, apalagi solusi konstitusional,
sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak, ke depan akan terjadi
sesuatu crusial yang akan menyebabkan konflik itu akan berlangsung. Itu yang saya
lihat. Bisa melahirkan macam-macam. Anda lihat saja kalau kita mau jujur, setiap kali
ada konflik sedikit, terjadi konflik, pasti akan ada menjadi sasaran-sasaran tertentu
pada bagian-bagian tertentu dari orang-orang itu. Itu kalau kita mau jujur melihatnya.

Tetapi kalau Bapak-Bapak mau menghargainya dalam pengertian sejarah, ya
menurut saya juga tidak apa-apa. Cuma harus ada persoalan bagaimana orang
memberikan pemahaman tentang kesadaran sejarah, yang selama ini kesadaran
sejarah kita kan tidak terlalu tinggi. Jangan kan rakyat, kita saja belum tentu punya
kesadaran untuk memahami.

Latar belakang keberadaan kata asli itu, agar supaya orang memahaminya dan
tidak perlu disalahartikan karena salah satu fungsi sejarah adalah menghilangkan
prasangka-prasangka.
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Jadi, kalau Bapak seperti Bapak Ketua katakan bahwa ada yang menghendaki
karena latar sejarah, menurut saya kalau itu dikaitkan dengan kesadaran sejarah,
menurut saya tidak apa-apa. Dalam arti, ketidakapa-apaan itu justru bisa memberikan
satu perspektif historis yang bisa menghilangkan apa yang saya sebut tadi prasangka-
prasangka itu sebagai tugas dari uraian sejarah.

Nabh, ini keterangan singkat saya, nanti kita bisa sambung lagi. Karena waktu, Pak
Ketua terima kasih. Dan tentu saja apa yang saya katakan ini akan.., kalau ada hal-hal
yang berkaitan lebih lanjut, saya masih bisa memberikan beberapa hal.

Terima kasih, Pak.

3. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Anhar Gonggong.

Jadi memang itulah antara lain perdebatan yang ada dan kemudian ada
beberapa juga yang mengatakan toh konsep kebangsaan kita adalah Bhinneka Tunggal
Ika. Itu dicerminkan secara monumental pada Sumpah Pemuda yang memang lintas
daripada kesukuan, ras dan sebagainya itu.

Baik, berikutnya kami akan mempersilakan Pak Jimly Asshiddigie dari hukum tata
negara, silakan Pak.

4. Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddigie

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara sekalian.

Saya tidak menduga bahwa pagi ini kita akan membahas soal kewarganegaraan
dan soal duta besar. Tetapi, karena ini sudah sering kita bahas, saya kira saya ingin
menyumbangkan beberapa pikiran, yang boleh jadi ada mengandung pikiran-pikiran
ideal, idealistik, sambil juga mempertimbangkan realitas sosiologis masyarakat bangsa
kita.

Nah, nomor satu dari soal kewarganegaraan ini, saya kira kita harus lihat dalam
hubungannya dengan konsepsi kita bernegara. Negara sebetulnya merupakan
konstruksi hukum. Kita hidup di dunia belum kenal dengan negara. Kita mengenal
negara itu karena dikontruksikan. Ada organ yang disepakati dalam perjalanan waktu,
kemudian kita sebut dengan negara, dengan macam-macam bahasa, state-state
kemudian kita sebut dengan negara. Dalam konstruksi yang demikian, bagi kita sebagai
sebuah bangsa, konsep negara modern itu relatif saya kira baru.

Oleh karena itu, ada baiknya kita juga belajar bagaimana orang
mengkonstruksikan konsep negara itu dalam berkehidupan. Saya ingin menceritakan
salah satu contoh menarik, ini hubungannya nanti dengan konstitusi. Makin lama orang
melihat negara itu makin rasional sebagai satu bangunan hukum dan negara makin
lama makin tidak terpisahkan dengan konstitusi sebagai pelembagaan pola
pengaturan mengenai kehidupan bernegara itu.

Nah, maka Saudara-Saudara sekalian, konstitusi ada sebuah buku Leibinsen
menulis Constitutional Faith judulnya. Buku itu menarik menceritakan bagaimana
sejarah pertumbuhan Konstitusi Amerika sampai satu hari orang menyebut
Konstitusional Amerika itu secara simbolik sebagai Civil religion of United States of
America. Jadi, konstitusi Amerika itu dilihat sebagai semacam kitab suci dari agama
masyarakat sipil Amerika Serikat, untuk menerangkan bahwa makin lama pertumbuhan
pemikiran tentang kehidupan bernegara, pertumbuhan pemikiran mengenai
kehidupan berkonstitusi sedemikian rupa menyatukan seluruh masyarakat, seluruh
warga bangsa dalam satu konsep negara. Di dalam negara itu secara konvensional
dipahami ada pemerintahan, ada wilayah, hukum tertentu, dan ada warga negara. Maka
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ketika kita bicara negara, kita bicara warga negara. Kalau kita bicara masyarakat itu
konsep sosiologi, bukan konsep negara.

Nah, hukum tata negara berurusan dengan warga negara, berurusan dengan
pemerintahan negara, berurusan dengan wilayah negara dan berurusan dengan warga
negara. Dia tidak membahas mengenai masyarakat negara, itu urusan sosiologi,
urusan ilmu sosial.

Nah, mengapa ini berkembang? Salah satu kasus menarik seorang Ketua
Mahkamah Agung Amerika yang sangat terkenal bernama Frankfurter, dia sekelas
dengan John Marshall, walaupun mungkin di dalam sejarah lebih sedikit kurang
begitu.., tetapi dia sangat terkenal.

Ada kata-kata Frankfurter ini yang sangat menarik karena Frankfurter ini
menjadi warga negara Amerika bukan karena born, bukan karena kelahiran, bukan
karena dilahirkan di Amerika. Dia itu mendapat kewarganegaraan Amerika Serikat itu
melalui naturalisasi, sebelumnya dia orang asing. Jadi, dia masuk menjadi imigran ke
Amerika lalu lama-lama dia menjadi pintar. Dia sekolah hukum dan akhirnya di ujung
karirnya dia diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung.

Yang menarik waktu dia disumpah itu, dia menitikkan air mata dan di situ dia
ceritakan pengalaman batinnya. Waktu dia bersumpah memegang bendera Amerika
Serikat dengan kata-kata apa itu, sumpah yang diatur dalam konstitusi. Dia bilang,
“Ini ibarat saya masuk sebuah agama, yang namanya agama Amerika Serikat”, dan dia
bersumpah demi konstitusi. Nah, begitu kira-kira. Dari situlah kemudian berkembang
istilah constitutional faith. Berkembang istilah ibarat konstitusi itu ibarat., apa
namanya itu.., yang tadi saya bilang Civil religion of the United States.

Nah, memang demikian, Saudara-Saudara, idealnya kehidupan bernegara,
kehidupan berkonstitusi itu ibaratnya seperti begitu memang. Jadi, ketika kita masuk
ke level pembicaraan mengenai bernegara maka salah satu prinsip yang sangat
penting di dalam hak asasi manusia adalah persamaan dalam hukum dan
pemerintahan. Nah, itu salah satu formula hak asasi manusia, yaitu persamaan dalam
hukum dan pemerintahan.

Maksudnya ialah tidak ada keragaman di dalam status orang sebagai warga
negara. Keragaman ada di luar konteks itu, misalnya warga masyarakat, ada suku di
situy, ada segala macam di situ sebagai warga civil society. Jadi, status kita sebagai
warga masyarakat itu sangat beragam, tetapi ketika kita bicara status menjadi warga
negara, sudah ada persamaan di dalam hukum dan pemerintahan.

Tetapi, apakah betul kita itu memang lalu sama betul dalam hukum dan
pemerintahan? Ya tidak juga. Tetapi ini adalah konstruksi hukum saja bahwa kita ini
beda-beda. Ya beda lah, tidak mungkin kita bisa, apa namanya itu, mengabaikan
kenyataan bahwa kita ini berbeda-beda. Tetapi sebagai konstruksi hukum perbedaan-
perbedaan kita abaikan. Kita menkonstruksikan sebuah kesadaran baru bahwa yang
namanya warga sebuah negara itu sebagai konstruksi hukum, dia itu sama. Begitu kira-
kira yang berkembang di dalam pemikiran-pemikiran hukum tata negara.

Nah, ketika kita sekarang di zaman mutakhir sekarang, orang berkenalan
dengan.., kembali gitu ya.., populer kembali istilah civil society and state, civil society,
and market. Ada tiga wilayah yang dibedakan orang dalam Studi Ilmu Politik
mutakhir, yaitu adanya tiga wilayah yang harus kita bedakan meskipun tidak terpisah
satu dengan yang lain. Satu yang namanya state, yang kedua namanya civil society, dan
kemudian yang ketiga namanya market. Tiga dunia yang punya logika dan punya
dinamikanya sendiri-sendiri.
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Nah, di dalam sistem market ada hukum-hukumnya sendiri, ada logika-
logikanya sendiri, ada dinamikanya sendiri-sendiri. Di dalam civil society ada hukum-
hukumnya sendiri, ada logika-logikanya sendiri. Kemudian, di dalam konteks state juga
ada sistem dan logika-logikanya sendiri. Nah, ketika kita mau membangun hukum,
sistem hukum, sistem konstitusi, kita sedang membahas bagaimana menata negara
sebagai konstruksi hukum itu, kira-kira begitu.

Nah, jadi menurut saya kalau pikiran filosofis kita bisa diarahkan untuk
membangun negara modern kita ini ke depan, dengan konstruksi yang demikian itu
maka saya kira kita harus berusaha benar merumuskan segala konsep-konsep yang
kita mau tuangkan di dalam konstitusi itu, semacam.., tadi kita sebut civil religion of
the republic itu tadi. Itu betul-betul konsep-konsep yang betul-betul bersifat hukum
saja, sesuai dengan logika konstruksi hukum yang tadi kita bayangkan.

Nah, ada persoalan juga misalnya apakah dalam konteks semacam itu, kita
terjebak misalnya dalam sekularisme. Nah, ini saya kira perlu perdebatan tersendiri
bahwa di dalam konteks segitiga state, civil society dan market itu tadi, itu jangan
sampai kita masuk di dalam perangkat dikotomi antara sekuralisme yang saya kira
banyak menganggu di dalam pemikiran kita, kehidupan bernegara selama beberapa
waktu terakhir.

Nah, jadi ini satu soal yang menurut saya penting untuk kita jadikan catatan
sehingga membahas mengenai soal warga negara ini menjadi sesuatu yang sangat
penting di dalam konstruksi berpikir konstitusionalisme Indonesia ke depan itu.
Karena dia merupakan salah satu dari elemen yang pokok itu, menjadi syarat kita
layak disebut bernegara secara modern itu.

Nah, kembali lagi ke soal formula warga negara kalau begitu bagaimana dengan
kata-kata “asli” itu. Saya kira saya dapat menyetujui apa yang tadi disampaikan oleh
Pak Anhar Gonggong. Kata “asli” memang bukan konsep hukum, begitu. Karena ada
latar belakang sejarah yang kita terima itu sebagai warisan masa lalu dianggap saja
sebagai sesuatu yang perluy, gitu. Lalu dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar
1945. Tetapi, kita juga bisa bersepakat bahwa untuk masa depan dalam rangka
membina negara modern ke depan boleh jadi hal-hal seperti itu bisa kita tinggalkan.
Toh kita sudah menerima prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Ini satu soal yang saya kira penting juga apalagi kahu kita kaitkan dengan
kenyataan di daerah sekarang ini. Jadi, kata “asli” ini banyak juga menimbulkan, apa
namanya itu, kesalahmengertian. Padahal, kita sudah memasuki zaman yang sama
sekali baru sekarang ini, di mana keaslian itu menjadi kurang begitu relevan lagi.
Karena hubungan-hubungan antarbangsa kita sudah begitu rupa, bahkan kalau kita
mengalami berhubungan dengan teman-teman yang pernah di luar negeri, tinggal di
luar negeri, bekerja di luar negeri, atau sekolah di luar negeri. Misalnya saja teman-
teman yang di Amerika, misalnya. Walaupun ini tidak perlu dijadikan dalih argumen
yang terlalu utama. Tetapi, ini sekadar untuk apa namanya.. memahami ada persoalan-
persoalan bahwa di kalangan kawan-kawan yang lain di Amerika anaknya lahir di
Amerika selalu mempersoalkan mengapa kita masih mempertahankan prinsip, apa
namanya itu, melarang dwi kewarganegaraan.

Misalnya, diskusi semacam ini di mana-mana, hampir semua kedutaan, kita sering
diundang, begitu.., selalu muncul. Karena apa, karena makin lama dunia global ini
sudah sedemikian rupa sehingga orang berpikir kembali tentang apa yang selama ini
dianggap benar, itu dianggap kurang begitu cocok lagi. Dan, kita tahu bahwa di
Indonesia itu, karena kita menghadapi masalah yang tidak mudah dengan kasus-kasus
dwi kewarganegaraan tahun ‘65, hubungannya dengan orang Cina dan lain-lain
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sebagainya, maka hampir semua kita berpendapat bahwa dwi kewarganegaraan
harus dicegah, harus dilarang. Tetapi, diskusi di luar itu sekarang, orang sudah mulai
mempertanyakan, kenapa?

Sebut misalnya India dan Pakistan. India dan Pakistan itu salah satu negara yang
paling menikmati keuntungan dengan menerapkan prinsip dwi kewarganegaraan. Jadi,
apa namanya, pakar-pakar Pakistan di mana-mana, lalu kemudian itu diundang oleh..,
terutama beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan para ahli di Komstek di
Islamabad, saya kebetulan hadir, saya menyaksikan begitu banyak PhD-PhD yang
summa cumlaude dan berperan di mana-mana, di Amerika, di Eropa, diundang pulang
oleh Presiden Musyaraf ini, diberi jabatan. Padahal, warga negaranya adalah warga
negara masing- masing. Warga negara Amerika, warga negara apa itu.., Italia, Kanada,
banyak sekali. Dan masing-masing tanpa harus melepaskan tugasnya, dikasih tugas dan
dia saya tanya warga negaranya apa, dia bilang warga negaranya dua, Pakistan juga,
jadi dua-dua. Pakistan sangat menikmati itu. Mereka mendapat keuntungan besar
sekali dari adanya semacam itu. Di India juga demikian.

Saudara-Saudara sekalian.

Memang kalau dilihat pada kenyataan bahwa orang India, orang Pakistan ke
mana-mana, orang Indonesia tidak, ya kan? Boleh jadi kalau kita menerapkan prinsip
dwi kewarganegaraan orang Indonesia rugi, mungkin. Tetapi, yang saya mau
tekankan di sini adalah orang mulai mendiskusikan ulang begitu, tentang formula-
fomula kewarganegaraan itu sekarang. Bahkan, misalnya begini. Selama ini, di dalam
teori hukum tata negara khususnya Undang-Undang Kewarganegaraan orang selalu
membagi kewarganegaan itu diperoleh dari dua cara, satu yang namanya kelahiran,
yang kedua yaitu dengan cara naturalisasi.

Padahal, dalam sejarah.., dan ini sekarang ini bangkit lagi, dalam pengalaman-
pengalaman di Eropa, Perancis sebelum Perang Dunia Kedua, di Perancis itu ada
masalah. Pada suatu hari ada masalah mengenai kewarganegaraan ini. Yaitu banyak
warga Perancis yang tinggal di daerah jajahan Perancis, kalau menggunakan sistem
naturalisasi, dia tidak punya kewarganegaraan. Tapi dia lahir di daerah jajahan, begitu.
Maka dikembangkan suatu praktik ketiga prosedur kewarganegaraan dengan cara
registrasi.

Jadi, ada warga negara dengan kelahiran, ada warga negara dengan naturalisasi,
dengan prosedur khusus naturalisasi dan ada kewarganegaraan dengan prosedur
sederhana, yaitu registrasi. Nah, ini timbul juga pernah dalam hubungannya dengan
orang Indonesia di luar negeri. Misalnya orang-orang Indonesia yang di Belanda, orang-
orang Indonesia yang melarikan diri di... anu, yang masih sampai sekarang ada problem
kewarganegaraan. Dalam salah satu diskusi saya mengemukakan bahwa untuk
mengatasi hal-hal seperti ini biasa kita memperkenalkan dalam Undang-Undang
Kewarganegaraan kita satu lagi yang juga mulai populer yaitu pengalaman Perancis
yaitu, Citizenship by registration.

Nah, bisa saja kalau kita mau.., nah maksud saya hal-hal seperti itu sebetulnya bisa
kita diskusikan ulang sehingga konsepsi kita tentang negara, konsepsi kita tentang
warga negara, itu bisa secara kreatif kita kembangkan tanpa harus terpaku pada apa
yang Kkita warisi selama ini. Nah, termasuk juga warisan kita kepada istilah warga negara
asli, bangsa Indonesia asli, dan lain-lain sebagainya itu.

Usul saya seperti yang juga sering dikemukan oleh banyak teman, ya sudahlah
konsep warga negara kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kita akan ubah
dalam Rumusan Perubahan Keempat ini nanti kita kembalikan saja kepada konsep
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hukum saja begitu dan kemudian. Yang kita maksud dengan orang Indonesia asli itu, ya
kita sempurnakan sebagai orang Indonesia saja, kira-kira begitu.

Terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih.

Ini memang ada hal yang baru yang saya rasa dua hari yang lalu Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi, Pak Yusril Thza Mahendra, itu menyampaikan suatu konsep
yang digagas oleh Pemerintah untuk memperkenalkan konsep dwi kenegaraan dalam
RUU Kewarganegaraan. Sehubungan dengan memang masalah-masalah yang
berkembang yang secara khusus kepentingan-kepentingan kita, misalnya dalam kasus
Timor-Timor. Demikian juga banyaknya orang-orang Indonesia kelahiran Amerika
Serikat, Belanda, dan sebagainya, begitu.

Baik, terima kasih Pak Jimly. Untuk me-manage waktu, kita harus dapat sebanyak
mungkin dari Beliau-beliau ini dalam waktu yang singkat. Mungkin kita pindah topik.
Pak Frans mungkin nanti menyusul, kita pindah topik ke masalah. Karena ini hal bukan
hal yang baru buat kita, tapi banyak materi masukan ini agak baru untuk memperkaya
tetapi topik induknya tidak baru. Pak Frans nanti bisa belakangan mungkin kalau bisa
hadir, yaitu topik mengenai bagaimana praktik dan sebaiknya hubungan internasional
itu sewajarnya, begitu.

Sementara tadi saya sampaikan dan kita sendiri ada pendapat yang ada sekarang
sudah tidak ada masalah karena DPR toh sudah melakukan beberapa penyesuaian. Dan,
saya sekaligus mengoreksi pendapat saya yang saya menjawab Pak Lukman, DPR
secara Paripurna memang bisa mendelegasikan karena dia secara Paripurna. Tetapi
juga sebagian menganggap ini tidak lazim begitu, hanya Swiss, ya Pak Asnawi, yang
melaksanakan begini dan Swiss memang sangat unik juga di dunia ini. Jadi, kita dengar
pendapat dari tim ahli Deparlu yang dalam banyak kesempatan lain berbicara tentang
topik lain tapi pada kali ini kita undang untuk berbicara pada topik ini, khususnya pada
Pasal 13 Ayat (3) itu. Kami persilakan Pak Hasjim Djalal.

6. Narasumber: Prof. Dr. Hasjim Djalal

Terima kasih, Pak Ketua.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sebagai kawan-kawan yang lain juga merasa sangat terhormat di undang ini
kemari, Pak. Dan walaupun pemberitahuannya dekat, ya Pak ya? Itu ndak.., hanya
membuat kita barangkali tidak terlalu sempat mempersiapkan diri, itu saja cuma
masalahnya.

Yang kedua, oleh karena itu sebagian di antara kita, termasuk saya Pak, tidak
terlalu paham mengenai perdebatan-perdebatan pikiran yang sedang berkembang dan
yang sedang terjadi, kecuali yang kita baca di koran dan kalau kita datang di sini. Itu
yang limitation bagi kita untuk mengemukakan pandangan-pandangan.

Yang ketiga, Pak. Kalau saya menilai draf, saya pribadi lho Pak, draf yang diajukan
dari satu, dua, tiga, empat sampai sekarang itu, pertimbangan saya yang pertama selalu
adalah apakah ini masalah prinsipiil.., dan saya akan mencari sebanyak mungkin isu-
isu yang prinsipiil dan tidak terlalu memusatkan kepada mekanisme yang menurut
Bapak-Bapak bisa diatur sendiri di belakang.

Yang kedua, yang saya cari juga adalah apakah dia menjawab persoalan bangsa
pada waktu ini. Dan kalau dia tidak menjawab persoalan bangsa biasanya saya kritis,
Pak.
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Dan oleh karena itu, jawaban terhadap persoalan yang kita hadapi itu yang
penting kita carikan. Kriteria saya yang biasanya saya pakai mungkin berbeda dengan
Bapak-Bapak yang lain, itu kan masing-masing kita punya cara sendiri.

Yang ketiga, adalah apakah dia mengekang untuk pertumbuhan masa depan atau
memberi peluang untuk pertumbuhan masa depan. Kalau dia mengekang saya juga
kritis Pak, dan saya akan berusaha mencari jalan atau memikirkan bagaimana supaya
sebaiknya tidak mengekang bagi masa depan. Nah, dengan kriteria-kriteria begitu yang
ada pada saya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, maka saya biasanya mempunyai pandangan
terhadap hal yang saya anggap fundamental, urgent dan yang kedua penting buat masa
depan. Tentunya Pak Ketua, Bapak-Bapak, ada yang terselip di dalam kita menilai itu.
Karena apa, karena saya tidak tiap hari dengan Bapak-Bapak di sini. Jadi, saya sangat
menghargai bahwa pikiran Bapak-Bapak yang setiap hari tumbuh mungkin barangkali
saya pada saat itu tumbuhnya sekali seminggu kalau ada isu-isu yang muncul di koran,
begitu.

Dengan hal yang demikian itu, di masa yang lalu saya tidak mengomentari
masalah asli, Pak. Tapi, saya juga mempunyai perasaan bahwa apakah asli itu
menjawab masa sekarang apa tidak. Dan apakah menjawab masa yang akan datang.
Kalau dilihat perkembangan yang terjadi di dunia, orang makin lama makin tidak
menjurus lagi ke arah rasialis ataupun ke arah etnosentris.

Nah, kalau kita lihat di Indonesia sekarang, nah ini yang mengkhawatirkan saya,
walaupun barangkali tidak rasialis tapi banyak juga di negara kita sudah mulai tumbuh
etnosentris, gitu. Itu mengkhawatirkan saya, itu kan.

Nah, kalau kita khawatir dengan etnosentris dan istilah asli itu ada di dalam
Undang-Undang Dasar, terus terang ya Pak, saya agak khawatir. Tapi belum tahu
jawabnya. Makanya saya tidak bisa komentarin masa yang lalu. Saya agak khawatir
kalau ini tumbuh ke daerah, yang gejala-gejalanya sudah muncul. Anak daerah asli
misalnya kan ya, saya tidak tahu lagi ini sekarang saya ini anak daerah asli mana. Jadi,
kalau itu kita kekalkan begitu Pak, ada permasalahan saya, tapi terus terang saja saya
tidak terlalu tahu jawabannya untuk waktu ini, gitu lho ya. Bagaimana menjawabnya
ada permasalahan dalam asli itu, baik dari segi rasialis, etnosentris dan bagi
pertumbuhan masa depan. Dan yang saya lihat di sekeliling kita di seluruh dunia, kita
caci maki Australia misalnya karena rasialis kan ya?

Jadi, akan susah bagi saya barangkali memahami kenapa lantas kita harus
mempertahankan itu yang orang lain kita caci maki, begitu /ho. Itu komentar saya Pak
ya. Jadi mungkin barangkali draf-draf yang sudah Bapak ajukan dalam hal ini saya kira
ya, baik kita pertimbangkan kalau kata asli itu tidak menjawab lagi kebutuhan sekarang
dan mengekang bagi masa depan, mungkin barangkali kita harus carikanlah jalan ke
luar yang agak baik. Dan salah satu yang Bapak usulkan itu cukup baik. Paling tidak
Bapak atasi asli itu lahirnya sudah warga negara begitu ya? Kan orang juga bisa bilang,
saya asli warga negara, Bapak saya juga asli, gitu. Tapi dalam definisi yang Bapak
berikan tidak perlu lagi Bapak saya itu asli apa tidak, asal saya yang asli lahirnya warga
negara. Jadi, sudah ada paling tidak satu pembatasan yang menghindari kata-kata "asli.”

Isu yang kedua Pak, isu yang sangat berat dan ini concern saya besar Pak. Itu
mengenai Pasal 13 undang-undang yang ada dalam hubungan luar negeri ini. Satu,
Undang-Undang Nomor 37, yang kedua Undang Undang Nomor 24 tentang Pembuatan
Perjanjian, memberikan patokan-patokan yang jelas dalam hal apa DPR berfungsi, gitu.
Walaupun kata-katanya diubah, Bapak mempergunakan kata “memperhatikan
pertimbangan” dalam undang-undang dikatakan “memperhatikan pendapat”. Terus
terang saja, lawyer bisa berdebat dua hari itu. Apa beda pertimbangan dan pendapat.
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Tapi dalam undang-undang pendapat Pak, dalam Undang-Undang Nomor 37 itu
pendapat di situ, memperhatikan pertimbangan.

The point is, yang menurut saya sangat penting adalah dalam undang-undang
sudah dikatakan itu, ada persetujuan, ada mempertimbangkan pendapat. Persetujuan
adalah membuat perjanjian, mengumumkan perang, membuat perdamaian. Itu ada
dalam pasal undang-undang.

Tapi, yang lainnya mendengarkan pendapat, misalnya apa? Mengirim misi-misi
perdamaian misalnya itu Pak ya. Ikut aktif dalam peace keeping mission segala macam
itu. Toh mendengarkan, mempertimbangkan pendapat, tidak ada di dalam soal dubes.
Dan, kalau dengan reformasi yang baru ini menjadi semacam krachtiging saya khawatir
implikasinya besar sekali. Nah, kalau itu saya... apa namanya menjadi basis pemikiran
saya, saya sesungguhnya lebih senang kembali kepada yang asli. Karena itu yang sudah
jalan selama ini.

Nah, saya mendengar lantas dibaca di koran Pak ya, bahwa pertimbangannya
adalah untuk mengurangi fungsi dubes sebagai tempat pembuangan, itu istilahnya yang
saya baca di koran Pak, atau sebagai sarana balas jasa. Jadi itu dua itu. Saya dukung itu
Pak, kalau itu pertimbangannya. Saya hormati, saya hargai dan saya puji itu Bapak-
Bapak, mengambil sikap begitu. Tapi, tidak lantas berarti bahwa untuk mengurangi itu
Bapak-Bapak mengambil alih. Dan, Bapak-Bapak dalam arti saya di sini DPR kan?
Mengambil alih. Jadinya belum tentu kalau DPR mengambil alih, akan dia bersih dari
pertimbangan pembuangan dan balas jasa. Jangan-jangan penyakitnya pindah saja itu,
cuma kita harus cegah itu supaya bagaimana penyakitnya itu tidak pindah, gitu Iho Pak.
Itu concern saya yang sangat berat.

Nah, ada dua faktor di sana. Satu, Pasal 13 Ayat (1) mendengar pertimbangan
DPR, kedua, Pasal 13 Ayat (3) sekarang mendengar pertimbangan DPR juga, dubes
asing. Kalau yang dubes asing itu Pak, it’s incredible. Saya anggap itu DPR atau kita
memberikan wewenang kepada DPR satu hal yang luar biasa begitu, yang belum tentu
dia mengerti juga. Maaf saja dengan segala hormat, siapa yang bisa bilang kepada saya
bahwa anggota DPR yang mengurusi rakyat Indonesia bisa tahu quality daripada
seorang duta besar, katakanlah dari negara central Africa some where itu ke sini. Deplu
saja belum tentu tahu in detail, kok itu. Kok malah DPR bisa memberikan penilaian itu,
apa sih dasarnya? Jadi, menurut perasaan saya itu tidak berlogika begitu, ya kan? Tidak
merendahkan Pak, tetapi kan di sini konsepnya itu kan konsep yang logisnya saja. Itu
satu.

Dan yang kedua, faktor tadi dibilang Pak Ketua, mekanismenya bisa kita
percepat tapi nyatanya membuat persoalan-persoalan baru bagi negara-negara itu. Saya
mengetahui di Jakarta dulu ya, Pak, ya sekarang mungkin Insya Allah sudah berubah,
sudah berubah dia, dalam arti yang dulu katanya enam bulan sekarang sudah mungkin
barangkali dipercepat, bisa saja. Tetapi, orang itu menyampaikan kandidatnya setelah
mempertimbangkan dan dia itu akan menjadi wakil kepada pemerintah Republik
Indonesia. Dia tidak akan jadi wakil kepada DPR. Dan, hal yang demikian itu sangat
jarang Pak, terjadi. Hampir saya tidak tahu itu di mana ada.

Oleh karena itu, kami atau saya pribadi, saya tidak bicara dengan Deplu soal-
soal... tidak, maaf ya Pak, saya tidak mengatasnamakan Deplu ya sudah pensiun di
Deplu lama lho Pak ya, jadi tidak mengatasnamakan. Saya pribadi merasa tidak wajar
hal-hal begitu. Apalagi kalau nama-namanya diumumkan itu. Dubes ini dari negara ini,
namanya ini misalnya, dipertimbangkan oleh DPR tidak diterima. Bagi negara itu akan
aneh itu. Deplu saja tidak sampai menyatakan demikian secara terbuka kok itu Pak.
Jadi, dan betul selamanya tidak merendahkan ini, ini logika pikiran saja. Jadi oleh
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karena itu saya tidak terlalu setuju itu kalau Pasal 13 Ayat (2) itu dengan embel-embel
yang demikian. Jadi, saya lebih senang kembali kepada yang lama.

Mengenai duta besar Indonesia. Saya pribadi juga senang kepada istilah yang
lama dan kita carikan jalan bersama bagaimana menghindari apa yang menjadi pikiran
itu, pembuangan dan tempat balas jasa, tanpa dimasukkan dalam Undang-Undang
Dasar. Kalau di masukkan di dalam Undang-Undang Dasar dia menjadi sesuatu hal yang
sangat mengikat untuk masa depan.

Apa kesulitan saya Pak? Tidak terlalu jelas sampai sekarang arti daripada
“memperhatikan pertimbangan” itu, tidak terlalu jelas bagi saya. Apakah pertimbangan
itu terhadap orang, atau pertimbangan itu terhadap tempat, atau pertimbangan itu
terhadap keadaan, apanya itu. Dan kalau terhadap orang, pertimbangan itu banyak
sekali bahayanya yang saya lihat. Saya barangkali Pak, masih akan bisa sekedar
menerima gitulah ya, Pak, ya, demi mencari keselamatan kalau yang dipertimbangkan
itu adalah tempat dan keadaan.

Contohnya misalnya, contoh kasar Pak. Deplu mengatakan ada sepuluh embassy
kosong. Dia sedang pikir banyak orang, dia tanya kepada Bapak. Dari sepuluh embassy
yang kosong ini apa pertimbangan DPR yang harus kami perhatikan? Masih bisa saya
terima Pak. DPR nya mengatakan, “Oh, Saudi Arabia kosong”. Bapak lantas tidak usah
mengatakan wah saya punya calon. Tapi Bapak bisa katakan ya karena keadaan
setempat di sana mungkin barangkali lebih baik orangnya yang mengerti Islam,
barangkali begitu ya. Atau jangan kirim orang Hindu, contohnya begitu kan ya. Atau
orang yang mengerti pendidikan ini, itu misalnya kan.

Jadi, tempat keadaan dan mission itu yang terpenting bagi saya. Oh, ada Pos
kosong, katakanlah di Amerika Utara, Bapak bisa kasih pertimbangan, dengan
mengatakan bahwa untuk Amerika Utara orang yang mempunyai pengalaman dunia,
orang yang sudah berpendidikan ini atau orang yang sudah berpengalaman ini macam-
macam itu lah. It’s still logical. Dan biarkan dia Deplu itu dan Presiden yang mempunyai
wewenang eksekutif prerogatif itu memikirkan siapa orang-orang itu. Boleh saja Bapak
mengusul nama tidak jadi soal, tapi dia yang mengusulkan, dia yang mengambil
keputusan.

Jadi, begitu kira-kira ya Pak. Jadi, akan sulit bagi saya kalau DPR misalnya...,
apalagi Pak ya kalau nama orang diumumkan di publik. It’s a public asassination itu Pak,
public asassination. Orang yang ditolak di satu negara, ya nanti ajukan ke negara yang
lain, negara yang lain kan malu menerima dia.

Jadi, jangan sampai kita di dalam keinginan memperbaiki yang dua point yang
saya sebut tadi itu, membunuh karakter-karakter kita sendiri, begitu lho Pak. Itu saya
agak keberatan sekali di situ Pak ya. Dan tidak ada, tidak biasa nama itu diumumkan
sebelum ada agreement. Orang kerjanya rapi sekali. Kalau misalnya, segala hormat,
kepala suatu jawatan di dalam negeri yang memerlukan persetujuan DPR diumumkan
namanya, dikandidatkan itu ndak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau duta besar di
suatu tempat ada kaitan hubungan internasional yang kita harus perhatikan, yang tidak
begitu gampang diabaikan, begitu /ho Pak. Karena nanti orangnya bisa merasa terpaksa,
merasa harus menerima calon kita. Kalau dia tidak terima, kita merasa tersinggung. Dia
menerima merasa didikte. Dan kalau dia tidak diusulkan dikatakan oleh Bapak-Bapak,
ya sudah tidak memenuhi syarat, nanti diajukan lagi, namanya sudah diketahui di
koran. Negara mana yang mau menerima dia, Pak? Jadj, itu pikiran saya.

Jadi, kesimpulan saya adalah:

Satuy, Pasal 13 yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat memadai.

Yang kedua, kalau toh harus diubah Pasal 13 Ayat (3) itu, banyak kesulitan. Dan

Perubahan UUD 1945 11



Pasal 13 Ayat (1) kalau toh mau diubah, Bapak-Bapak harus sepakat artinya
mempertimbangkan itu apa, pertimbangan itu. Saya sarankan, jangan pertimbangan itu
dikaitkan dengan orang, tapi kaitkan dengan situasi, dengan keadaan, dengan
hubungan politik, dan segala macam itu. Jangan orang. Kalau orang, it’s a character
killing Pak.

Terima kasih, Pak.

7. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hasjim Djalal.

Jadi, kita punya waktu satu jam untuk tanya jawab. Kecuali kalau...,, tapi mohon
diberi pengertian apabila Pimpinan Rapat membatasi jumlah pembicara, supaya kita
lebih banyak memperoleh masukan pada kesempatan yang terbatas ini.

Satu, Pak Zain, Pak Palguna, Pak Slamet, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak Asnawi,
Pak Vincent, Pak Patrialis. Jadi, saya mohon untuk diperhatikan bahwa di sini saya
mencoba mengambil satu-satu saja dulu. Pak Zain, Pak Palguna, Pak Slamet, Pak Seto,
Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Vincent, Pak Patrialis, mungkin kalau mau apa satu-
satu lagi dari Golkar dan dari PDIP. Siapa ini dari Golkar? Agun ya. Agun, sut dulu, sut
saja dulu.

8. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa ( F-PG)

Kalau gitu, saya hanya interupsi saja sebelum dimulai. Interupsi saja biar yang
substansi nanti Pak Happy saja. Pak walaupun ada tujuh yang ingin saya sampaikan,
tetapi saya hanya sebatas interupsi saja.

Yang pertama saya melihat dari forum ini, penetapan jadwal rapat ini saya ingin
tahu pada unsur Pimpinan, tentang rapat pertemuan pada hari ini dengan substansi
seperti ini. Saya mau tahu karena saya tidak mengerti dan tidak tahu sebagai Sekretaris
di Fraksi Partai Golkar, itu yang pertama Pak.

Yang kedua, substansinya pun saya melihat kok ini usulan yang sudah lama kita
perbincangkan cukup matang, cukup kuat, mulai selama tiga tahun sampai terakhir
Cimacan dan kayaknya mau ngotot terus ini dipersoalkan, hanya dari saya tidak
mengerti.

9. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Oke, jadi interupsi. Jadi itu kan waktu di “atas” kita memang sepakat untuk
mengundang tenaga-tenaga ahli, mungkin Anda waktu itu sedang ke luar.

Baik, jadi mendaftarkan Pak Happy ya. Baik kami mohon waktunya pendek.., Ya
sudah, sudah. Jadi Pak Zain, Pak Palguna, Pak Slamet, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak
Asnawi, Pak Vincent, Pak Patrialis, Pak Tjipno, Pak Happy.

Kami persilakan Pak Zain, silakan. Mohon menggunakan waktu sesingkat
mungkin supaya ada waktu untuk menjawab.

10. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama karena ada dua topik yakni masalah tentang warga negara. Apakah para
pakar yang ada di depan kami ini sependapat bahwa pada tahun 1945, pada waktu
Undang-Undang Dasar kita atau negara kita mau diproklamirkan, di antara syarat itu
ada wilayah, ada pemerintah, Presiden dipilih pada waktu itu, lalu ada penduduknya,
warga negara.

Sementara, keadaan penduduk yang kita warisi pada waktu itu adalah Nederlands
Onderdan yang terdiri dari Europeanen, Vreemde Oosterlingen dan Inlander. Apakah
bukan Inlander itu yang dimaksudkan dengan asli? Karena itu yang bisa di.., tidak ada
problem hukum. Nah, kemudian, di dalam dua Undang- Undang Dasar 1949 dan 1950,
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tidak lagi diutik-utik masalah itu. Di sana hanya disebutkan warga negara sebagaimana
diatur dalam undang-undang. Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1946 yang juga berbicara tentang warisan Indiesche Staatsregeling itu. Dan,
kemudian Undang-Undang terakhir 62 Tahun 1958. Sehingga, kalaupun kita ubah
sekarang seperti bunyi Undang-Undang Dasar 1950 atau 1949, kan tidak salah karena
sekarang kita juga dalam transisi di mana warga negara itu sudah ada, itu satu. Apa
tidak seperti itu kira-kira alasan hukum yang bisa kita pakai?

Kemudian yang kedua, masalah Pasal 13. Memang apa yang disebutkan Pak
Hasjim Djalal tadi, itu antara lain pemikiran situasional pada waktu itu, terus terang.
Misalnya, penolakan Mantiri di Australia, kemudian toh masih diterima di Singapura
menjadi dubes. Bagaimana Parlemen Australia bisa tahu, bagaimana Parlemen
Indonesia bisa tahu kalau ada yang persona non grata buat rakyat Indonesia. Hanya,
apa namanya, istilah pertimbangan yang sebenarnya diatur di dalam Tata Tertib DPR,
itu dalam prakteknya dilakukan tidak seperti Tata Tertib itu. Ini yang terjadi sekarang.
Jadi di dalam Tata Tertib DPR bahwa pertimbangan itu cukup diberikan oleh Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan Komisi terkait, dan Pimpinan Fraksi.

Jadi bukan oleh anggota-anggota melakukan proper test kemudian
mengumumkan ke luar. Kalau anggota ada punya pendapat, silakan salurkan kepada
Pimpinan. Biasanya di Pimpinan Komisi ada Sub Komisi yang membidangi masalah itu.
Nah, mekanisme di DPR ini saya kira yang tidak dipatuhi atau masih perlu di... Dengan
adanya penunjukan pimpinan-pimpinan itu, artinya DPR memberikan pertimbangan,
reses maupun tidak reses, karena pimpinan ada.

Dulu belum diatur seperti itu, akan tergantung pada masa sidang. Tapi setelah
tata tertib diatur, tidak bergantung pada masa sidang. Nah, ketertiban di DPR ini
maupun tata tertib-nya yang perlu, bukan saya kira, kita nanti aneh mengubah lagi
ketentuan yang sudah kita.. Cuma cara ekses-ekses tadi itu apakah diatur di undang-
undang atau mestinya Tata Tertib. Sebab di DPR itu dibedakan apa persetujuan, apa
pertimbangan. Kalau persetujuan harus melalui paripurna, tapi pertimbangan tidak.
Tapi itulah yang terjadi.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Zain, yang sudah sangat concise gitu menyampaikan
permasalahan. Saya minta yang lainpun juga demikian pendek, cekak aos begitu.
Silakan, Pak Palguna.

12. Pembicara: I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya juga akan mencoba pendek, karena yang saya inginkan jawaban adalah
hanya bersifat konfirmasi saja akan apa yang saya baca. Karena saya sudah tidak
sempat baca lagi untuk mendapatkan data faktualnya begitu. Saya ingin konfirmasi baik
dari Pak Hasjim Djalal maupun dari Bapak Prof. Jimly Asshiddiqie.

Begini, ketika berlangsung KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 90-an itu, saya ingin
konfirmasi dari Pak Hasjim mungkin masih di Deplu waktu itu ya. Benarkah justru
delegasi Indonesia yang paling menentang konsep the rights of indegenous people pada
konferensi itu, dengan menyatakan bahwa what do you mean by indegenous? Karena,
menurut legal conception yang ada pada saat itu indegenous people itu bukan seperti
dikatakan tadi, itu bukan definisi hukum dan belum pernah ada yang menemukan
definisi hukum tentang what does it mean by indegenous people. Karena kalau konsep
itu kemudian diterapkan di Indonesia akan menjadi masalah who are the indegenous
people of Indonesia. Saya ingin konfirmasi itu.
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Oleh karena itu, jika benar hal yang seperti itu, ada dua hal yang menjadi
komentar saya adalah bukankah kemudian kita berarti bersikap mendua mengenai soal
keaslian itu. Atau kemudian justru sebenarnya di satu pihak kita berpikir maju, tapi
kemudian kita menarik diri lagi dari soal itu. Dan, kita sekarang berbicara tentang
konstitusi, menyimpang kita berbicara tentang konstitusi, baiklah kita selesaikan
persoalan inj, itu yang pertama.

Kemudian, saya juga mengharapkan konfirmasi yang kedua dari Pak Prof. Hasjim
Djalal. Seingat saya berdasarkan praktik hubungan diplomatik yang diatur berdasarkan
Konvensi Wina Tahun 1961, Vienna Convention on Diplomatic Relation. Seingat saya
atau kalau saya tidak keliru mohon koreksi makanya saya mengatakan perlu
konfirmasi, bukankah kalau suatu tenggang waktu di mana agreement dari the
Receiving State atau Negara Penerima itu terlambat diberikan, itu di dalam praktik
hubungan diplomatik itu bisa dianggap sebagai not acceptable atau persona non grata.
Jika itu yang menjadi soal maka ada hal-hal substansial di dalam Undang-Undang Dasar
kita, yang karena soal-soal teknis kemudian menjadi masalah substansial dalam
kaitannya dengan hubungan diplomatik itu. Itu konfirmasi yang pertama yang saya
pertanyakan, apakah benar seperti itu, kalau menurut saya yang saya baca seperti itu,
gitu.

Kemudian konfirmasi yang kedua, bahkan di dalam apa yang disebut dengan
special mission pun yang diatur berdasarkan New York Convention tahun 1968 yang
sangat khas tugasnya dan sangat khusus, seperti dulu misalnya kita pernah mempunyai
dubes keliling itu. Dan di dalam praktik internasional, saya ingin konfirmasi Pak Hasjim
dalam special mission pun yang sudah sangat jelas tugasnya khusus dan spesifik dalam
praktik hubungan internasional juga tidak memerlukan pertimbangan parlemen.
Apakah betul itu di negara-negara di dunia?

Konfirmasi yang ketiga yang saya inginkan, ini mungkin dari Pak Jimly dan juga
sekaligus dari Pak Hasjim Djalal. Karena saya tahu Pak Jimly banyak mengumpulkan
konstitusi dari negara-negara di dunia. Kecuali ada perubahan, dalam bacaan saya
tentang konstitusi Australia yang terakhir, ternyata di situ pun tidak ada pertimbangan
parlemen dalam penerimaan duta besar. Hanya saja dalam kasus Mantiri, calon dubes
Mantiri dulu itu adalah bahwa itu diekspos sedemikian rupa ketidaksukaan parlemen
pada saat itu, sehingga akhirnya menjadi terkatung-katung. Dan kembali lagi kepada
konfirmasi saya yang pertama kepada Prof. Hasjim Djalal tadi karena keterkatung-
katungan itulah kemudian kita menganggap itu sebagai not acceptable atau persona non
grata berdasarkan praktik hubungan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961.

Terima kasih, Prof. Itu pertanyaan saya yang merupakan konfirmasi yang
mungkin bisa lebih menjernihkan pemikiran kita dalam soal ini.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Palguna.
Silakan, Pak Slamet.

14. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Pak Ketua dan Saudara-Saudara anggota yang kami hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.

Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan warga negara. Sebagaimana kita
ketahui masalah warga negara itu diatur dalam Pasal 26 di mana bunyinya yang
pertama adalah “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
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negara”. Di dalam Penjelasan dikatakan yang dimaksud dengan orang-orang bangsa
lain, misalnya orang-orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan
Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah
airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga
negara.

Nah, dari penjelasan ini apakah betul kesan saya bahwa Pasal 26 ini bukan
masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Tetapi hanya untuk
menyatakan fakta sosiologis bahwa yang menjadi warga negara, memang berasas
seperti ditentukan di dalam Pasal 26 dan penjelasannya. Artinya, fakta itu bisa
berlangsung sampai hari ini. Misalnya ada warga Nigeria yang sekarang banyak
bertempat tinggal di Tanah Abang itu, kemudian karena kecantol dengan orang Pondok
Labu, kemudian dia menyatakan dirinya... Apakah pasal ini bukan suatu fakta yang bisa
kita lihat sebagai sesuatu kenyataan.

Jadi, pertanyaan saya, apakah pasal ini berkaitan dengan fakta sosiologis yang
nanti berkait dengan fakta hukum menjadi warga negara dengan dua proses yang tadi
dijelaskan oleh Profesor Jimly atau ini adalah persoalan hukum yang berkaitan hak dan
kewajiban. Menurut saya, ini adalah fakta sosiologis yang harus diproses selanjutnya
apakah begitu? Itu pertanyaan saya.

Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan Pasal 13, yang tadi disoroti dengan
sangat tajam oleh Profesor Hasjim Djalal. Saya merasa Profesor tadi berbicara bukan
sebagai ahli, tapi bias sebagai orang mantan Departemen Luar negeri. Maaf saya harus
mengatakan begitu. Sehingga misalnya agak men-disavoir DPR ya, tanpa mengetahui
mekanisme DPR untuk tahu tentang orang. Tentu saja DPR itu bukan lembaga yang di
dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan kesan, bukan. Pasti juga ada proses
pengumpulan informasi dan sebagainya.

Oleh karena itu, saya juga ingin mempertanyakan dalam soal ini. Apakah kata
memperhatikan pertimbangan walaupun bisa interpretasikan macam-macam, tetapi
kemudian sudah diatur di dalam suatu tata tertib yang begitu jelas dan sederhana. Ini
jangan dong.., ini kemudian sedemikian rupa dinyatakan sebagai tidak tepat gara-gara
pengalaman beberapa kasus. Itu adalah masa belajar kita, yang kalau kita mau jujur Pak
Hasjim Djalal keterlambatan bukan di DPR, tetapi adalah di departemen di mana Bapak
dulu ada. Menteri luar negerinya pada waktu itu entah sibuk ke mana dan sebagainya
ya terlambat menyampaikan ke sini. Tolong dibuktikan bahwa itu keterlambatannya
ada di DPR, gitu. Juga pokoknya sebelum sampai di sinilah. Bisa juga Setneg,
pemerintah lah pokok intinya. Jadi, saya minta Pak Hasjim Djalal jangan bias dengan
apa, dengan sebagai orang Departemen Luar Negeri atau eks Departemen Luar Negeri
sebagai tempatnya.

Kemudian yang kedua. Apakah Pak Hasjim Djalal tidak menganggap bermanfaat
di dalam hubungan dua negara atau dua pemerintahan. Bisa saja itu sebenarnya karena
pemerintahan bersifat sementara. Dua rezim ya, yang ingin menolak suatu duta besar
yang reputasinya jelek di negara-negara yang lain, dan saya kira DPR tidak sebodoh
yang dianggap Pak Hasjim Djalal untuk tidak mengetahui orang-orang kiprahnya
diberbagai negara lain untuk sampai di sini.

Kemudian, untuk menyelamatkan pemerintah, pemerintah bisa mengatakan
bahwa pertimbangan DPR, itu tidak menyetujui yang Anda kirimkan orangnya.
Sehingga hubungan dua rezim ini, dua pemerintahan, yang saya anggap pemerintahan
itu juga bersifat apa ya, berdasarkan situasi politik yang berkembang, itu tidak
terganggu. Jadi, bisa saja melempar ke sini. Bahkan pemerintah, pemerintah ketika mau
menolak pun bisa minta tolong DPR, untuk diam-diam minta tolong pada DPR. Tentu
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saja memang di DPR sendiri mekanisme itu harus diperbaiki, yaitu jangan sampai

misalnya hal-hal yang sifatnya confidential misalnya, itu kemudian diumumkan, itu

masalahnya. Jadi menurut saya bukan masalah prinsip di sini, tetapi masalah teknis.
Terima kasih.

15. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima Kasih.
Supaya agak lebih..., kami persilakan Pak Seto, ringkas Pak ya.

16. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Pertama kepada Anhar Gonggong. Sebagaimana kita ketahui persoalan atau
terminologi Indonesia asli itu ada di Pasal 6 dan Pasal 26. Pertanyaan saya dari latar
belakang historis, sebagai keahlian Bapak, apakah benar bahwa pencantuman
Indonesia asli untuk Pasal 6 dan Pasal 26 itu memiliki latar belakang yang berbeda?
Karena saya mendengar bahwa pencantuman Pasal 6 pada Indonesia asli, kata
Indonesia asli pada Pasal 6, itu dimaksudkan pada waktu itu untuk mencegah
masuknya orang Jepang untuk menduduki kursi Kepresidenan, karena kita tahu bahwa
persiapan kemerdekaan itu di masa kependudukan Jepang. Lalu, sehubungan dengan
itu bagaimana? Karena menurut saya ini sangat penting di dalam kerangka nanti kita
juga memberikan penjelasan pada masyarakat tentang perubahan yang terjadi.

Yang kedua, kepada Pak Jimly, tadi dikatakan bahwa konstitusi atau UUD sangat
penting di dalam mengatur warga negara. Pertanyaan saya, seberapa jauh persoalan
penduduk itu juga harus diatur dan apa saja yang harus diatur di dalam sebuah
konstitusi.

Ketiga, persoalan dwikewarganegaraan, menurut hemat saya memang bisa
menjadi perdebatan yang panjang selama terminologi kepentingan nasional belum
dihapuskan dari pengertian bahasa. Jadi sementara selama kita masih mengakui
kepentingan nasional, menurut saya persoalan dwi kewarganegaraan menjadi
persoalan yang tidak mudah untuk disepakati.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih, Pak Seto.
Mengenai topik yang terakhir barangkali daripada level RUU Kewarganegaraan.
Pak Soedijarto, silakan Pak.

18. Pembicara: Soedijarto ( F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama untuk Pak Anhar Gonggong. Apakah benar kalau saya memandang
adanya kata “asli” dalam Undang-Undang Dasar kita itu karena semangat pemimpin
bangsa itu merasakan yang menderita itu selama dijajah terutama adalah bangsa asli.
Artinya, orang-orang yang disebut dalam Pasal 26 Penjelasan keturunan Belanda,
keturunan Arab, keturunan Cina itu kan orang yang sudah punya sekolah sendiri.
Sedangkan bangsa asli sukar sekolah yang baik, sekolahnya, sekolahan ndeso,
sekolahan ongko loro. Jadi, itu yang ingin diselamatkan sebenarnya karena itu ada
semangat kesejarahan. Karena itu, seolah-olah orang asing itu hanya kalau betul-betul
setia kepada republik boleh jadi warga negara. Sedangkan yang tidak asing otomatis
bisa menjadi warga negara.

Nah, kalau kita menghapus asli apakah semangat itu tidak ada lagi. Artinya,
walaupun batinnya itu sebenarnya tidak senang republik, karena dia lahir di Indonesia
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menjadi warga negara Indonesia. Ini implikasi-implikasi ini tolong kira-kira seperti
apa? Artinya, semangat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kan mengakui
Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia pada negara Republik Indonesia.
Artinya, kecuali kita yang menderita selama dijajah, yang di-deprived betul oleh
penjajah itu disangsikan bahwa mereka itu yang lahir di Indonesia keturunan itu apa
dengan sendirinya seperti ini. Ini semangatnya Pak. Tolong apa saya tafsirkan benar
apa tidak.

Yang kedua kepada Pak Hasjim Djalal. Mohon informasi Pak. Tidak setiap duta
besar yang kita usulkan ke negara lain selalu diterima oleh negara akreditasi.
Bagaimana mekanisme negara lain itu untuk mengatakan orang itu tidak diterima, yang
mencuatkan hanya soal Pak Mantiri di Australi itu.

Kedua, saya sependapat dengan Pak Slamet Effendy Yusuf, tolong jangan
dianggap DPR akan seperti ini terus. Suatu hari DPR Indonesia mungkin tidak kalah
dengan Kongres Amerika Serikat yang memiliki library of congress yang terbesar di
Amerika Serikat sendiri dan diperkuat dengan staf yang luar biasa sehingga kalau ada
duta besar baru, itu kupingnya di mana-mana, telinganya di mana-mana.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Dijarto.

Malahan bukan tidak kurang bisa-bisa lebih Pak. Tetapi saya juga ingin
mengingatkan di antara para the founding fathers kita Pak Soedijarto terdapat nama-
nama seperti Baswedan. Liem apa....

Baik terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Pak Asnawi.

20. Pembicara : Asnawi Latief ( F-PDU )

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dua topik pada pagi hari ini. Sebetulnya topik yang sudah dua tahun yang lalu
kita diskusikan dan sebetulnya sudah dianggap selesai, khususnya pada topik
pertimbangan dubes asing maupun dubes kita. Walaupun bertubi-tubi kritik itu
berdatangan tetapi kita tidak pernah beranjak dari posisi itu karena kita sudah
melakukan satu amendemen, tidak lagi melakukan amendemen lagi. Sebab fokus kita
itu kepada topik sembilan pointers yang kita bahas untuk bisa di bawa ke Sidang
Tahunan yang akan datang.

Tetapi baiklah karena itu menjadi masalah mengenai Pasal 26 ini, saya ingin
bertanya kepada Pak Jimly dan Pak Anhar Gonggong, apakah Undang-Undang Nomor
62 tahun 1998, di sana menganut asas kewarganegaraan kita ini dalam dua hal yaitu
asas keturunan ius sanguinis, asas tempat Kelahiran ius solli. Apakah ini merupakan
break down dari Pasal 26 ini? Sehingga membagi klasifikasi warga negara Indonesia itu
dalam dua hal itu.

Yang kedua, menarik juga masalah indigeneous people tadi dipertanyakan. Kalau
tidak salah menurut konvensi,indigeneous people ini berhak menampangkan dirinya
sendiri. Cina kek, Jawa kek atau Melayu. Sebab di mana-mana ada, di Australia ada
indigeneous people yaitu apa itu namanya Aborigin. Jadi, memang dihargai. Jadi menarik
apa yang dikemukakan oleh Saudara Slamet apakah kita ini dasarnya pembagian ini
atas dasar sosiologis bukan atas dasar hak dan kewajiban dalam ketatanegaraan atau
ke negara. Itu yang perlu saya tanyakan.

Kemudian menarik juga apa yang dikemukakan topik kedua Pak Hasjim Djalal.
Saya tahu Beliau ini sudah makan garamnya diplomasi di Deplu bahkan sudah karatan
lah. ]adi, tadi ditanggapi oleh Saudara Slamet dengan senjata yang mitraliur, serangan
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balik. Saya merasa sudah tidak perlu lagi nambah. Karena dulu Undang-Undang Nomor
37 yang tadi dikutip oleh Pak Djalal sendiri, itu juga jadi bahan rujukan kita Pak.

Tahun 1999 itu, undang- undang ini kalau tidak salah tahun 1999 atau tahun
berapa itu sebelum reformasi kalau tidak salah, kalau Undang-Undang Hubungan
Internasional itu sudah masa reformasi. Di situ menyebutkan kata-kata “mendengarkan
pendapat DPR” seperti tadi. Jadi artinya Deplu sendiri berkeinginan terhadap dubes
asing maupun dubes sendiri itu meminta penilaian DPR walaupun dalam kata-kata
“mendengarkan.” Bagaimana cara mendengarkan itu, itu juga tidak diatur dalam tata
tertib DPR ketika itu. Tetapi dalam hal meminta pertimbangan kepada DPR itu karena
ada dua hal pertimbangan dan persetujuan, itu diatur dalam tata tertib Pak.

Jadi, apakah Bapak setuju memang perlu ada penilaian DPR? Sebab di situ
undang-undang yang Bapak buat juga itu mendengarkan pendapat. Artinya penilaian
kan? Penilaian bisa juga tempat, keadaan, mission, juga bisa orang. Jadi orang-orangnya
ya maaf kalau orang-orang Deplu misalnya banyak cacat masa kita jadikan dia seorang
dubes, misalnya cacat moral, cacat macam-macamlah. Kita sudah tahu rahasianya
Deplu yang dikenal dengan "Departemen Lucu” itu, Pak.

21. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi.

Saya hanya koreksi sedikit kesepakatan kita bahan untuk Amendemen Keempat
adalah Lampiran Tap XI dan materi-materi yang disampaikan fraksi-fraksi pada waktu
Pengantar Musyawarah.

Berikutnya, kami persilakan Pak Vincent.

22. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa ( F-PG)
Saya interupsi sebentar Pak, dengan....

23. Pembicara: Vincent T. Radja ( F-UD)
Terima kasih, Pimpinan.
Kami hadir di sini sebagai Fraksi Utusan Daerah.

24. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa ( F-PG)
Saya interupsi sebentar, Pak.

25. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Sebentar ini ada interupsi tapi interupsi teknis ya.

26. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa ( F-PG)

Saya benar-benar interupsi karena ini masuk rekaman dan kalau tidak
diinterupsi seolah-olah itu benar. Saya keberatan dengan statement yang terakhir
menyangkut masalah bahan rapat kita lampiran Tap XI dengan Pengantar Musyawarah,
tetapi tidak diartikan seperti ini.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Yang saya katakan tidak saya cabut, karena itu benar demikian.
Terima kasih.
Silakan Pak Vincent.

28. Pembicara: Vincent T. Radja (F-UD)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, kami bergembira sekali hadir tiga orang pakar, Pak Gonggong ahli Sosiologi,
Pak Hasjim Djalal ahli Hukum Wilayah, dan Pak Jimly ahli Tata Negara.
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Kami ingin bertanya bahwa sebenarnya seperti yang disebutkan Pak Zain tadi
bahwa suatu pemerintahan itu adalah.., suatu negara ada pemerintahannya, ada
wilayah dan ada penduduknya. Dulu waktu kita merdeka itu kan Indonesia adalah
sebagai suatu negara kepulauan, pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Tetapi,
belakangan ini menjadi negara maritim, pulau-pulau yang dihubungkan dengan laut. Di
dalam pulau-pulau ini kalau kita membaca buku mengenai Indonesia Menuju Abad 21
disebutkan, di mana Indonesia itu. Indonesia secara hukum kita belum tahu, wilayah
kita belum ditentukan dalam undang-undang. Tetapi Indonesia adalah Aceh, Padang,
Jawa, Sunda, Dayak, Manado, Papua, Timor, dan semuanya.

Kalau di luar dari itu, bukan Indonesia. Termasuk Batak jadi maksudnya itu. Bali
juga. Semuanyalah artinya bisa diurut dari artinya segala suku ini artinya semualah.
Tetapi, tidak disebutkan mengenai yang tadi ada misalnya keturunan Cina, keturunan
Arab disebutkan. Apakah kami yang dari daerah yang berasal dari pulau-pulau itu
pengertiannya adalah bahwa penduduk yang indigeneous itu, yang tidak berpindah
berbeda penduduk yang nomaden berpindah-pindah itulah yang semuanya penduduk
Indonesia.

Ada juga pengertian kedua yang disebutkan bahwa Indonesia itu adalah muslim,
Katolik, Protestan, Budha dan Kong Hu Chu, tanpa itu bukan Indonesia. Jadi maksudnya
itu Indonesia. Jadi, kembali pada tadi bahwa pengertian apakah pengertian Aceh, Batak,
dan seluruh Indonesia itu yang disebut Indonesia asli, itu yang kami ingin bertanya.

Sekian dan terima kasih.

29. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih, Pak Vincent.
Pak Patrialis jadi ringkas seperti Pak Vincent juga.

30. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak para pakar yang kami hormati.

Saya ingin menambahkan satu latar belakang. Kalau tadi sudah banyak mengenai
latar belakang mengenai kedutaan besar ini. Ada satu latar belakang yang menarik
adalah bahwa parlemen ini ingin memberikan atau membantu pemerintah dalam hal di
mana kalau ternyata pemerintah ingin menolak duta besar yang dikirim oleh negara
asing, tetapi pemerintah keberatan. Kalau pemerintah yang nolak maka tentu
pemerintah merasa enggak enak, ini akan menganggu hubungan antarnegara. Oleh
karena itu, yang menjadi back up di belakangnya adalah parlemen, pemerintah bilang
ini parlemen kami yang menolak. Ini salah satu, Pak, dari seribu alasan tadi. Nah, ini
kenapa lahir pasal mengenai DPR harus ikut serta di dalam memberikan pertimbangan
terhadap kehadiran duta besar asing. Ini satu.

Yang kedua, kami sangat setuju, sekali lagi sangat setuju bahwa semua warga
negara yang namanya warga negara mempunyai hak yang sama, kedudukan yang sama
di mata hukum dan pemerintahan. Itu sangat setuju kita. Berdasarkan persetujuan
itulah maka Pasal 6A sudah kita ubah. Kalau namanya warga negara boleh menjadi
Presiden tidak kita lihat lagi dari mana-mana. Tetapi sekarang persoalannya adalah
persoalan unsur kewarganegaraannya itu. Saya ingin komentar dan komentar ini saya
ingin minta dikomentari. Jadi komentar minta komentar.

Di Sumatera Utara kita mengenal yang namanya Tobing, kita mengenal namanya
Aritonang. Di Bali kita mengenal I Gde, mengenal Ketut ada semua di sini oleh orang-
orangnya, di Ambon kita mengenal Patisahusiwa, kita mengenal Matrutty, di Sumbar
kita mengenal Chaniago, kita mengenal Sikumbang, kenal Melayu. Kalau di Irian kita
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mengenal Rahael, kita mengenal Kubai. Kita mengenal Raden lah di Jawa. Saya ingin
tanya, maknanya apa itu Pak? Kenapa ada yang seperti itu di negara kita ini.

Saya minta komentar itu dan komentar lanjutan bagaimana caranya pada saatnya
kita membedakan mana yang ius sanguinis, mana yang ius solli, bagaimana cara
membedakannya kalau kita tidak mengakui realitas sosiologis tadi. Tetapi, begitu
semuanya orang-orang yang memang itu adalah keturunan dan peranakan di Indonesia
ini, kita akui kita punya hak yang sama, tidak boleh diskriminasi. Menjadi apapun juga
boleh. Jadi Ketua Mahkamah Agung seperti di Amerika boleh. Jadi Presiden juga boleh.
Kalau di Manado ada Sambuaga ini saya lupa ini. Semuanya banyak marga di sini.

Terima kasih. Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih.

Dengan sedikit komentar, sebelum dikomentari saya komentar sedikit, untuk
Presiden adalah orang Indonesia sejak lahir karena kelahiran.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipno.

32. Pembicara: Sutjipno ( F-PDIP)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pertanyaan saya memang betul-betul pertanyaan. Jadi, bukan menguji, bukan ini
sok pintar tidak. Mengapa kebetulan saya berhadapan dengan pakar maka pertanyaan
saya juga pakar Pak. Jadi tidak ada bias sama sekali.

Pertama, mengenai asli. Bicara mengenai asli Pak Gonggong berangkat dari
sejarah tadi. Bicara sejarah ada dua, the history of political theory atau political history.
Mohon nanti dijelaskan kepada saya. Mengapa? Oleh karena Pak Gonggong berangkat
dari figur yang ada pada saat itu, ada orang Jepang dalam panitia BPUPKI. Satu.

Yang kedua, dari hukum tata negara. Kita melihat sejarah hukum tata negara
khusus mengenai kewarganegaraan. Yang dari Belanda kita sebut dengan Indische
Staatsregeling yang sudah dijelaskan oleh Pak Zain tadi, ada tiga Europeanen, Vreemde
Oosterlingen dan Inlander. Nah, berangkat dari sini, kena dengan Pak Soedijarto tadi.
Mengapa inlander? Karena kita mengenal Europesche Lager School, kita mengenal
Holland Chinese School, HCS dulu namanya. Yang ketiga kita mengenal Holland
Inlandsche School, HIS namanya dulu. Dan yang terakhir ongko loro, pas Pak. Jadi betul-
betul saya mohon penjelasan betul ini. Mengapa demikian? Jadi, yang penting untuk
membahas yang asli ini ada dua sumber apa pendekatan atau dua pendekatan,
pendekatan Hukum Tata Negara dan pendekatan apa namanya sejarah tadi.

Yang ketiga, mengenai masalah Hubungan Internasional. Ini kaitannya dengan
hukum tata negara. Mengapa? Kalau kita belajar algemeine staatslehre, saya ulangi,
maka dia merupakan einleitung untuk belajar hukum tata negara dan hukum
internasional adalah international relation. Itu yang saya jelaskan. Oleh karena itu, saya
mau tanya khusus mengenai kasus kedutabesaran ini, yaitu kasus Mantiri, calon dubes
Australia yang ditolak. Satu, dia sebagai kasus dalam dunia hukum akan menjadi
preseden buruk bisa juga baik. Satu.

Dua Dia sebagai kasus diabstraksi, digenalisir yang dapat menyesatkan hubungan
internasional atau international relationship.

Nah, atas dasar ini, maka kami tanya sekarang yaitu dua hal, baik mengenai
masalah “asli” maupun masalah duta besar. Ada dua hukum yang bisa kita pakai
pendekatannya. Satu kita menggunakan pendekatan die normative Kraft des Faktischen
atau kita balik die faktische Kraft der Normativen.

Sekian, terima kasih.
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33. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Tjipno.
Terakhir kami persilakan Pak Happy.

34. Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Prof Hasjim Djalal, Prof. Jimly, dan tamu kita juga Prof Anhar Gonggong.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya terus terang saja dengan materi ini, agak risau. Bukan tidak..., tentu tanpa
meninggalkan rasa hormat terhadap namanya pembahasan-pembahasan yang tajam
menarik dan berbobot itu. Persoalannya adalah kita ini harus berakhir tanggal 11 Juli,
Pak Jimly. Dan kemudian Sidang Tahunan ini sebentar lagi. Tanggal 1 Agustus Sidang
Tahunan.

Kemudian saat sekarang ini kita masih berputar-putar membahas pasal-pasal
yang sebetulnya pasal-pasal itu sudah selesai. Walaupun tentu saja ada pikiran-pikiran,
pandangan-pandangan, yang ingin mengkritisi dan juga memberikan masukan-
masukan. Itu sah. Hanya kalau saya lihat dari manajemen waktu, ini kelihatannya
merisaukan. Karena merisaukan apa.. masyarakat sekarang, rakyat sekarang
sesungguhnya menunggu supaya amendemen ini bisa diselesaikan.

Ada persoalan yang lebih berat lagi atau yang lebih serius lagi, misalnya, adalah
tentang posisi MPR bagaimana? Itu namanya menurut saya itu persoalan cardinal itu.
Persoalan yang besar yang akan bermasalah nanti kalau ini tidak diselesaikan.

Yang kedua adalah masalah pemilihan Presiden, masalah pemilihan Presiden
langsung. Ini menjadi persoalan besar. Kenapa menjadi persoalan besar? Karena
pansusnya sudah dibuat, Pak. Ada Pansus Politik, Pansus Pemilu, dan sebentar lagi
Susduk. Ini kalau misalnya dibiarkan seperti ini maka kemudian kita berputar-putar
begini ini, akhirnya kita tidak menyelesaikan inti persoalan sebetulnya. Apalagi
kemudian di masyarakat sekarang berkembang bahwa ada fenomena kemungkinan
upaya-upaya untuk mementahkan amendemen ini.

Nah, saya berharap tentunya, apa yang sedang terjadi sekarang ini tidak kita
pahami dalam rangka upaya mementahkan itu dan juga bukan dalam rangka
katakanlah membuat Sidang Tahunan tentang amendemen ini menjadi gagal. Itu terus
terang menjadi satu kehawatiran, saya yang mohon juga kita catat sama-sama.

Baiklah, saya masuk kepada apa, materi yang disampaikan oleh Pak Jimly. Saya
kira Pak Jimly, kalau misalnya kita tekan ini apa namanya... knop kita masing-masing,
ketika berbicara materi-materi tentang ini, masing- masing butuh dong, bukan hanya
punya elaborasi, tetapi sudah kepada sikap dan itu sudah terlegitimasi. Sehingga
kalaupun kita bicarakan ini akan begitu-begitu saja nantinya itu. Akan hanya
membicarakan sesuatu yang kelihatannya hanya berputar-putar saja. Karena itu, dalam
konteks Pasal 26 ini, saya terus terang saja tertarik kepada apa yang disampaikan oleh
Pak Anhar Gonggong tadi. Yaitu sebagai latar belakang sejarah sebetulnya tidak apa-
apa tadi Beliau katakan. Jadi, dibiarkan sajalah seperti itu. Saya kira itu dalam rangka,
apa namanya, menjaga apa yang sudah kita buat.

Memang apa yang kita buat ini belum sempurna tetapi berbuat adalah lebih baik
daripada tidak berbuat sama sekali. Jadi, apa yang sudah kita lakukan sekarang ini
menurut pandangan saya itu adalah suatu yang sudah cukup baik begitu /ho. Hanya saja
barangkali tentu ada hal-hal yang secara apa namanya secara alamiah kita bicarakan
sama-sama.

Kepada Pak Hasjim Djalal, singkat juga Pak Hasjim. Saya anggota Komisi I Pak
Hasjim Djalal. Saya memperhatikan juga tulisan Pak Hasjim Djalal baru-baru ini tentang
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masalah pengangkatan duta besar yang menurut saya memang kritis dan penting.
Bahkan, dalam beberapa hal saya kutip itu apa yang Bapak sampaikan itu. Tetapi harus
juga kita ingat bahwa Pasal 13 ini, pada waktu itu kita mempunyai logika-logika yang
menurut pandangan kita itu cukup masuk akal gitu, lho. Bahwa duta besar itu adalah
merupakan wakil pribadi Presiden di luar negeri, itu iya Pak. Tetapi, dalam era yang
sekarang ini Komisi I tidak hanya memahami hanya sebatas itu.

Komisi I sekarang ini memahami sampai kepada bagaimana sebetulnya kinerja
dari seorang duta besar ketika dia berada di luar negeri. Apakah dia sebagai seorang
duta besar itu betul-betul dia menjalankan tugasnya dan betul-betul dalam rangka
konteks kepentingan negara atau ndak? Ketika Indonesia terpuruk, dia mendapat opini
internasional yang begitu jelek. Bahwa Indonesia itu adalah negara, katakan negara
barbar, negara yang suka mengintervensi dan lain sebagainya, bagaimana kerja duta
besar-duta besar kita yang berada di luar negeri itu? Maaf Pak Hasjim Djalal, banyak
juga warga masyarakat yang memberikan pengaduan-pengaduan ketika kami ke sana,
maupun waktu mereka ke sini. Waktu ada di sini.

Misalnya, adalah bagaimana proteksi dari seorang duta besar ketika menghadapi
pengaduan-pengaduan seperti kasus TKW, kasus TKI yang dianiaya. Ketika di Malaysia
protes dari mahasiswa intelektual terhadap duta besar pada waktu itu kuat sekali.
Mereka beranggapan duta besar enggak berbuat apa-apa sebetulnya. Bahkan, ada yang
meminta supaya bikinlah Ambassador Watch, jangan cuma Government Watch atau
Parliament Watch. Karena duta besar itu pun, dia di sana itu mempunyai biaya yang
cukup besar dalam keadaan negara yang sedang miskin seperti ini. Jangan dia cocktail
party, garden party, dan party-party yang lain, seperti itu saja yang mereka lakukan.

Jadi kalau misalnya Pak Hasjim Djalal mengatakan bahwa bagaimana tentang
transparansi, begitulah transparansi kita sekarang ini. Dan, kita melihat ternyata
bahwa memang ada duta besar yang sebetulnya di sana seperti duta besar pada zaman
Orde Baru. Misalnya, dia disebut badut, calon bakal duta besar, badut istilahnya itu.
Karena itu dianggap bahwa itu hanya pekerjaan buangan saja, padahal dia di situ
adalah avantgarde. Dia adalah ujung tombak negara kita, ketika dia berada di sana itu,
bukan sekedar wakil pribadi seorang Presiden.

Oleh karena itu, waktu itu kemudian kita punya pemikiran-pemikiran bahwa
perlu ada kontrol. Kenapa ada kontrol? Karena Presiden sebagai eksekutif adalah
representasi dari tahta kekuasaan. Dan DPR sebagai legislatif itu adalah merupakan
representasi dari tahta rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 yang kita amendemen ini
adalah melakukan checks and balances. Checks and balances itu adalah harus ada
kontrol dari DPR kepada eksekutif, ya antara lain bentuknya adalah meminta
pertimbangan.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasjim tadi bahwa pemberian
pertimbangan itu tidak berarti menggangu hak prerogatif Presiden. Itu saya sampaikan
juga kepada kawan-kawan. Tidak menggangu hak prerogatif Presiden, tetapi Presiden
perlu memperhatikan. Sebab apa? Sebab apabila ternyata kinerja dari seorang duta
besar di sana tidak bermutu atau tidak berkualitas maka Presiden harus siap untuk
mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh DPR. Supaya itu tidak
terjadi maka kemudian dibuatlah bagaimana memperhatikan pertimbangan dari DPR
tadi itu. Jadi, saya kira sebetulnya apa masalahnya dengan “memperhatikan
pertimbangan” dan juga tentang “persetujuan.” Kalau “persetujuan” memang itu lebih
berat daripada “pertimbangan” itu sendiri.

Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Hasjim Djalal juga adalah kita
melakukan character assassination. Saya kira apa yang terjadi kemarin itu tentang tidak
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meluluskan itu, memang betul itu kita bukan seperti menguji seorang mahasiswa. Kita
menguji seorang kandidat dari pejabat publik. Juga bukan menguji sebetulnya, tapi
sekedar sharing information saja. Dan memang sebetulnya harusnya tidak diekspose,
tetapi harus ada kita mendengar visi dia seperti apa. Apa yang akan dia kerjakan ketika
berada di sebuah negara yang perlu menarik investor. Apa yang dia lakukan? Apa
pandangan-pandangan dia? Jadi itu yang harus dibicarakan dan saya keberatan kalau
misalnya masalah keterbukaan. Saya setuju dengan keterbukaan yang bisa
mengganggu, character assassination itu tidak boleh. Tetapi dalam rangka competitor
partnership di lingkungan Departemen Luar Negeri itu perlu ada semacam acara-acara
seperti itu, dengan tentu tidak membuka itu.

Pak Hasjim Djalal menurut pandangan saya sebetulnya lebih beratlah
pengumuman tentang harta kekayaan. Itu lebih mengerikan itu. Orang bisa dilakukan
character assassination dalam soal itu. Tapi kalau dalam soal kualitas seperti ini
sebetulnya tidak ada dalam, tidak berkaitan dengan character assassination. Dengan
catatan tentunya adalah tertutup ya, penyampaiannya itu tidak terbuka, gitu lho.

Terima kasih.

35. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Sebelum kami mempersilakan para pakar, saya mencatat dengan sungguh-
sungguh pernyataan Anda.

Jadi, kita untuk hal-hal yang pembahasan, itu sudah ada jadwalnya dan kita akan
selesai tanggal 21 Juli. Banyak hal-hal yang kita sepakati di atas untuk kita teruskan
mencari penyelesaian pada forum-forum lobi. Oleh karena itu, kiranya kita bisa lebih
balance.

Terima kasih.

Kami persilakan lebih dulu yang paling senior, tapi kami mohon bisa waktunya
di.., mohon maaf dipadatkan.

Silakan Pak Hasjim Djalal.

36. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Terima kasih Pak Ketua.

Ini pertanyaan dan komentarnya memang memerlukan pemikiran ya Pak, dan
barangkali memerlukan juga diskusi yang agak lama. Mudah-mudahan diskusi pagi ini
tidak berbentuk fit and proper test pula bagi kita.

37. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)
Interupsi Pak Ketua.

Kalau tidak salah Pak Anhar katanya jam dua belas mau pergi. Masih ada waktu.
Terima kasih, Ketua.

38. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Pertama Pak, mengenai soal inlander dan soal warga negara. Saya tadi sudah
menyebut Pak, mungkin kata “asli” itu sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan dan
pertumbuhan yang kita inginkan di dalam negara ini. Karena itu, saya tidak mempunyai
komentar dan opsi terhadap amendemen yang disarankan di dalam draf itu.

Yang kedua, mengenai Pasal 13. Saya sesungguhnya mau menjelaskan kepada
Pak Slamet dan Bapak-Bapak, tidak melecehkan DPR. Mungkin yang barangkali merasa
dilecehkan itu Deplu Pak. Bukan DPR-nya. Deplunya yang barangkali dilecehkan bahwa
pertimbangan yang mereka ajukan, kok ditanggapi begitu? Sudah malas ya. Tadi sudah
dikatakan secara diumumkan. Jadi di situ, Pak. Jadi kalau kita mau melihatnya secara
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berimbang itu ya dan obyektif itu, kita hadapi situasinya sebagaimana adanya, tanpa
kita mempunyai, saya tidak ada pamrih atau apa-apa Pak. Saya pensiunan Deplu, saya
tidak ada kaitan dengan Deplu lagi. Dan malah kalau ada kaitan, saya sekarang dengan
Menteri Kelautan Pak, tidak dengan Deplu lagi. Jadi apa yang saya sampaikan ini
berdasarkan apa-apa yang saya pertimbangkan dan yang saya pikirkan.

Memang di dalam Undang-Undang Nomor 37 ada dua kata Pak, yaitu
“persetujuan” dan “pertimbangan.” Dan diperinci di situ yang mana yang “persetujuan”
dan yang mana yang “pertimbangan,” tidak ada dubes Pak. Tidak ada. Yang persetujuan
itu adalah membuat perdamaian, membuat perang, dan membuat undang-undang dan
ada undang-undangnya, kemudian kita buat undang-undang tentang, Nomor 24 kalau
tidak salah saya membuat, mengenai perjanjian internasional. Kalau yang lain dengar
pendapat dan mendengar pendapat itu kalau mengirim misi perdamaian dan segala
macam itu, tidak ada dalam undang-undang itu soal duta besar. Ini tambahan yang
Bapak masukan di dalam draf amendemen.

Yang kemudian Pak, mengenai KTT Bumi Pak. Pak Palguna saya tidak hadir di
dalam KTT Bumi. Jadi, saya itu tidak terlalu bisa berkomentar secara pengalaman
karena tidak hadir saya di situ. Tapi kalau keberatan Indonesia terhadap ethnicity pada
waktu itu, sepanjang saya tahu, istilah-istilah itu banyak dipergunakan oleh NGO untuk
menentang negara-negara berkembang. Itu tema pokoknya dan kita dengan negara
yang Bhinneka Tunggal Ika, negara yang Pancasila memang ingin mencerminkan ke
dunia internasional bahwa kita tidak lagi negara yang etnosentris, begitu Pak. Itu yang
saya tahu pertimbangannya. Tapi detailnya Pak ya, saya mohon maaf tidak hadir di situ
dan tidak terlalu memahami pokok-pokoknya.

Lantas Bapak bertanya mengenai, bagaimana suatu negara harus menyatakan
kalau dia tidak setuju dengan calon yang diajukan? Di dalam Konferensi Wina yang
Bapak sebut itu, saya tidak ingat kalau disebut terang- terangan. Tapi saya tahu dalam
segi diplomasi biasanya itu, Pak ya, ini pengalaman saja, kalau kita kurang senang, itu
biasanya dalam satu sampai tiga bulan tidak kita jawab, begitu biasanya. Dia akan tanya
itu, saya sudah kirim agreement, kok tidak dijawab-jawab. Kita bilang, ya kita
pertimbangkan, kan tidak perlu lantas orang marah-marah, lantas ada caranya, itu yang
diplomasi Pak. Ya kan. Dan, biasanya kalau sudah lebih dari enam bulan tidak dijawab,
itu mereka sudah mengerti sendiri, gitu, bahwa kandidatnya ini tidak terlalu dinilai
begitu atau tidak terlalu dihargai dan biasanya dia tarik sendiri, biasanya begitu.

Dalam konteks begini ini, kita bisa berbicara dengan Australia tadi itu. Seingat
saya ada orang Australia yang mempunyai permasalahan dengan Pak Mantiri. Memang
tidak ada keputusan DPR sepanjang tahu saya itu.

39. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)
Itu parlemennya yang mengatakan itu?

40. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Ya, orang-orangnya mengatakan, lantas tidak dijawab-jawab. Dibebankan kita
sampai menarik diri saja begitu. And in the end kita berkesimpulan saja, ya mungkin
barangkali dia tidak cocok di situ dalam situasi Timtim yang sedang berkembang. Jadi
praktik itu sudah tumbuh sesungguhnya di dalam berbagai kegiatan.

Kemudian mengenai warga negara ini Bapak-Bapak yang lebih ahli dan saya
sudah barangkali tidak terlalu banyak bisa menambahkan lagi. Nah, hanya saya ulangi
lagi Pak, saya menyesal kalau saya dianggap Pak Slamet bias itu. Karena saya tidak
merasa berpihak pada satu partai politik, tidak berpihak pada satu golongan, juga tidak
berpihak pada satu departemen. Kalau saya berbicara mengenai wilayah, mungkin saya

24 Perubahan UUD 1945



bias karena ada kepentingan Departemen Kelautan di situ. Itu kalau memang yang
dianggap bias. Karena ada dasar-dasar pemikiran sayalah yang ada di sana.

Kalau Bapak mengatakan, ya itu nanti kami aturlah dalam tata tertib. Sudah
diatur dalam tata tertib dan kalau Bapak mengatakan bahwa ini case satu-satu jangan
dijadikan ukuran dalam peristiwa yang tujuh duta besar. Kami kan juga bisa
mengatakan Pak, case Pak Mantiri satu-satunya case jangan dijadikan ukuran, jangan
dijadikan basis buat mengubah Undang-Undang Dasar. Itu kan hal-hal begitu juga harus
dipertimbangkan bahwa ada juga isu-isu yang hanya casual begitu, apa namanya itu
kasus. Kasus bukan casual, sorry ya. Kasus per kasus begitu yang penyelesaiannya itu
sudah tumbuh melalui praktik-prakteknya sendiri, begitu.

Saya tentu berharap betul bahwa DPR dalam hal ini, Pak Happy juga terutama itu
saya terima kasih komentarnya. Saya juga berharap betul bahwa di dalam tidak ada
kata peralihan kekuasaan kepada DPR itu, keseimbangannya dijaga. Kan tidak ada
wewenang pemerintah untuk mengecek bagaimana DPR dan Komisi I melaksanakan
kebiasaannya atau pekerjaannya. Pemerintah yang tidak mempunyai, yang dikontrol
terus-menerus di sini dalam soal itu. Dalam batas yang tertentu sih wajar-wajar saja.

41. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Interupsi Pak.

Saya pikir jawaban-jawaban karena Bapak dipanggil sebagai pakar, jadi jangan
pakai argumen pokrol bambu, debat kusir.

Terima kasih.

42. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Sorry.

Mudah-mudahan saya tidak pokrol bambu, Pak.

Pak Dijarto tidak ada bertanya, Pak Seto tidak ada kepada saya. Itu kepada Pak
Jimly dan Pak Anhar. Pak Soedijarto, mengenai DPR perlu diperkuat dengan staf.

43. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Semacam wishing.

44. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Kalau itu memang Pak ya. Saya di zaman DPR yang lama itu pernah mengusul
memang. Di beberapa negara saya perhatikan masing-masing anggota DPR itu punya
congressional staff. Dan saya pernah mengusul kenapa DPR juga tidak punya
congressional staff itu, yang ada kan cuma committee staff atau DPR staf itu. Itu another
topic that is not my bussiness anyway.

Pak Asnawi Pasal 13 sudah dianggap selesai. Ya, itu wewenang Bapak
menganggap selesai.

Berikutnya penilaian DPR tidak tentang orang, termasuk juga tentang orang.
Begitu Pak ya. Justru di sini menjadi permasalahan saya. Kalau tentang situasi dan
tentang keadaan itu saya tidak terlalu mempersoalkannya itu. Tapi tentang orang,
apalagi dengan karakter-karakter yang demikian di situ, saya melihat banyak persoalan
dan yang akan datang akan menjadi permasalahan lagi. Bahwa..,, Saya kira pemerintah
mulai agak geregetan sekarang. Dalam arti, nanti apa-apa yang dia usulkan dijejal-jejal
begitu ya. Jadi, memang merupakan sesuatu permasalahan yang harus dihadapi lah.

Pak Vincent semuanya tidak bertanya kepada saya Pak ya, mengenai istilah asli
itu tadi.

Mengenai Pak Patrialis. Nah, ini logikanya, maaf ya Pak ya kalau saya tadi disuruh
pokrol bambu, ini logikanya memang kayak begitu Pak. Oh, saya cuma mau membantu
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Saudara kok. Yang dibantu tidak merasa terbantu kok Pak. Itu susahnya. Yang dibantu
malah merasa dijejal.

Nah, Boleh saja Bapak mengatakan kan kalau DPR mau menolak nanti duta besar
asing, kan dia mau salahkan DPR. Itu rasanya itu kalau dalam bahasa saya itu “lempar
batu sembunyi tangan” itu, it’s not a good thing in diplomacy, Pak. Diplomasi itu tidak
boleh bohong kalau menurut setahu saya, Pak. Tetapi, dia harus mampu maju dalam
suatu situasi yang sulit. Itu saya setuju. Jadi, susah saya menyatakan atau menjamin, oh
saya pukulin kamu kok, supaya kamu hati-hati begitu. Jadi, rasanya itu agak sedikit ini

ya...

45. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Tapi saya kira Pak, itu lain konteksnya, tidak begitu. Ini kearifan. Justru di situ
diplomasinya. Jadi, memang saya kurang setuju juga kalau pendapat seperti itu.

46. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Baik, boleh Bapak tidak setuju ya. Cuma saya mengatakan argumentasi yang
demikian itu susah dipahami, begitu /ho. Bahwa Bapak hanya mengatakan itu kalau
nanti pemerintah mau menolak, dia salahkan DPR. Pemerintah kalau dia menolak ada
caranya. Dia tidak jawab saja tiga bulan, enam bulan, toh sudah merasa ditolak begitu
lho Pak.

47. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Sebentar-sebentar. Jadi, bukan menyalahkan, bukan menyalahkan DPR, di-back
up, begitu. Jadi, jangan diterjemahkan lain.

48. Narasumber : Prof.Dr. Hasjim Djalal
Mungkin kita masih perlu debat agak panjang di luar nanti itu, Pak.

49. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Diselesaikan secara adat.

50. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Baik Pak. Ini saya dikejar waktu oleh Bapak-Bapak ini. Pak Tjipno bicara
mengenai asli itu sudah tidak, nanti dijawab oleh Pak Anhar barangkali yang lebih
banyak mengetahui. Soal Pak Mantiri tadi saya sudah coba menjelaskan semampu saya.
Pak Happy, tadi juga sudah saya kira ya.

Kalau toh Bapak-Bapak akan terus memberi pertimbangan itu ya, saya akan
harus ada menyarankan, ada satu pengertian yang jelas, apa sih arti pertimbangan?
Sehingga pemerintah tidak lantas menjadi salah. Bapak-Bapak juga tidak menjadi salah,
dan semua pengertian itu tidak nanti diartikan berbeda-beda di luar begitu. Sehingga
yang menjadi korban malah pejabat-pejabat yang seperti sekarang itu. Maaf Pak ini
saya kok, tadi dibilang Pak Slamet mitraliur saya kok rasanya lebih cepat dari mitraliur
mengemukakannya ini Pak ya.

Terima kasih Pak.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

51. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Hasjim Djalal.
Berikutnya kami persilakan Pak Anhar.

52. Narasumber : Prof. Dr. Anhar Gonggong
Terima kasih Bapak Ketua.
Para Anggota yang amat saya hormati.
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Sengaja saya menunda waktu barang 15 menit karena saya menghargai ini
sebagai lembaga Republik.

Pertanyaan-pertanyaan saya bisa jawab umum seperti ini. Sebenarnya, persoalan
utamanya yang dihadapi oleh para Bapak dan Ibu pendiri bangsa ini adalah persoalan
situasi jajahan ketika itu. Itu yang menjadi persoalan. Tapi, saya minta perhatian
kepada Anda, seperti yang dikatakan oleh Pak Jimly tadj, kita jangan hanya belajar dari
sejarah, tapi kita juga harus belajar ke masa depan. Artinya apa? Ke depan, persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada istilah primordialnya dan apa
yang lainnya, menurut saya justru itu akan memiliki nilai disintegrasi.

Sebagai seorang yang belajar sejarah, saya tidak hanya belajar sejarah untuk
masa lampau, tetapi justru untuk masa depan. Nah, ambil sebagai contoh. Pertanyaan
saya, dan me-refer dari Pak Jimly, yang kita mau membangun dengan konstitusi kita ini
adalah negara apa? Kalau kita mau membikin sebuah negara Indonesia yang maju,
modern maka semua hal yang berkaitan di dalam pasal-pasal itu, harus menghindari
hal-hal yang bisa menghambat proses belajar ke depan itu.

Jadi dalam arti kata kesadaran sejarah tadji, jangan dikaitkan hanya sekedar masa
lampau, tapi dia juga masa depan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh Pak Soedijarto,
saya tidak temukan itu Pak. Secara dokumen saya tidak temukan itu. Tetapi dan harus
juga diingat, dalam kaitan tadi yang berkaitan dengan orang miskin dan orang
terpelajar dan orang yang berpendidikan, harus diingat bahwa yang memulai
pergerakan bangsa ini adalah orang, bukan orang yang menderita dalam pengertian
tingkat pendidikan, tapi justru adalah orang yang berpendidikan yang menterjemahkan
kemiskinan itu untuk diangkat, untuk mengakhiri kemiskinan itu. Kan itu proses itu.

Nah, di dalam proses inilah ada hal-hal dalam situasi keterjajahan itu yang
memaksa para Bapak pendiri dan Ibu pendiri bangsa, kesalahan kita selama ini seakan-
akan Republik ini cuma didirikan oleh Bapak-Bapak. Padahal Ibunya juga sangat, Raden
Ajeng Kartini kan Ibu. Jadi kita harus mengatakan the founding fathers itu salah dalam
pengertian, kalau fathers hanya diartikan dalam arti kata laki-laki. Jadi saya tidak
temukan itu.

Jadi kalau Bapak-Bapak meminta kepada saya, saya persilakan, saya tidak mau
menjawab, apakah saya setuju akan kata-kata itu, tetapi saya meminta kepada Bapak,
bahwa ke depan yang kita mau adalah negara apa? Negara apa? Kalau Bapak, dan
dalam proses yang akan datang, yang namanya “asli” saya mau tanya pada Bapak, kalau
Bapak nonton sinetron Indonesia sekarang, wajah siapa yang Bapak tonton? Wajah
siapa? Apakabh itu juga asli atau tidak? Ya, terserah. Itu terserah. Tapi ini sambil guyon
saya mau memperlihatkan kepada Anda.

Belajar kepada masa depan, justru itu yang menjadi pegangan saya ketika saya
datang di sini, untuk bersama-sama dengan Bapak. Karena saya, Pak Jimly lebih tahu,
tetapi saya juga tahu, bahwa justru dengan konstitusi ini akan sangat menentukan
apakah kita akan melanjutkan keamburadulan kita atau tidak? Itu pegangan saya
mengapa saya datang. Maka saya tidak mau datang mengatakan ini pasti, ini tidak. Saya
memberikan fakta kepada Anda. Bagaimana Anda menterjemahkan fakta itu? Bukan
kewajiban saya untuk.., tapi saya Anda tanya saya sebagai seorang sejarahwan, saya
berikan fakta seperti itu. Saya tidak punya yang lain. Saya tentu punya kalau diajak
yang lain, tapi saya diajak di sini bicara tentang sejarah dan Anda tanya tentang saya
begitu itu pemahaman saya tentang sejarah yang saya pelajari dan faktanya seperti itu.

Nah, ada bahaya, kalau Anda belajar ke depan, kalau kita semua belajar ke depan,
dengan penggunaan kata “asli” adalah bagaimana nanti orang-orang di daerah bisa
mengeksploitasi untuk menolak orang lain, untuk memperbaiki kehidupan di daerah
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itu. Sebab Anda harus ingat, kita semua harus ingat, ketika Anda memasukan sebuah
istilah di dokumen ini, itu artinya bisa menjadi pegangan dalam semua kegiatan
bernegara dan berbangsa.

Itu pemahaman historis saya tentang apa yang Bapak tanya. Saya mohon maaf
kalau saya..., dan satu contoh, saya tidak tahu. Persoalan kata maritim. Ada kekeliruan
kita selama ini, mengartikan kata maritim itu. Yaitu seakan-akan laut itu
mempersatukan kita. Faktanya harus kita akui bahwa dia memisahkan kita. Itu
memisahkan kita. Dan itu yang menyebabkan budaya kita berbeda. Saya berbeda
dengan orang Jawa karena laut yang memisahkan saya. Saya berbeda dengan Pak Jimly
karena laut memisahkan saya. Tetapi, dalam proses pemahaman saya dalam pengertian
keindonesiaan saya, di situ perlunya kita justru memasukan apa yang disebut dengan
bhinneka itu.

Dalam kaitan inilah bhinneka itu Anda terjemahkan dalam kaitannya dengan kata
“asli” itu. Anda mengakui tidak pemahaman kebhinnekaan itu dalam pengertian
keaslian itu atau tidak? Kalau tidak ya ngapain ada lambang negara dengan Bhinneka
Tunggal Ika.

Itu yang latar historis yang saya bisa sampaikan kepada lembaga yang amat saya
hargai ini dan terima kasih. Dan saya mohon maaf karena saya sudah harus pergi.

Terima kasih.

53. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Anhar Gonggong.

Jadi sekaligus terima kasih atas waktu dan pemikiran yang disampaikan dan saya
rasa kita mengizinkan Pak Anhar Gonggong untuk lebih dulu meninggalkan tempat.
Dengan terima kasih dan penghargaan kami Pak.

Selanjutnya kami persilakan Pak Jimly.

54. Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddigie

Saya kira dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Hasjim Djalal maupun Pak
Anhar Gonggong, tugas saya untuk memberi catatan, komentar terhadap pertanyaan-
pertanyaan atau komentar balik, tidak terlalu banyak lagi. Tapi, begini. Sebelum saya
memberi catatan mengenai dua topik pembicaraan kita, saya ingin menegaskan bahwa
rupanya kami punya pikiran yang sama ini bertiga. Kita tidak tahu diundang ke sini
untuk membahas apa? Jadi memang seperti yang disebut oleh Pak Hasjim Djalal ya kita
enggak siap-siap. Tadi malam kalau misalnya tahu persis apa yang dibahas, mungkin
saya bisa ngetik, begitu kan. Jadji, itu yang saya kira perlu saya akan tegaskan.

Tetapi begini. Ini soal yang sedang kita bahas ini soal yang sudah biasa kita
diskusikan. Oleh karena itu, karena sudah biasa kita diskusikan, ini bukan soal siap dan
tidak siap, tetapi ini masalah yang semua orang yang menurut saya dan saya mengerti
sekali pendapat-pendapat Bapak-Bapak beberapa orang tadi menyebutkan, sebagian
besar soal-soal ini saking sudah seringnya kita diskusikan maka persoalannya bukan
lagi soal pengetahuan, bukan lagi soal informasi, begitu kan, tapi sudah menjadi sikap
dari masing-masing orang. Apalagi menyangkut formula-formula yang sudah
diputuskan seperti misalnya Pasal 13 itu.

Nah, tetapi begini, saya sendiri sama pendapatnya dengan Pak Hasjim Djalal
sejauh menyangkut formula Pasal 13 itu. Dan bahkan ini sering saya sendiri jadikan
kasus untuk menjelaskan bahwa ada masalah dalam perumusan perubahan Undang-
Undang Dasar kita. Di antara beberapa masalah yang menurut saya penting antara lain
soal Pasal 13 ini.
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Nah, tetapi sekali lagi saya menyadari betul bahwa ini tentu banyak sudah
diskusinya. Dan karena ini sudah menjadi soal sikap, ini menjadi berat untuk kami,
begitu ya. Jadi, tolong juga jangan salah mengerti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman
sekalian, ya boleh kadang-kadang kita untuk satu hal beda, untuk hal yang lain mungkin
sama.

Jadi, inilah yang mendorong sebetulnya, termasuk saya mendorong agar cepat-
cepat selesai lah ini perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau tahun 2002 ini tidak
tuntas, saya sungguh-sungguh merasa khawatir. Karena makin dekat ke pemilu 2004,
objektivitas kita makin jauh. Rasionalitas kita itu makin dipengaruhi oleh sikap. Begitu.
Lalu sikap politik kita. Dan itu makin menjauhkan kita dari perspektif yang jauh ke
depan.

Nabh, ini kenyataannya begitu lho. Itu kenyataannya, apa boleh buat. Karena itu
2002 ini tolong lah kalau bisa, jangan, agendanya jangan terhambat-terhambat, selesai,
tuntas, perubahan Undang-Undang Dasar ini, termasuk terakhir saya sudah berkali-kali
mengusulkan, ada konsolidasi naskah, tidak lagi mengubah soal materi, tapi itu harus
diperlukan. Ini demi kepentingan kesempurnaan formulasi Undang-Undang Dasar.

Tapi, kan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah mendiskusikan itu tentu saja siap, yang
berwenang untuk memutuskan kan bukan kita kan, tapi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.
Tapi sekurang-kurangnya saya merasa sampai kapan pun saya terus akan berpendapat
belum selesai Undang-Undang Dasar ini disempurnakan atau diubah, kalau konsolidasi
naskah belum dilakukan. Sekurang-kurangnya di dunia akademik itu akan terus begitu
pendapat saya. Karena memang ada fakta-fakta yang mendukung itu semua.

Nah, jadi dengan pengantar semacam itu saya mohon Bapak-Bapak, Ibu-lIbu
mengerti sikap kami termasuk Beliau ini, jangan marah-marah, pakai mitraliur segala.

Kemudian nomor dua, saya ingin masuk ke soal formula Pasal 13 itu. Saya terus
terang, seperti tadi saya kemukakan, saya tidak gembira dengan formula itu. Tetapi
setelah diskusi begini, saya berusaha untuk memahami, karena ada masalah juga kalau
perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah disahkan, diubah lagi. Ini problem
sendiri. Walaupun tentu saja, kalau ada kesepakatan tidak ada masalah juga.

Kalau kita memang mau menyempurnakan Pasal 13 kita buang saja yang
mengenai dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, titik saja
di situ. Mengapa? Karena itu tidak mengganggu dan juga tidak menghalang-halangi
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengontrol Pemerintah, termasuk dalam
menentukan penerimaan duta besar asing. Karena memang sudah dengan sendirinya
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat itu mengontrol pemerintahan.

Jadi, menurut saya, dimasukkan di situ atau tidak dimasukan, sebetulnya tidak
masalah kalau mau sempurna. Kan begitu kan? Tetapi seandainya misalnya tidak
mungkin lagi, pikir-pikir saya barangkali ada tiga hal yang harus diberi catatan.

Nomor satu, bahwa yang dimaksud dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat itu, itu memperhatikan dan itu tidak mengikat secara
hukum. Yang namanya memperhatikan itu tidak mengikat secara hukum. Dia hanya
mengikat secara politik saja, begitu. Artinya, ada konsekuensi dong kalau Presiden
misalnya sudah ada pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat kemudian Presiden
tidak mengikuti pertimbangan itu, dia tidak bisa dipersalahkan secara hukum tata
negara, tetapi secara politik menimbulkan masalah, mengundang penyelidikan,
interpelasi, kira-kira begitu. Mengundang masalah secara politik. Ini saya kira catatan
yang pertama.

Kemudian yang kedua, bisa saja dalam risalah-risalah itu dibongkar kembali.
Kalau memang ada arah yang mengatakan bahwa yang dimaksud permintaan
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pertimbangan itu tidak menyangkut orang, saya kira itu sudah cukup untuk dijadikan
bahan menafsirkan ketentuan Pasal 13 itu, bahwa yang dimaksud pertimbangan itu
bukan menyangkut orang, tapi menyangkut hal-hal lain sebagaimana tadi disampaikan
oleh Pak Hasjim Djalal. Tetapi tentu hal-hal seperti ini betul-betul menjadi latar
belakang formulasi pasal itu. Sehingga nanti di pelaksanaannya di lapangan oleh DPR,
itu kita bisa mengatakan, itu latar belakangnya tidak boleh diatur secara lain, lalu
kemudian Dewan Perwakilan Rakyat akan mengontrol negara lain, pribadi duta besar
dan negara lain. Nah, ini saya kira catatan yang kedua, catatan yang kedua.

Kemudian yang ketiga, soal pelaksanaannya sebagaimana tadi sudah dijelaskan
oleh Pak Zain Badjeber, saya kira itu yang harus juga dijadikan pegangan. Bahwa
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan melalui Paripurna, bukan melalui
Paripurna. Nabh, tiga catatan ini menurut saya ini harus diketahui umum, dan juga harus
dijadikan betul-betul catatan latar belakang untuk memahami Pasal 13 Ayat (3] itu.
Sehingga di dalam pelaksanaannya nanti itu tidak menyimpang dari tiga poin ini.

Dan kalau itu misalnya bisa dijadikan catatan-catatan, mungkin bisa mengurangi
kerisauan orang-orang seperti Pak Hasjim Djalal dan saya. Kira-kira begitu. Kalau
pelaksanaannya tidak demikian itu berarti ekses. Dan terbukti apa yang terjadi
sekarang ini ekses. Ekses itu kita atasi. Dan kita bisa mengontrol Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Anda sudah melaksanakan ketentuan yang berlebihan, tidak sebagaimana
seharusnya. Nah, saya kira mungkin itu jalan tengah mengenai ketentuan Pasal 13 Ayat
(3) itu.

Kemudian mengenai Pasal 26 tadi, saya setuju dengan pendapat dari teman-
teman, Pak Slamet, Pak Zain, dan kawan-kawan yang lain, Pak Palguna, Pak
Sutjipno dan lain-lain sebagainya. Memang kalau dipelajari, pasal ini punya latar
belakang yang berbeda. Jelas sekali. Dua pasal itu sangat berbeda sehingga perkataan
“asli” di dalam Pasal 6 dan “asli” di dalam Pasal 26 itu punya nuansa pengertian yang
juga berbeda. Dan saya setuju ketika tadi dikatakan bahwa Pasal 26 itu lebih
merupakan rekaman faktual, rekaman realitas sosiologis yang ada ketika itu, dan itulah
dirumuskan menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, tetapi Saudara-Saudara, saya ingin jelaskan fungsi hukum dan juga hukum
yang paling tinggi yaitu konstitusi, hukum itu punya beberapa fungsi. Di antaranya
adalah hukum sebagai alat social c ontrol. Tapi, selain sebagai sarana sosial kontrol
dia juga merupakan alat social engineering, alat untuk social reform ke depan. Apa
bedanya ini? Kalau hukum itu dipahami sebagai alat social control, dia adalah sarana
untuk mengendalikan perubahan. Jadi caranya hukum itu dirumuskan dari kenyataan-
kenyataan, begitu kira-kira teorinya. Jadi ada realitas, dirumuskan menjadi norma,
dituangkan menjadi tuangan hukum, formula hukum, dan setelah dia menjadi norma
hukum, dia menjadi alat mengendalikan perubahan. Setiap ada perubahan, dia ini
menjadi batasnya. Oh, tidak boleh ke sini, tidak boleh begini. Karena realitas yang dia
abstraksikan itu, di dalam norma hukum itu, sudah terang Dan dia berfungsi sebagai
sarana social control, pengendalian sosial.

Tetapi yang kedua, hukum juga tidak selalu harus mencerminkan realitas. Kadang-
kadang dia dirumuskan menurut cita-cita ke depan. Realitasnya masih begini, situasi,
kondisinya masih a, b, c, tetapi bayangan kita di masa depan harusnya p, g, r, maka
diformulasikan menjadi norma hukum. Hukum dalam konteks yang kedua ini
berfungsi sebagai social engineering, sarana perekayasaan masa depan, social reform
dan sebagainya. Tinggal kita menentukan pilihan. Pilihan-pilihan ini adalah
wewenang politiknya Bapak-Bapak dan Ibu-lbu untuk menentukan. Cita hukum
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konstitusi kita kita bentuknya kayak apa, berkenaan dengan soal keaslian itu tadi.
Terserah saja. Kalau kita masih tetap hanya berpendapat bahwa ini pasal sejarah, oke
kita terima bahwa formulasinya masih menerima kata “asli” di situ. Karena kepentingan
sejarah dan memang dia kita fungsikan untuk mengontrol jangan ada perubahan-
perubahan baru. Tapi, seandainya kita berpikir sebaliknya, kita juga mau mencapai
kondisi-kondisi yang kita ideal kan ke depan, kita juga bisa membuat kesimpulan
bahwa ini harus kita ubah.

[tu keputusannya itu terserah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dua-duanya ada
kebenarannya. Dan dua-duanya secara teoritis punya kelebihan dan punya
kelemahannya, logika itu. Misalnya, misalnya. Logika hukum sebagai sarana social
engineering itu bisa tidak demokratis. Bisa less democratic dibandingkan dengan
pemikiran pertama bahwa hukum sebagai sarana social control. Karena dalam logika
pertama hukum sebagai sarana social control betul-betul realitas yang ada sekarang,
pikiran rakyat yang sekarang kalau dilipatgandakan menjadi kesadaran kolektif, itulah
yang harus dirumuskan menjadi formula undang-undang. Sehingga dia sangat
demokratis, undang-undang itu atau peraturan itu. Tapi sebaliknya, bisa saja ada
seorang pemimpin yang sangat berpengaruh, punya visi ke depan, seluruh warga
bangsanya tidak berpikir A, tapi dia sendiri berpikir A, untuk kepentingan jangka
panjang. Bisa dirumuskan itu menjadi materi undang-undang, dan undang-undang ini
dipaksakan berlakunya untuk mengarahkan kehidupan bangsa itu ke arah A. Dan itu
undang-undang bisa tidak demokratis. Begitu kira-kira. Jadi, dari segi perspektif
akademis ini ada plus, ada minusnya, tergantung bagaimana kita mau memilihnya.

Saya sendiri mengusulkan, karena ini konstitusi, kita jadikan dia sebagai sarana
untuk social reform ke depan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anhar Gonggong
itu saya kira sama pikirannya begitu dengan saya. Karena saya menganggap
konstitusi itu sangat penting. Dia harus dijadikan sebagai kalimatunsawa' di dalam
kehidupan kita bernegara. Dan, dia betul-betul menjadi istilah yang.., saya mohon maaf
kalau yang.. jangan juga disalahtafsirkan begitu kan ini pengertian yang lain. Syariat
kenegaraan kita sebagai warga negara Republik Indonesia itu yang tertinggi itu ya
konstitusi ini, begitu. Asal mohon jangan disalahmengerti kata “syariat” di sini. Nah,
itu sebetulnya istilah lain untuk menyebut ini adalah semacam simbolik civil religion of
the republic of Indonesia. Aaaa...begitulah kira-kira.

Dengan dua topik ini, saya kira cukup sekian Pak. Mudah-mudahan sudah
menjawab semuanya.

55. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)

Pak Jimly, Pak Jimly tadi saya sudah minta konfirmasi. Ada dua rumusan di
dalam Undang-Undang Dasar yang pernah kita kenal setelah 1945 itu tidak lagi
menyebut-nyebut kata “asli”. Dari aspek hukum apa itu dapat dibenarkan karena
dia terjadi di tengah perjalanan negara sudah ada seperti sekarang ini, yaitu dengan
menyebutkan “Kewarganegaraan Indonesia diatur dengan undang-undang”. Itu saja.
Nanti undang-undang lah yang berbicara. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1949 maupun
1950.

56. Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddigie

Ya. Itu termasuk Pak. Jadi, saya kira setelah tahun 1949, tahun 1950, itu kan
lebih banyak waktu dan kemudian perumusannya itu kalau kita lihat misalnya Undang-
Undang Dasar 1950 itu, itu kan lengkap sekali. Bahkan, bahkan begitu, kalau kita
banding-bandingkan dengan naskah-naskah Undang-Undang Dasar kita, juga repot-
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repot sebetulnya itu, diambil sajalah itu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950
itu, bagus isinya itu. Dan, tetapi, ya sudah ini kan soal sejarah begitu ya. Ini untuk
mengatakan bahwa itu jauh lebih baik dari formulasi Undang-Undang Dasar 1945.
Bukan untuk mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 ini jelek, bukan begitu.

Saya ingin mengutip kata-kata Bung Hatta terakhir tanggal 18 Agustus, ketika
masih banyak lagi yang mengusulkan perubahan-perubahan terhadap Naskah Undang-
Undang Dasar, sesudah kita Proklamasi tanggal 17, tanggal 18 itu Rapat PPKI itu,
masih banyak yang mengusulkan perubahan. Dia bilang, “Saudara-Saudara, Undang-
Undang Dasar kita ini Undang-Undang Dasar paling modern di dunia sekarang ini”.
Tetapi dalam bagian lain kalimatnya sekaligus juga dia katakan, “ini Undang-Undang
Dasar 1945 ini Undang-Undang Dasar paling primitif’. Nah, maksudnya apa? Dari
sudut substansi ide-ide besarnya, modern sekali. Tapi, dari segi formulasinya, kalimat-
kalimatnya kampungan, kira-kira begitu. Mohon maaf begitu ya, ini istilah Bung Hatta
sendiri lho. Modern sekali, tetapi sekaligus primitif sekali. Ini lalu kemudian ketika kita
masuk ke Undang-Undang Dasar tahun 1950, ini yang bagus-bagus diadopsi ke dalam
Undang-Undang Dasar 1950, termasuk konsep-konsep kewarganegaraan, konsep-
konsep demokrasi ekonomi, masuk semua di situ.

Jadi, menurut saya, benar sekali yang disebut Pak Zain itu. Jadi, ketika membahas
warga negara sudah hilang itu kata-kata “asli” itu. Nah, jadi kalau misalnya, kita
bersepakat ya sudahlah kita jadikan konstitusi ini sebagai sarana social reform ke
depan, sudah kita buang saja kata “asli” itu, dan tanpa berarti, tanpa bermaksud
mengatakan apa bahwa apa yang disebut Pak Slamet itu tidak benar. Bahwa Pasal 26
itu benar, dia rekaman sejarah, itu betul sekali. Tetapi, itu kan rekaman realitas
zaman itu. Untuk rekaman realita sekarang, mestinya kita perhitungkan secara lain.

Saya kira demikian Pak, terima kasih.

57. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi, interupsi sedikit Ketua.

Apakah ada kata lain digunakan untuk civil religion itu? Kalau sudah religion-
religion begini bisa.., jangan....

58. Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

Oke. Jadi, saya banyak dapat kritik itu, maka itu saya selalu mengatakan pakai
tanda petik dan istilah saya “syariat kenegaraan”. Tapi, dilain pihak, kalau saya pakai
“syariat kenegaraan”, orang kayak Pak Jakob yang bertanya.

59. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Saya ngerti itu.

60. Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie
0..gitu. Saya kira demikian.
Terima kasih.

61. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Sama-sama kita cari lah Pak, kalau begitu.

Terima kasih.

Mengenai undangan memang waktunya memang sangat singkat, tetapi diberi
tahu topiknya. Jadi tadi kami checks kembali kepada sekretariat, diberi tahu ndak
topiknya? Diberi tahu kok Pak. Mungkin saja ada yang langsung menerima, ada yang
lewat orang lain.

Baik, terima kasih. Saya rasa kita sudah sampai pada akhir.
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62. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)

Yang bilang topik itu tadi pembicara Pak Ketua, saya cuma mengingatkan. Pak
Jimly yang menjelaskan soal topik hari ini.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Jadi kita tutup pertemuan ini, dengan ucapan terima kasih kepada Pak Hasjim
Djalal dan kepada Bapak Jimly Asshiddiqie.

64. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB)
Tanya Ketua. Ketua mau tanya saja. Karena acara hari ini kan mendadak, kita
tahunya. Barangkali ada yang akan mendadak lagi, kita tanya.

65. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Saya juga belum tahu Pak, belum tahu. Baik kami tutup, dan terima kasih.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB
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RISALAH RAPAT PLENO KE-36 PANITIA AD HOC 1 BADAN PEKERJA MPR

1. | Hari | : | Selasa ) o
| 2. | Tanggal | : | 9]Juli 2002
3. | Waktu |+ | 09.00 WIB - selesai |
| 4. | Tempat |+ | Ruang GBHN
5. | Pimpinan PAH 1 K |T - Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua)
- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua)
- H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
| 3 | | - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6. | KetuaRapat | ¢ | - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. |
| 7. | Sekretaris Rapat |+ | Dra. Sri Sumarwati Isf ]
8. | Acara : | Laporan Tim Perumus tentang Pembahasan Aturan
| | | Tambahan dan Aturan Peralihan )
9. | Hadir 1_' 3lorang )
10. | Tidak hadir | : | 17 orang
JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.

Salam sejahtera buat kita sekalian.

Pada saat ini kita berjumpa kembali pada Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I dalam
keadaan sehat walafiat tak kurang satu apa pun. Baik. Segera rapat kita mulai.
Melihat jumlah anggota yang hadir sudah memenuhi korum saat ini.

KETOK 1X

Melanjutkan rapat sebelumnya dan yang masih ada, segala peraturan perundang-
undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan perubahan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II: “Segala lembaga negara yang masih ada, masih tetap berlaku sepanjang
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Pasal III: “Segala Ketetapan MPRS dan MPR masih tetap berlaku sebagai peraturan
perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang (sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini).”

Pasal IV: “Selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan Undang-Undang
Dasar ini ditetapkan, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah diundangkan.
Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala
kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung.”
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Jadi, itu kesepakatan kita tentang Aturan Peralihan. Kemudian Aturan Tambahan
itu, yaitu Pasal I, MPR ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap materi dan
status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil Putusan pada Sidang
MPR 2003.

Pasal II: “Dengan ditetapkannya Perubahan Undang Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1900 terdiri atas Pembukaan dan pasal-
pasal.”

Nah, Saudara-Saudara dari hasil ini yang juga apa sebenarnya, sudah kita
bicarakan di atas, tetapi kemudian karena waktu itu belum selesai lalu dibentuk Tim
Perumus. Maka untuk lembar pertama yang saya bacakan tadi, Saudara Hamdan
Zoelva belum tanda tangan.

Saya ingin tanya kepada Saudara-Saudara. Bagaimana kita mau memperlakukan
hasil kesepakatan Tim Perumus ini? Apakah kita bisa mengesahkan ini sebagai hasil
Pleno Panitia Ad Hoc Badan Pekerja? Dapat Saudara-Saudara sekalian? Belum dapat.

Silakan yang mau bicara, saya catat saja atau saya mau minta dulu penjelasan
dari Saudara Hamdan sehubungan beliau belum menandatangani kesepakatan yang
pada waktu itu ada di Tim Kecil.

Kami persilakan Saudara Hamdan.

2. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.

Pimpinan dan para anggota PAH I Badan Pekerja yang saya hormati.

Pada saat Tim Kecil merumuskan Aturan Peralihan ini, khususnya yang ada
Pasal Il memang pada saat itu saya harus mengikuti acara fit and proper test, saya
meninggalkan di tengah pembicaraan pada saat itu. Memang sengaja saya tidak
memberikan tanda tangan untuk satu persoalan ini karena berkait dengan Pasal III
Aturan Peralihan itu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan hukum yang berkaitan
dengan rumusan ini terutama menempatkan Ketetapan MPR sebagai peraturan
perundang-undangan. Jadi, tidak saja mengenai yang dalam kurung itu, tetapi yang
paling utama adalah penempatan Ketetapan MPR itu sebagai peraturan perundang-
undangan. Jadi, masalah dan pertanyaan-pertanyaan hukumnya banyak yang muncul.

Pertama, dari sisi formil undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama dengan
Presiden. Kemudian, aspek formil yang lain, bahwa undang-undang itu berlaku kalau
dia masuk ke dalam lembaran negara. Bagaimana kita memposisikan Tap MPR ini
dalam perundang-undangan?

Dalam perundang-undangan yang dimaksud itu apakah undang-undang, apakah
peraturan pemerintah atau apa namanya. Di sini hanya disebut sebagai peraturan
perundang-undangan. Kalau memang undang-undang, bagaimana formalitasnya bahwa
sebuah undang-undang itu berlaku kalau dia masuk dan disahkan, diundangkan, dan
masuk dalam lembaran negara. Itu dari sisi formil.

Dari sisi substansi dan materinya ini juga menimbulkan persoalan. Bagaimana
kita merujuk Ketetapan MPR itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
Bagaimana? Jadi, saya sulit sekali. Saya bisa mengambil bisa mencari logikanya kita
rumuskan seperti ini terutama dari logika hukumnya.

[tulah masalah-masalah yang mendasar. Saya kira perlu kita pertimbangkan baik-
baik rumusan ini. Sehingga saya memang belum memberikan tanda tangan hanya untuk
satu point ini. Terima kasih.
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3. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih Saudara Hamdan.

Pada waktu itu memang dijelaskan seperti ini. Bahwa dia atau Ketetapan MPRS
dan MPR, khususnya yang memiliki nilai pengaturan, itu tetap sebagai Tap. Cuma
dalam posisi keberlakuannya itu disamakan dengan undang-undang. Jadi, apakah itu
berkaitan dengan pengundangan apa tidak, itu memang pada waktu itu tidak terlalu
dibahas. Itu pada waktu itu begitu penjelasannya. Terutama dari Profesor Jimly.
Seingat saya begitu penjelasannya.

4. Pembicara: Hamdan Zoelva ( F-PBB )

Satu hal ya. Bagaimana dengan kaitan Tap Nomor III Tahun 2000 mengenai
Tata Urutan itu. Jadi ada banyak, ini termasuk.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.

Nah, yang mengenai hal-hal seperti itu, itu berada di dalam konteks Aturan
Tambahan Pasal I, yaitu MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi
dan status hukum Ketetapan MPRS dan segera diambil pada Sidang MPR 2003. Jadi,
termasuk misalnya Tap III itu, ya memang di sana-sini mengandung beberapa hal yang
kontradiktif. Katakanlah misalnya membuat ranking antara undang-undang dengan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu seperti itu.

Kalau penjelasannya seperti itu, saya tidak tahu selanjutnya Saudara Hamdan ya.
Jadi, nanti kita diskusikan. Tapi untuk membuka diskusi ini agar supaya tidak hanya
monolog seperti ini, saya persilakan teman-teman yang mau berbicara. Kalau bisa itu
difokuskan pada hal yang belum disepakati, yaitu Pasal III Aturan Peralihan. Jadi yang
lain-lain sebaiknya, karena kita sudah sepakat dan waktu Tim Perumus itu dibentuk
itu mewakili fraksi-fraksi, sebaiknya tidak dipersoalkan lagi.

Silakan yang berbicara Pak Hatta, Pak Patrialis Akbar, Pak Sutjipto, Pak
Hobbes, Pak Lukman, Pak Agun, Pak Andi. Baik. Jadi sudah mendaftar tujuh orang.

Kami persilakan yang pertama Pak H.M. Hatta Mustafa S.H.

6. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya tidak membicarakan keseluruhan karena kita sudah sepakat ada alternatif-
alternatif. Yang ingin saya kemukakan adalah bahwa tempo hari Fraksi TNI/Polri sudah
minta supaya mengenai Aturan Tambahan yang anggota Majelis sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar ditambah dengan Tentara Nasional Indonesia
dan utusan Kepolisian paling lama sampai tahun 2009 itu dikeluarkan. Artinya,
mereka tarik dari Aturan Tambahan sehingga tidak ada lagi.

Nah, dengan tidak ada laginya itu, mereka minta supaya Tap VII mengenai
keberadaan TNI/Polri di MPR itu diberlakukan.

Nabh, ini Saudara-Saudara sekalian masih ada di dalam alternatif mengenai posisi
MPR. Kalau misalnya alternatif dua nanti yang disepakati, maka Ketetapan Nomor VII
itu dengan sendirinya akan bertentangan. Jadi, dia dianggap masih bertentangan
karena tidak ada lagi pengangkatan dan penunjukan walaupun di dalam Tap VII itu
dianggap sampai tahun 2009. Karena waktu diskusi-diskusi dengan rektor-rektor
yang ada ini dipermasalahkan ini berhati-hati sehingga mereka mendukung Fraksi
ABRI dan TNI Polri ada di dalam sampai tahun 2009 karena sudah ada
ketetapannya. Tetapi kalau hapus begitu saja dari Aturan Tambahan, apa ini nanti
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tidak dianggap bertentangan apabila MPR-nya itu hanya terdiri dari anggota DPR dan
anggota DPD.

Nah, ini perlu kita pertimbangkan matang-matang sehingga jangan sampai nanti
baru kita rumuskan begitu disahkan lalu sudah dianggap bahwa Tap VII itu
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang baru kita sahkan. Ini perlu Kkita
pikirkan baik-baik begitu Saudara Ketua implikasi daripada tidak adanya TNI/Polri
di dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar kita ini, walaupun sampai tahun 2009.

Saya kira ini bukannya untuk mengubah kembali keputusan kita, tetapi
bagaimana seandainya terjadi. Kalau sekarang ini masih ada dua alternatif belum
kelihatan. Tetapi kalau alternatifnya hilang, dan misalnya seluruh anggota MPR itu
dipilih lewat pemilihan umum seperti yang sudah dirancang di dalam soal pemilihan
umum maka masalah TNI/Polri itu bisa tidak berlaku lagi karena dianggap
bertentangan. Ini perlu mendapat perhatian kita.

Terima kasih Saudara Ketua.

7. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih Pak Hatta.

Tetapi apakah kita tidak membaca bahwa TNI yang menarik rumusan itu dari
Aturan Peralihan, itu juga sudah melihat konsekuensi dari Pasal 2 Ayat (1) andai kata
misalnya alternatif dua yang dipilih. Saya sendiri membacanya begitu. Mungkin ada
semacam sikap yang sudah diambil oleh TNI. Tetapi nantilah kalau perlu kita bertanya
juga kepada teman-teman di TNI/Polri.

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Patrialis Akbar.

8. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Berkenaan dengan kehadiran Pasal IIl. Sesungguhnya kalau kita mengacu
kepada Pasal I dan Pasal II, ini adalah pasal yang kita istilahkan dengan Pasal sapu
jagad. Semuanya sudah terbawa didalam pasal ini. Sementara di dalam Pasal III kalau
kita menyebut lagi secara spesifik tentang masalah ketetapan MPRS dan MPR, seakan-
akan ketetapan ini sudah terpisah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
sudah ada selama ini. Bahkan sebetulnya Ketetapan MPR dan MPRS ini merupakan
bagian daripada peraturan perundang-undangan. Dan itu sudah dilibas oleh Pasal I.
Sudah masuk di situ. Itu satu.

Yang kedua, saya kawatir kalau Pasal Ill ini kita pertahankan, saya terus terang
pada waktu itu mengikuti tetapi karena kita harus fit and propper test juga maka saya
keluar. Nah, kalau ini kita pertahankan maka ini akan menjadi tertawaan bagi ajaran
hukum ketatanegaraan oleh masyarakat maupun juga perguruan tinggi di mana kita
mencoba memberikan posisi Ketetapan MPRS dan MPR itu sebagai peraturan
perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Ini kan sesuatu yang
tidak lazim juga. Nah, ini juga saya kira pendidikan ketatanegaraan kita nanti juga bisa
salah ini kepada masyarakat Nah, saya kira walaupun Pasal IIl ini dihapuskan, tidak
mengurangi makna dan substansinya apa yang terkandung dalam Pasal III ini. Itu
mengenai Pasal IIl. Saya kira ini perlu ditanggapi dengan secara serius, ya.

Kemudian mengenai Pasal IV. Saya kira meskipun ini sudah kita rumuskan
tetapi sebelum Kkita bawa ke Sidang Tahunan tentu ada baiknya dan juga harus kita
lebih mantapkan. Di dalam Pasal IV dalam alinea kedua ini mengatakan bahwa
sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala
kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung.
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Sesungguhnya tidak bisa demikian saja kalau kewenangan- kewenangan itu juga
tidak sekaligus kita serahkan kepada Mahkamah Agung tentang bagaimana cara
melakukan tugas-tugas itu. Karena ini masih dalam kondisi masa peralihan, maka
kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung itu tidak hanya kewenangan
dalam hal melaksanakan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sekaligus juga
menetapkan hukum acara yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas itu. Tugas-
tugas Mahkamah Konstitusi akan tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung apabila
hukum acaranya ini tidak ada. Apalagi kewenangan untuk membuat hukum acara itu
tidak sekaligus kita cantumkan secara eksplisit di dalam Pasal IV ini.

Oleh karena itu, kami mengusulkan harus kita tambah dalam Pasal IV itu bahwa
sekaligus juga Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri
hukum acara dalam hal tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
sementara yang digantikan oleh Mahkamah Agung.

Saya kira begitu pokok-pokok pikiran kami.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.

Wa'alaikumussalaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami ingin mengingatkan Pak Patrialis bahwa Pasal I itu dirumuskan oleh pakar
kita pada waktu itu adalah untuk yang berkaitan dengan pengaturan tentang aturan
yang ada atau peraturan perundang-undangan yang ada yang bersifat umum.

Sedangkan Pasal III itu yang bersifat khusus yang berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan.

Sedangkan Pasal II itu berkaitan dengan kelembagaan secara umum. Pasal IV
adalah Kelembagaan secara khusus. Itu dulu penjelasannya begitu. Ini hanya untuk
memperjelas saja. Jadi untuk memperkaya perdebatan kita.

10. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya tambahkan sedikit itu kan boleh saja masukan daripada kita, tetapi kan
kita berpikir bahwa sesungguhnya tanpa itu pun sudah tidak ada masalah. Kemudian,
apalagi di dalam Aturan Tambahan dalam Pasal I itu juga secara eksplisit sudah
menunjuk juga.

Saya kira demikian. Terima kasih.

11. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.
Terima kasih.
Selanjutnya kepada Saudara Sutjipto.

12. Pembicara: Sutjipto ( F- PDIP)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota PAH L.

Jadi, di dalam Aturan Peralihan memang kita perlu hati-hati dan perlu kita
cermati, jangan sampai nanti Aturan Peralihan ini jadi aturan pelarian. Jadi, betul-betul
aturan peralihan.

Saya kira sebagaimana kita ketahui bersama, memang Pasal I adalah aturan-
aturan yang umum. Kan ada beberapa pendapat yang mestinya dibuat secara
sistematis dan tidak hanya umum. Memang di sini ada akomodasi Pasal III, akan
tetapi di sini juga masih juga bersifat umum. Yang sekarang terjadi, jadi khususnya
teman-teman kita di PAH II dan di Pahsus itu menunggu-nunggu, jangan sampai di
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antara PAH I sendiri tidak ada pemahaman yang sama, khususnya dalam menghadapi
Sidang Tahunan. Apakah memang MPR yang sekarang ini, jadi memang masih akan
melakukan Sidang Tahunan. Jadi, kalau ada Sidang Tahunan ya konsisten, jadi ada
2002, 2003. Karena ini terkait juga dalam Tap III Tahun 2001 tentang Pengangkatan
Wakil Presiden menjadi Presiden itu ada kewajiban untuk melaporkan
penyelenggaraan pemerintahan di dalam sidang tahunan dan di akhir masa
jabatannya.

Oleh karena itu, perlu kita ada kesepakatan karena jangan sampai debatable di
antara anggota MPR apalagi di PAH I sendiri. Jadi membingungkan juga teman-teman
kita yang di PAH II, PAH Khusus juga, nanti anggota MPR yang lain kalau di PAH I
sendiri tidak ada kesepakatan, apakah Sidang Tahunan 2002 itu memang sesuai
amanat setelah perubahan ini atau memang itu masih ketentuan yang lama tetap
berlaku, termasuk GBHN-nya juga masih berlaku.

Oleh karena itu, saya minta klarifikasi dan kalau perlu memang perlu ada
uraian yang lebih jelas begitu. Jangan sampai itu menjadi debatable nanti di PAH II
sendiri, di Pleno BP, nanti di sidang pertama sidang tahunan. Karena kan itu juga
memberikan jadwal juga pemberitahuan kepada lembaga tinggi negara yang akan juga
memberikan laporan. Jadi kan nanti jangan sampai bahwa nanti pendapat-pendapat di
luar jadi tidak jelas. Mereka sudah siap memberikan laporan ternyata tidak ada
Sidang Tahunan kan itu mubazir kalau mereka sudah siapkan semuanya ternyata nanti
tidak perlu ada Sidang Tahunan. Yang ada hanya Sidang Umum untuk Perubahan
Undang-Undang Dasar saja. I[tu yang perlu.

Lalu Pasal IIl saya kira secara substansi saya setuju. Akan tetapi, perlu ada
kajian yang lebih dalam. Jadi sebagaimana disampaikan oleh rekan Hamdan bahwa
bagaimana itu mengenai undang-undang, juga. Produk undang-undang itu adalah
memang produknya DPR dengan Presiden, sedangkan Tap MPR produknya MPR
saja. A pakah memang itu langsung mengikat sebagai undang-undang meskipun
memang tata urutannya lebih tinggi.

Oleh karena itu dalam waktu ini saya kira kita masih perlu masukan dari pakar
hukum tata negara yang lain karena masalah-masalah yang sangat penting dan krusial.
Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, jadi sebelum nanti finalisasi, saya
usulkan ada lagi artinya guru besar tata negara yang kita undang. Jadi karena ini masalah-
masalah yang sangat penting termasuk tadi mengenai sidang tahunan juga itu tadi,
termasuk ini Pasal III. Supaya ini betul-betul kita punya poin yang sama dan apa yang
kita tuangkan dalam Aturan Peralihan betul-betul sesuai dengan hukum ketatanegaraan
dan kepentingan kita semuanya.

Itu saja Pimpinan yang kami sampaikan.

Terima kasih. Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

13. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.
Terima kasih Pak Sutjipto.
Selanjutnya kami persilakan Pak Hobbes Sinaga.

14. Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya sebenarnya mendukung pendapat Pak Hamdan dan Saudara Patrialis.
Karena memang Pasal III ini jelas ini agak bertentangan dengan asas hukum. Dan kalau
ini kita pertahankan, kita seolah-olah menciptakan suatu asas hukum ketatanegaraan.
Nabh, jadi saya kira memang ini perlu diperbaiki. Jadi, untuk tidak panjang-panjang saya
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mengusulkan perbaikannya Pak.Jadi, dikaitkan dengan Aturan Tambahan Pasal I maka
di Pasal III ini, “Segala Ketetapan MPRS dan MPR yang tidak bersifat pengaturan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini.”
Karena kalau Ketetapan MPRS yang bersifat pengaturan masih tetap kita berlakukan
maka nanti menjadi ada soal dikemudian hari. Soal kedudukan tata urutan perundang-
undangan.

Oleh sebab itu sebenarnya yang perlu diatur mungkin yang harus kita
pertahankan itu adalah Tap-Tap MPRS atau MPR yang tidak bersifat pengaturan. Kalau
yang bersifat pengaturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi
dikaitkan dengan Aturan Tambahan Pasal I kan kita nanti MPR ditugasi untuk
melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR 2003. Jadi, di situ kita nanti
akan menilai peraturan-peraturan itu. Katakanlah Ketetapan MPR atau MPRS yang
tidak bersifat pengaturan yang masih berlaku itu, kita putuskan juga di tahun 2003.

Terima kasih, Pak.

15. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih Pak Hobbes.

Saya kira yang dikemukakan oleh Pak Hobbes ini satu pandangan yang agak
lain. Karena itu, perlu diberi perhatian ini. Siapa tahu itu jauh lebih masuk akal untuk
masalah ini. Karena toh di Aturan Tambahan nanti akan ditentukan masih berlaku
apa tidak berlaku kan, pada saat MPR mengadakan peninjauan kembali itu.

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya Pak Lukman Hakim Saifuddin.

16. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin ( F-PPP )

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada tiga hal yang ingin saya komentari menyangkut hasil kesepakatan Tim
Perumus ini.

Pertama menyangkut Pasal II kaitannya nanti dengan Pasal I. Jadi, dalam Pasal II
Aturan Peralihan dinyatakan bahwa, “Segala lembaga yang ada masih tetap berlaku
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar.”

Jadi, yang perlu dicermati adalah kalimat sepanjang untuk melaksanakan
ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi, mohon Tim Perumus bisa memberikan
klarifikasi atau penjelasan menyangkut makna dari kalimat ini. Karena kalau saya lihat
pada Pasal I di situ tidak ada kalimat itu. Padahal, substansi yang ingin diatur
sebenarnya sama. Pasal I itu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal II
itu lembaga negaranya. Namun, struktur kalimatnya kenapa dibedakan di situ? Saya
sendiri justru melihat Pasal II dengan kalimat “sepanjang untuk melaksanakan
ketentuan Undang-Undang Dasar” ini bisa menimbulkan penafsiran yang beragam.
“...sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Dasar.” Jadi, mohon ini
penjelasan.

Yang kedua pada Pasal IIl tampaknya sebagian tadi juga sudah sempat
disinggung. Saya sendiri memandang bahwa Pasal IIl ini sesungguhnya justru bisa
bertentangan atau paling tidak menimbulkan kekaburan. Betul, kalau misalkan Ketua
tadi mengatakan bahwa Pasal III ini sifatnya lex specialis dari Pasal I. Tapi kalau kita
melihat Aturan Tambahan di mana di situ ada penugasan kepada MPR untuk meninjau
tidak saja materi tetapi juga status hukum dari semua Tap, baik MPRS maupun MPR,
maka ini seakan-akan bertentangan. Pasal Il sudah jelas mengatakan bahwa status
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hukumnya itu setingkat undang-undang. Sementara dalam Aturan Tambahan baru
akan menugaskan kepada MPR untuk meninjau status hukum itu. Ini kan berbeda.

Jadi, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah apa urgensi dari Pasal III ini
sebenarnya apa yang ingin dicapai dari rumusan ketentuan Pasal III ini, urgensinya
apa? Karena sebenarnya dia sudah masuk di Pasal I Aturan Peralihan. Dan
menyangkut kejelasan baik materi atau status hukumnya itu sudah ada pada Aturan
Tambahan. Kita tahu betul bahwa keberadaan Tap itu berbeda-beda. Ada yang
sifatnya pengaturan, ada yang sifatnya penetapan. Juga ada yang sifatnya pengaturan
dan penetapan sekaligus dalam satu Tap di samping yang sifatnya einmalig yang
hanya sekali berlakunya itu. Jadi, menurut saya, Pasal III itu justru agak kabur kalau kita
melihat Pasal I Aturan Peralihan dan Pasal I Aturan Tambahan.

Terakhir menyangkut Pasal IV mengenai Aturan Peralihan dengan kalimat,
“sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala
kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung.” Saya pikir memang ini tidak bisa
begitu saja Mahkamah Agung menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena
kewenangan-kewenangan itu harus juga diatur hukum acaranya.

Jadi, apa tidak sebaiknya selama Mahkamah Kontitusi itu belum terbentuk maka
tidak saja kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung tapi juga Mahkamah
Agung diberikan apa, kewenangan untuk mengatur hukum acaranya itu. Jadi, tidak
hanya kewenangan yang lima yang ada pada Pasal 24C itu yang milik MK diserahkan ke
MA, tetapi juga yang penting adalah bagaimana dia menjalankan kewenangan yang
lima itu yang semuanya diatur dalam hukum acara. Itu internal Mahkamah Agung
untuk merumuskan. Redaksinya seperti apa nanti kita rumuskan bersama.

Demikian tiga hal dari kami.

Wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Lukman.

Tadi Saudara Lukman minta penjelasan, “Sepanjang untuk melaksanakan
ketentuan Undang-Undang Dasar ini.” Ini Pak Jakob sudah datang. Nah, penjelasan ini..,
Pak Zain saya mau minta tolong Pak Zain, mungkin enggak, untuk menjelaskan kata
apa.., “...sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini.” Kami
persilakan Pak Zain. Yang Pasal II], Pasal II.

Kemudian Saudara Lukman juga tadi hampir sama dengan Saudara Hobbes, saya
kira. Bahwa Pasal III Aturan Peralihan itu sepertinya kok ada kontrakdiksi, gitu ya,

walaupun tersirat itu, dengan Pasal I Aturan Tambahan, begitu.

18. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Saya kira dari kami juga begitu, dari awal. Pimpinan cerdas-cerdas dikitlah.

19. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Saudara Patrialis juga ngomong begitu tadi yah. Saya nyatat Saudara Patrialis itu
mempersoalkan itu, tapi tidak mengaitkan dengan Aturan Tambahan itu yang sedang
saya apa... Jadi cukup cerdas juga Saudara Patrialis. Jadi, Saudara Patrialis memang
tidak mengucapkan itu. Saya mencatat baik kok di sini.

Kami persilakan manti Pak Zain akan kami minta bantuan untuk itu.

Kemudian kami persilakan Saudara Agun Gunandjar.

20. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Ketua, kalau cuma menjelaskan sama Pak Lukman ya nanti besoklah.
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21. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada segenap anggota PAH I ini
suatu permohonan untuk dapat kiranya kita menyepakati kembali bahwa apa yang akan
kita atur di dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, ini kan beberapa prinsip
yang memang inilah yang disebut dengan transisional itu. Oleh karena itu, kalau bicara
transisional kita melihat bahwa kita ini produk dari Pemilu 1999 dan berakhir sampai
dengan tahun 2004. Di dalam menjalankan kewenangannya itu, Majelis, pada tahun
2001 telah terjadi Perubahan yang Ketiga. Saya enggak sebut yang Kesatu, yang
Kedua. Nah, ketika terjadi Perubahan yang Ketiga tersebut itu membawa implikasi
dalam konstruksi hukum tata negara kita.

Oleh karena itu, yang harus dirumuskan dalam Aturan Peralihan menurut pendapat
saya adalah segala sesuatu yang harus kita rumuskan, bagaimana Majelis
melaksanakan tugas-tugas selanjutnya, termasuk bagaimana hukum tata negara secara
keseluruhan, dalam kondisi transisi ini.

Dengan perubahan itu sudah terjadi, salah satu contohnya misalkan, begitu Pak
ya, apa yang sudah dihasilkan pada Sidang Tahunan tahun 2001 itu bukan hanya sekadar
Perubahan Ketiga, tapi ada Tap VIII yang memerintahkan kepada Badan Pekerja untuk
mempersiapkan..., maaf yang dalam Tap VIII itu menyatakan bahwa tiap-tiap lembaga
tinggi negara juga wajib menyampaikan laporan pada Sidang Tahunan tahun 2002 ini.

Oleh karena itu, MPR yang hari ini sebetulnya kan hasil pemilu tahun 1999 yang
konstruksi keanggotaannya pun seperti itu. Tapi apakah MPR yang ada sekarang
tetap bisa menjalankan kewenangan seperti waktu dia dilantik tahun 1999, ini yang
harus kita selesaikan. Karena Pasal III telah mengaturnya dan mengatakan telah
berlaku. Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah, penyesuaian-penyesuaian,
termasuk agenda-agenda di Sidang Tahunan ini, sampai dengan tahun 2004 katakanlah
yang akan datang, untuk 2003 yang akan datang.

Dengan gagasan pemikiran itulah, menurut hemat kami, ketika tahun 2001 itu
berubah maka yang harus disepakati oleh kita adalah di dalam merumuskan aturan-
aturan berikutnya ke depan, kita tidak bisa melihat ke depan dengan serta merta
mengabaikan yang belakang. Tidak bisa itu. Salah satu contoh misalkan gitu, kalaupun
betul kita melihat ke belakang masih ada bagian-bagian yang ke depan, bagian-bagian
di belakang yang masih tersisa tertinggal dan belum terselesaikan. Contoh, MPR. Dia
tidak bisa menjalankan selalu terus ke depan karena ada bagian-bagian putusannya
termasuk peninggalan warisan Tap-Tap itu yang juga menjadi bagian yang belum
terselesaikan. MPR ke depan menjalankan kewenangannya.

Saya sebut misalkan masalah Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Perubahan
Ketiga dia sudah selesai sudah ada, tapi sebetulnya dengan keterkaitan dengan yang
lama belum selesai. Kenapa? Karena masih ada Utusan Daerah. Kecuali kita mau declare
bahwa Utusan Daerah automatically dia menjadi Dewan Perwakilan Daerah.

Nah, yang sudah kita sepakati adalah baru satu, yaitu menyangkut masalah
keberadaan Mahkamah Konstitusi. Kita sudah sepakat Mahkamah Konstitusi ketika
perubahan itu ditetapkan pada Perubahan Ketiga maka dalam rancangan berikutnya
kita menyepakati bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah berlaku. Iya. Bagaimana bisa
dilaksanakan? Sebetulnya belum bisa dilaksanakan. Tapi ketika kita menyepakati
Pasal IV maka Mahkamah Konstitusi itu bisa dilaksanakan. Karena belum terbentuk
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sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar ini melalui undang-undang maka dia
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Ini yang ingin saya berikan pemahaman kepada kita semua agar di dalam membuat
konsep ini, kita juga jangan lalu berpikir hanya menggunakan parameter yang di
belakang, tahun 1999. Saya juga tidak sependapat. Memang dia posisinya di tengah,
tapi di tengah dia juga tidak bisa melihat ke depan, tapi mengabaikan yang lama-
lama ini. Itulah yang disebut dengan transisi.

Oleh karena itu, Pasall kami sangat menyetujui, “segala peraturan perundang-
undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar.” Itu yang disebut dengan sapu jagad. Karena memang itu
harus semua dinyatakan berlaku. Tapi dengan dinyatakan itu semua berlaku ada
implikasinya, seperti Mahkamah Konstitusi berlaku, Komisi Yudisial berlaku, Dewan
Perwakilan Daerah berlaku. Tapi, apakah yang menjadi persoalan adalah apakah itu
sudah dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan? Apakah bisa dijalankan atau tidak
bisa dijalankan? Ini yang sekaligus saya juga menjawab di dalam Pasal Il menyangkut
masalah “segala lembaga negara yang ada itu masih tetap berlaku sepanjang untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar.” Di sinilah sebetulnya masalah transisi itu.

Jadi, dia bertugas melaksanakan tugas-tugas yang baru begitu, tapi untuk yang
lama begitu itu tidak akan mungkin dilaksanakan sepanjang memang ketentuan yang
baru tidak mengatur itu, tapi tidak berarti dia membatalkan begitu saja secara sepihak.
Nah, oleh karena itu, kalau logika yang dibangunnya seperti itu, maka kata-kata,
“sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini,” menurut
pendapat saya adalah sebuah satu kata kunci yang sebetulnya kita cukup lama
memperdebatkan kata itu untuk tidak menggunakan kata-kata bertentangan.

Saya masuk ke dalam pasal yang ke-Ill. Makanya di-bracket “sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini.” Kenapa? Karena kalau menggunakan
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini hakikatnya ketika
Perubahan Ketiga terjadi seluruh produk hukum yang masa lalu itu semua
bertentangan, tidak ada yang tidak bertentangan. Tap tentang Pengangkatan
Presiden, Tap tentang Pengangkatan Wakil Presiden. Bertentangan tidak? Kalau
menurut saya bertentangan. Dia dipilih oleh MPR. Undang-Undang Dasar menyatakan
dipilih secara langsung. Dia harus bertanggung jawab kepada MPR. Di dalam Undang-
Undang Dasar dia tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR. Jadi, seluruh Tap, kata-
kata itu, bertentangan.

Oleh karena itu, mohon dipertimbangkan kata-kata bertentangan itu digunakan
dalam Undang-Undang Dasar. Karena menurut pendapat saya begitu ya, saya tidak
tahu kalau di sekolah hukum mana yang dipakai. Tapi yang saya dapat dalam
belajar ilmu hukum, itu tidak pernah ada kata-kata bertentangan itu digunakan
secara vertikal. Undang-Undang Dasar ini kan tidak ada sandingannya bertentangan
jitu secara prinsipil. Kalau digunakan vertikal itu membatalkan semua produk hukum.
Oleh karena itulah, dalam Aturan Peralihan yang dahulu pun pada waktu
konstitusional dapat diterima jelas hanya singkat sekali. “S egala lembaga negara dan
peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sebelum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.” Hanya itu.

Karena apa saya mengatakan tidak sependapat dengan tanda petik diberi
kurung sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Ini yang
menurut hemat kami, satu, bukan hanya sekedar bertentangan dengan Pasal I Ayat
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(1), jelas dia redundant, tapi yang kedua juga adalah ini prinsip itu menurut saya
sangat membahayakan. Sehingga muncul pertanyaan saya, sebetulnya apa yang
dikhawatirkan? Sebetulnya apa yang di.. keberatannya gitu? Kalau sepanjang tidak
bertentangan ini dihilangkan. Apa sih keberatannya kalau itu harus masuk, apa, kalau
dihapuskan.

Oleh karena itu, yang Pasal III ini, saya lebih setuju dan lebih sependapat kalau
memang pernyataan yang kata “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar” ini dihapus. Sehingga muncul pertanyaan yang berikutnya bagaimana
peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang tadi dengan
para pembicara mungkin berbeda. Saya melihat bahwa ini adalah aturan yang harus
semacam deklaratorislah. Pendeklarasian berkenaan dengan posisi Tap di masa yang
akan datang. Karena Tap yang akan datang itu sudah tidak akan ada lagi karena
kewenangan MPR tidak bisa lagi membuat Ketetapan-Ketetapan Majelis.

Oleh karena itu, harus ditempatkan posisinya itu seperti apa. Sehingga bisa ada
penetapan status yang bisa pada akhirnya dia bisa dinyatakan berlaku atau tidak
berlaku. Tapi kalau sudah dalam posisi tetap digantung dalam posisi Tap, itu siapa yang
akan bisa ngutak-ngutik Tap itu nanti? Jadi, semacam penurunan derajat, katakanlah
begitu. Sehingga bisa dievaluasi, ditelaah kembali.

Nah, oleh karena itulah, kembali kepada Pasal IV, menurut hemat kami, Pasal IV
itulah yang sebetulnya sudah selesai yang sudah kita sepakati, Mahkamah Konstitusi,
begitu. Kemudian, masalah “selambat-lambatnya” kalau menurut hemat kami itu
urutannya itu berikutnya. Karena kewenangan itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
dan baru memerintahkan selambat-lambatnya satu tahun Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi itu harus dilaksanakan.

Kemudian yang terakhir, mungkin saya hanya ingin menyampaikan kembali
menyangkut masalah Pasal IIl ini ya. Kalau dikatakan segala Ketetapan MPR masih
berlaku tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan
undang-undang, itu akan selesai menurut hemat kami. Karena penetapan statusnya itu.
Tapi kalau ditambah dengan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar ini, satu pertanyaan saya bagaimana dengan Tap VII Tahun 2000 yang seperti
posisi TNI/Polri. Karena menurut hemat kami itu juga sudah bertentangan Tap VII
Tahun 2000 dengan Undang-Undang Dasar ini bertentangan. Padahal, kita sepakat
sampai pada tahun 2009 dia masih tetap. Lalu Tap tentang Pengangkatan Presiden,
menurut saya juga itu bertentangan kok. Bicara nanti soal pertanggungjawaban karena
bunyi diktumnya itu dia bertanggungjawab kepada Majelis dan harus menyampaikan
pertanggungjawabannya dalam Sidang Majelis. Padahal Majelis tidak lagi mempunyai
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Jadi, kata-kata
bertentangan ini, menurut hemat kami, sekali lagi apa sih keberatan dan
kekhawatirannya untuk ditiadakan.

Terima kasih.

22, Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Agun Gunandjar.

Saya kira yang Pak Agun kemukakan memperluas pandangan-pandangan kita
mengenai pasal-pasal yang ada. Jadi, termasuk adalah yang berkaitan dengan
Ketetapan MPRS dan MPR bila diperlakukan sebagai peraturan perundang-undangan
dan khususnya kata, “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini.”
Mungkin kalau dengan menghilangkan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan
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Saudara Hatta Mustafa tadi mengenai status TNI/Polri. Saya kira mungkin juga
sekaligus itu juga menjadi jawaban bahwa apabila Tap VII itu masih diberlakukan, ya
itu tidak ada masalah.

Saya kira itu dari Saudara Agun.

Selanjutnya, Saudara Andi Mattalatta, SH. MH, kami silakan.

23. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)

Bissmillahirrahmannirrahim.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Sebelumnya, saya mohon maaf karena hari terakhir penyerasian saya tidak
hadir. Saya harus kembali ke Makassar karena ada acara keluarga di sana. Karena itu
saya ingin memperoleh banyak informasi Pak, belum memberikan pandangan, tapi
ingin mengetahui dulu ada apa di balik pengertian-pengertian ini.

Yang pertama, karena Saudara Ketua tadi menghimbau kita untuk fokus ke
Pasal III maka saya akan coba fokus ke sini sambil merembet-rembet ke tempat lain
nanti.

Yang pertama di sini dikatakan, “segala Ketetapan MPRS dan MPR.” Pertanyaan
pertama saya, yang dimaksud Ketetapan MPRS dan MPR di sini apakah unblock atau
parsial. Contohnya misalnya Tap III Tahun 1978. Kalau dianggap secara unblock,
pendapat kita bisa dianggap bertentangan bisa juga dianggap tidak bertentangan.
Karena Tap IIl itu tidak hanya mengatur hubungan MPR dan Presiden, tapi juga
mengatur hubungan DPR , DPA, Mahkamah Agung dan lain-lain. Artinya, secara parsial
ada yang tidak bertentangan dan ada yang bertentangan.

Karena itu pertanyaan pertama saya apakah unblock atau parsial? Kalau parsial
ya, berarti memang harus MPR menentukan sendiri pasal-pasal ini yang tidak berlaku.
Tetapi kalau unblock, apakah perhitungannya kuantitas? Kalau lebih banyak yang
bertentangan dianggap bertentangan, tapi kalau lebih banyak yang sesuai, dianggap
sesuai. [tu yang pertama.

Yang kedua, Ketetapan MPR juga seperti dikatakan Pak Hobbes ada dua. Ada yang
beschikking, ada yang bersifat regeling. Yang bersifat penetapan itu umumnya berlaku
satu kali saja. Sehingga barangkali yang dimaksud di sini adalah Ketetapan MPRS dan
MPR yang bersifat regeling yang perlu kita tinjau kembali. Karena yang bersifat
beschikking ya sudah selesai. Pengangkatan Presiden, penolakan pertanggungjawaban,
dan lain sebagainya.

Kemudian yang ketiga, mengenai pernyataan deklarasi di sini yang mengatakan
bahwa Ketetapan MPRS dan MPR itu dinyatakan sebagai peraturan perundang-
undangan setingkat dengan undang-undang. Artinya, statusnya Ketetapan MPR, tapi
derajatnya undang-undang. Istilah Pak Nurlief tadi seolah-olah sama statusnya pacar,
tapi dipergunakan sebagai isteri. Ya, begitu Pak Nurlief tadi contoh yang tadi Pak.
Nah, ini menimbulkan implikasi-implikasi konstitusional. Sebagian tadi sudah
disampaikan oleh Saudara Hamdan.

Pada masa MPR itu mempunyai kewenangan yang tak terbatas karena dia
penyelenggara kedaulatan rakyat, MPR itu tidak berhak untuk mengatur hal-hal yang
harusnya diatur oleh undang-undang. Itu pada saat MPR memiliki posisi yang luar
biasa. Karena Undang-Undang Dasar kita yang lama sudah mengatur ada substansi
yang memang hanya diatur oleh MPR yang bersifat prinsipil, ada substansi yang bisa
diatur karena materinya setara dengan undang-undang. Dan kalau substansinya

46 Perubahan UUD 1945



undang-undang, ya bukan kewenangan MPR. Walaupun MPR mempunyai dan
memiliki posisi pemegang kedaulatan rakyat dan dalam penjelasannya dikatakan
mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Apalagi dalam posisi sekarang ini yang tidak
lagi menjadi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kewenangannya sangat
terbatas, apakah bisa MPR menyatakan itu sebagai sebuah undang-undang?

Implikasi berikutnya dikaitkan dengan Aturan Tambahan Pasal I. Di sini sudah
dikatakan berlaku sebagai undang-undang walaupun statusnya Tap MPR, tetapi dia
masih diberi kewenangan untuk me-review itu. Ini timbul implikasi-implikasi. Itu yang
ketiga. Tolong nanti dijawab para perumus-perumus itu.

Yang keempat, kata-kata “sepanjang melaksanakan Undang-Undang Dasar”, ini
sebenarnya dulu kami yang mengusulkan. Yang ada dalam pikiran kami supaya pada
saat itu tidak terjadi kevakuman hukum. Contohnya misalnya Undang-Undang Dasar
yang telah kita perbaharui menyatakan untuk menyusun anggaran pendapatan dan
belanja negara ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dengan mendengarkan
pertimbangan dari DPD. DPD-nya belum ada, sehingga DPR sebagai lembaga negara
diberi kewenangan untuk melaksanakan itu. Demikian juga pengangkatan Hakim
Agung. Undang-undang mengatakan Hakim Agung diangkat oleh Presiden dengan
pertimbangan DPR. Konstitusi yang baru mengatakan harus ada Komisi Yudisial. Nah,
Komisi Yudisial nya tidak ada. Kalau itu tidak diatur, apakah berarti pengangkatan
Hakim Agung tidak boleh dilakukan? Sehingga perlu ada kata-kata itu, DPR masih hidup
dalam proses pengangkatan Hakim Agung sepanjang untuk melaksanakan undang-
undang ini.

Demikian juga dengan proses impeachment. Kita sudah mengubah Undang-
Undang Dasar dengan mengatakan pengujian pelanggaran Konstitusi atau sumpah
oleh Presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi
tidak ada, padahal Undang-Undang Dasar harus dilaksanakan maka yang ada dalam
pikiran kami pada saat itu, ya karena MPR mempunyai kewenangan untuk me-review
uji materiil undang undang maka fungsi Mahkamah Konstitusi bisa dilaksanakan oleh
MPR. Itu yang ada dalam pikiran kami dulu. Tetapi karena sudah dicantumkan bahwa
fungsi Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, khalash, tidak ada
persoalan. Itu yang ada. Sehingga lembaga-lembaga negara itu masih hidup sepanjang
dalam rangka itu. Jadi, dia berfungsi substitusi.

Lalu berikutnya, tolong saya ditegur Pak Pimpinan kalau saya berbicara panjang.
Ini fokus ke Pasal Il sekalipun sedikit merembet-rembet ke hal-hal yang lain. Pasal IV
saya juga sependapat dengan kawan-kawan kalau hanya dikatakan fungsi
Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh MA dalam masa transisi dan tidak diatur di
sini, MA melaksanakan fungsi itu dengan aturan-aturan apa, bisa juga timbul
kevakuman. Apakah Mahkamah Agung kita berikan sebuah kewenangan untuk
mengatur sendiri mekanismenya, untuk mengatur sendiri acaranya atau tidak?

Saya termasuk orang yang sangat menyetujui pembagian kekuasaan. Mahkamah
Agung itu adalah lembaga yudikatif, janganlah kita berikan dia kewenangan legislasi
untuk mengatur sendiri. Karena itu saya juga cenderung sependapat dengan kawan-
kawan yang disampaikan oleh Pak Patrialis tadi, ya hendaknya dinyatakan di sini
bahwa Mahkamah Agung melaksanakan itu dengan ketentuan hukum acara yang
ada. Jadi, jangan MA meng-create sendiri hukum acaranya.

Lalu berikutnya juga, di dalam Pasal IV ini, amanat undang-undang yang telah
diperbaharui sebenarnya kan banyak lembaga-lembaga yang harus kita bentuk. Bukan
cuma Mahkamah Agung tetapi juga Presiden yang dipilih secara langsung harus
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dibentuk. Dewan Perwakilan Daerah juga harus dibentuk. Dan menurut saya semuanya
mempunyai urgensi yang sama. Apakah dengan mencantumkan hanya Mahkamah
Konstitusi di sini, kita beri kepercayaan sepenuhnya kepada DPR dan Presiden untuk
merealisir undang-undang Pemilihan Presiden. Kita percaya sepenuhnya kepada DPR
dan Presiden untuk merealisir lahirnya undang-undang mengenai Dewan Perwakilan
Daerah misalnya? Karena itu kenapa tidak kita tambah saja bahwa dalam satu tahun
juga undang-undang itu harus selesai. Pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah,
dan lain sebagainya.

Kelima, kembali lagi kami menitipkan supaya di dalam merampungkan
amendemen yang keempat ini, ada pasal yang memberi kewenangan MPR untuk
mengatur standar prosedur mereka. Dalam Pasal Il sudah dikatakan kewenangan-
kewenangan MPR. Tapi mekanisme MPR yang dipakai untuk menegakkan dan
melaksanakan kewenangan itu apa?

Memang ada tata tertib sekarang. Tata Tertib sekarang itu dibuat dalam bentuk
Ketetapan. Dia mengikat banyak lembaga negara, apa itu yang mau dipakai? Saya
beranggapan tata kerja MPR, mekanisme yang diatur di MPR untuk menegakkan
fungsinya yang ada dalam Pasal III, itu berlaku secara internal. Tetapi seharusnya
dibuat di sini kewenangan. Karena katakanlah nanti ada proses yang masuk ke MPR.
Bagaimana substansi itu dibahas? Apakah fraksi-fraksinya itu sama dengan fraksi yang
ada di DPR? Kalau fraksinya sama dengan yang ada di DPR, bagaimana status
keanggotaan yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah? Apakah dia fraksi tersendiri
atau bagaimana?

Banyak hal-hal yang harus diatur dan kalau tidak dicantumkan di sini nanti
orang.. apa kewenangan MPR mengatur itu? Apa kewenangan MPR mengatur peralihan
anggota DPR menjadi MPR? Apa kewenangan MPR mengatur peralihan anggota DPD
menjadi anggota MPR? Sebab ada kesan kita untuk mengebiri MPR. Sehingga kalau tidak
dikasih jendela untuk mengatur standing procedure mereka di sini, nanti timbul debat
panjang. Hanya untuk memperdebatkan itu saja, sidang MPR bisa tertunda beberapa
lama. Ini sudah empat kalinya saya usulkan di Cengkareng, di sini, di Cipanas, dan
kembali lagi saya mengusulkan. Saya anggap ini penting, Pak.

Dan yang terakhir, saya juga ingin mendengarkan karena usul untuk menghapus
Aturan Peralihan dan Tambahan mengenai posisi TNI kita mau tahu ada apa di balik
pertimbangan-pertimbangan politik TNI. Apakah memang TNI sudah tidak mau lagi?
Sudah mau menghabisi di 2004? Karena seperti tadi dikatakan rekan dari sana dengan
tidak diatur di sini bisa dipertanyakan, kenapa masih ada TNI?

Jadi, mohon dari TNI dengan penarikan itu apakah memang.. siapa tahu ada
pikiran-pikiran di balik TNI sendiri bahwa 2004 kita finished, khalash! Pak Ali Hardi
bisa mendengarkan apa yang saya katakan? Oh, meresapi. Kalau Pak Ali Hardi sudah
meresapi saya akhiri sampai sekian.

Terima kasih, wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Andi Mattalatta.

Ada banyak hal yang tadi dikemukakan. Sebagian saya kira menjelaskan
masalah-masalah yang tadi dipertanyakan, tapi sebagian lain membuat pertanyaan baru.

Saya akan mempersilakan Saudara Ketua PAH yang pada waktu itu juga Ketua
Tim Perumus untuk bisa memberikan Klarifikasi-klarifikasi terhadap hal-hal yang
memang diperlukan Kklarifikasi. Tapi ada hal yang saya kira ada permintaan
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klarifikasi dari seorang teman sudah diklarifikasi oleh yang lain. Sebut saja
pertanyaan Saudara Lukman tadi, yang tadi sebenarnya saya mau minta Pak Zain
itu, tetapi kemudian sudah dijelaskan oleh Saudara Andi Mattalatta.

25. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Belum cukup.

26. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Belum cukup. Kalau begitu nanti Pak Zain bisa menambahkan lagi.

Kemudian, yang berkaitan dengan MK yang akan dilaksanakan Mahkamah
Agung. Tadi Saudara Andi me-refer pendapat yang sama dari Saudara Patrialis. Tapi
nampaknya agak berbeda kalau Saudara Andi meminta pakai aturan yang ada saja,
Saudara Patrialis justru meminta supaya diberi wewenang untuk semacam membikin
apa ., oh, acaranya kepada MA itu diberi wewenang itu bedanya mungkin di situ.
Tetapi ada persoalan yang sama, yaitu acaranya pakai yang apa begitu.

Saya kira kami akan mempersilakan Saudara Jakob Tobing untuk bisa
menyampaikan beberapa penjelasan.

27. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP)

Saudara Ketua dan rekan-rekan yang saya hormati.

Saya ringkas saja karena banyak hal sudah dijelaskan juga oleh pembicara-
pembicara sebelumnya.

Yang pertama dari sisi proses. Jadi memang benar sekali kalau ada himbauan
kita fokus pada Pasal IIl. Karena Pasal I dan Pasal II adalah kesepakatan yang sudah
berulang kali dari kita sendiri. Jadi, kalau kita membuka kembali mungkin kurang
afdhol. Semenjak di Cengkareng, semenjak di Cimacan, dan sebagainya, sampai yang
terakhir waktu perumusan di sini ini dianggap sudah kesepakatan. Misalnya saja ini
saya langsung ke masalah yang berikutnya tentang kok kenapa sampai tidak perlu
diuraikan lagi Mahkamah Agung itu bagaimana, begitu dalam melaksanakan fungsi
sebagai Mahkamah Konstitusi dalam fase transisi. Karena memang itu sebenarnya sudah
dipayungi oleh Pasal II, karena dia melaksanakan sepanjang untuk melaksanakan
Undang-Undang Dasar ini. Jadj, dia bisa pakai yang dia punya, begitu.

Nah, khusus mengenai Pasal III inj, ini kata-kata yang ada dalam bracket ini, ini
sebenarnya hubungannya tidak hanya sekedar pada pembicaraan Pasal I, II dan
sebagainya yang ada di sini, tetapi pemahaman kita tentang apa sebenarnya makna
Aturan Peralihan ini? Ada hubungannya dengan di situ. Kami melihat kalau itu clear
bisa-bisa yang dalam bracket itu tidak diperlukan, begitu.

Kita tahu bahwa kita ini tidak dalam vakum. Sudah ada berbagai aturan,
sudah ada berbagai lembaga dan sekarang kita sedang mengalihkannya supaya
masuk ke dalam aturan atau tata yang baru. Tidak kita nafikan semua yang lama,
tapi kita menuju dan mengarahkannya kepada yang baru. Jadi ada gerak, ada
peralihan.

Nah, yang ada di belakang bracket itu bagi yang mengusulkan adalah karena
kelihatannya ada yang masih berpendapat bahwa itu harus hanya dilihat kepada yang
laly, tidak mengarahkannya kepada yang baru. Kalau semua sepakat ini sudah
mengarahkan yang baru, itu tidak ada masalah, begitu.

Kita tahu bahwa misalnya saja Presiden atau DPR, itu dalam melaksanakan
fungsi-fungsinya itu sudah mengalihkan, sudah menyesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan baru. Tidak menggunakan ketentuan-ketentuan lama secara begitu saja.
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Walaupun misalnya DPR ini adalah hasil pemilu 1999, Presiden juga hasil Sidang
Umum 1999 dan kemudian ada Perubahan pada tahun 2001.

Jadi, itu sebetulnya latar belakang daripada adanya kata-kata ini. Sedangkan
mengenai masih tetap berlaku sebagai peraturan perundang- undangan memang betul
ini adalah suatu deklarasi untuk mengakhiri perdebatan tentang di mana posisi Tap
di dalam urut-urutan atau hierarki perundang-undangan kita memang kontroversial
sekali Tap III tahun 2000 jtu. Karena seluruh Tap, baik Tap yang menyangkut
penetapan orang, baik Tap yang mengatur, baik Tap einmalig. Itu semua jadi peraturan
perundang-undangan sapu bersih saja oleh Tap III itu.

Sekarang kita harus membaca ini adalah dengan melihat Aturan Tambahan pada
Pasal I. Lebih dulu ditaruh tempatnya dan kemudian baru diperiksa. Dalam hal ini
maka masalah apakah unblock atau parsial menjadi tidak menjadi masalah jadinya.
Karena akan diteliti. Ada bagian-bagian yang misalnya Tap III itu bagian-bagian itu
sudah dibatalkan oleh ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar.
Bagaimana statusnya, lantas akan dilihat di sana. Mungkin malah semuanya menjadi
tidak ada. Tetapi kemudian proses selanjutnya menjadi proses bagaimana sebuah
undang-undang akan ditentukan kedudukannya, apakah akan dibatalkan dan
sebagainya.

Bisa-bisa itu nanti menjadi proses, baik di DPR dengan Presiden atau proses di
dalam Mahkamah Konstitusi, karena sudah tidak bersesuaian dengan Undang-Undang
Dasar, misalnya atau memang sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai sebuah
undang-undang.

Oleh karena itu, saya ada usul. Karena materi ini sebenarnya materi-materi
yang boleh dikatakan sudah 80-an persenlah kita sepakati maka mungkin ini lebih
baik kita arahkan kepada memperbaiki rumusan Igh. Kalau kita buka kembali
perdebatannya, mungkin kita kehilangan fokus dan konteksnya beda menjadi beda-beda
begitu. Jadi, demikian.

Khusus mengenai Pasal IIl ada himbauan kami. Ini sesuatu yang waktu penutupan
acara di sini pada hari Senin, itu ditutup dengan kata-kata, “baiklah urusan di dalam
bracket ity, kita selesaikan di dalam lobi Pimpinan Fraksi”. [tu kata-katanya pada waktu
itu begitu dan itulah kami menutup acara itu. Karena apa? Karena memang kelihatan
bahwa kata-kata di belakang ini tidak lagi hanya sekedar urusan dengan yang Pasal |,
I, dan sebagainya, tetapi juga kepada keseluruhan pemahaman tentang apa yang akan
kita lakukan pada tahun 2002, 2003, dan 2004. Kalau itu sudah sepakat, saya pikir
mudah sekali menyelesaikan ini. Saya rasa itu yang kami ingin sampaikan.

Sedangkan usul tambahan pada tahap finalisasi barangkali bisa kita bicarakan,
misalnya memang pernah diusulkan supaya semua undang-undang yang diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar ini, itu ada time limit-nya kapan harus selesai. Kalau
dibiarkan menggantung, mungkin malah jadi tidak jalan, begitu. Walaupun misalnya
pernah Undang-Undang Dasar mengatakan dalam waktu enam bulan dalam waktu 52
tahun juga belum selesai.

Tapi waktu itu memang Baleg, Pak Zain menghimbau janganlah terlalu
dipaksakan karena sudah kewalahan juga baleg. Tapi itulah akibatnya karena kita minta
supaya DPR yang mempunyai kuasa membentuk undang-undang ya jadinya.
Sementara kita kasih banyak hal harus diatur dalam atau dengan undang-undang.
Tapi ini saya pikir sesuatu yang tidak akan mengganggu pembicaraan-pembicaraan lain.
Ini suatu yang bisa berdiri sendiri kita bahas. Demikian juga untuk mengatur tata kerja.
Begini. Ada yang menganggap ini tidak perlu dengan anggapan bahwa nanti MPR bisa
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menentukan sendiri tata kerjanya. Tetapi itu memang satu pertanyaan bagaimana
caranya dia duduk pertama kali mengatur tata kerjanya?

Dulu pada tahun-tahun permulaan MPR hasil pemilu 1999, kita mengambil alih
tata kerja yang sudah ada. Dan memang tidak ada perubahan-perubahan yang
signifikan pada kesisteman, tapi yang ini betul-betul lain. Jadi, mungkin ada baiknya
memang MPR diberi perintah untuk mempersiapkan tata kerja. Nanti kalau MPR yang
baru menyempurnakannya itu urusan lain lah. Tapi mungkin dibuat dan dilaporkan
pada tahun 2003. Ini anjuran saja tapi karena... kan kita harus sepakati.

Sedangkan untuk tahun 2002 ini mungkin tidak bisa di-cover dengan ini.
Mungkin harus di-cover dengan cara lain karena sudah banyak perubahan-perubahan.

[tu Pak Slamet yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.

28. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, Saudara-Saudara sekalian, walaupun tadi Pak Jakob menjelaskan secara
keseluruhan. Tetapi nampaknya Pak Jakob atau Ketua Tim Perumus itu lebih
menganjurkan bila untuk Pasal I, Pasal II itu sudah dianggap selesai. Karena kita dulu
memang sudah menyepakatinya.

Kemudian Pasal IV juga saya kira sudah dianggap selesai walaupun mungkin
sebelumnya itu di atas, baru selambat-lambatnya di bawah mungkin urutan pikirannya
salah. Itu tidak ada masalah, tapi itu hanya urutan apa tindakan itu kira-kira seperti
apa.

Kemudian baru Pasal III yang harus kita bicarakan. Tetapi tadi ada suatu hal yang
memang pada waktu itu kita sepakati. Oleh karena “sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar ini”, ternyata itu memiliki kaitan erat dengan
pemahaman kita bersama terhadap berbagai hal, termasuk agenda sidang-sidang
MPR yang akan datang, khususnya agenda yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban, ini kalau mau bicara blak-blakan begitu dan sebagainya. Itu
yang saya kira akan kita bicarakan pada tingkat pimpinan fraksi kalau kita setuju di
sini.

Kemudian yang lain, andai kata kita memang mau fokus ke Pasal II], apakah kita
bisa untuk fokus kepada perbaikan redaksional kalau memang diperlukan. Tapi kalau
memang redaksi yang ada sudah memadai dengan menyerahkan kata yang dalam
kurung itu pada pembicaraan di tingkat pimpinan fraksi, berarti ya kita tidak perlu
lagi melakukan penyempurnaan di sini. Apakah begitu pemahaman saya. Tapi kami
persilakan kepada Saudara-Saudara sekalian untuk berbicara. Saudara Hamdan lalu
Saudara Patrialis lalu Saudara Antonius lalu Saudara Zainal Arifin lalu Pak Zain Badjeber
lalu Saudara Hobbes Sinaga.

29. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)
Tadi kan mestinya saya tapi....

30. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Ya, kalau begitu nanti Pak Zain dulu, baru Pak Hamdan, senior dulu Pak Hamdan.
Kami persilakan Pak Zain Badjeber karena Pak Zain itu jarang meminta dahulu baru
sekarang ini.

31. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)
Bukan tadi babak yang pertama saya diminta. Jangan begitu saja ditarik
permintaannya.

Perubahan UUD 1945 51



32. KetuaRapat: Slamet Effendy Yusuf
Katanya mau khusus besok.

33. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama status daripada naskah ini, draf ini, saya kira sesuai dengan
kesepakatan kita supaya Paripurna PAH ini punya fokus bahan. Jadi, bukan artinya
Tim Perumus itu final kan. begitu kesepakatan kita supaya tidak loncat sana loncat
sini sehingga lebih terarah poin-poin ini. Nah, sekarang sudah lebih terarah, tapi
memerlukan pengertian-pengertian.

Tadi Saudara Lukman sudah.., pertama-tama perlu ada kesepahaman di antara
kita dalam menafsirkan, seolah-olah bahwa Aturan Peralihan ini perlu ada sekarang
karena akan ada sesuatu yang terjadi pada pengesahan Perubahan Keempat. Padahal,
yang prinsip-prinsip itu sudah terjadi pada Perubahan Ketiga. Lalu dari Perubahan
Ketiga sampai hari ini sebenarnya apa yang berlaku, yaitu Pasal II Aturan Peralihan
yang ada. Yang lama. Jadi sebenarnya apa yang kita sebutkan ini masih punya
wewenang atau tidak, itu sudah terjadi sejak 2001 itu. Misalnya DPD mempunyai
wewenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah dan
Pemekaran. Tapi sampai sekarang DPR tidak mengikutsertakan DPD yang belum ada
kan? Itu dari mana wewenang itu didapat? Bukan dari wewenang yang baru akan kita
bicarakan pada hari ini, tetapi dari yang lama.

Paling yang akan menjadi persoalan menyangkut Pasal Il mengenai MPR. Kalau
nanti MPR bentuknya seperti itu, yang di salah satu dari alternatif itu, dia merupakan
badan negara, lembaga negara yang baru yang sampai hari ini belum lahir. Jadi, yang
lebih kekhususan nantinya yang akan disambut itu kelahiran daripada MPR yang
akan dirumuskan pada Pasal Il nanti.

Sehingga kalau kita berbicara sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Dasar ini, artinya mulai saat itu kita lebih mengikatkan diri lembaga-lembaga
yang ada termasuk MPR yang ada sekarang, itu terbatas kewenangannya ya menurut
Pasal IIl. Untuk menambah kewenangannya perlu ada aturan lain. Jadi, sepanjang tidak
ada aturan lain, ya sepanjang melaksanakan Undang-Undang Dasar itu yang berlaku.

Kemudian, masalah yang dikemukakan oleh Saudara Lukman tadi Mahkamah
Konstitusi kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Memang ada problem
yang tadi sudah dilemparkan. Tadi juga Pak Andi sudah kemukakan. Tapi ada yang
tidak ada hukum acaranya Pak sampai sekarang. Misalnya impeachment hukum
acara apa yang dia pakai di Mahkamah Agung? Menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar tidak ada hukum acaranya. Malah menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, itu hukum acaranya dibuat oleh
Mahkamah Agung peraturan Mahkamah Agung. Tetapi tidak ada larangan seperti yang
ada pada Pasal 24C, yaitu hukum acara diatur dengan undang-undang. Nah, sekarang
yang diberikan hanya kewenangan. Kewenangannya itu beda dengan hukum acara.
Maksudnya, ada sesuatu yang kurang di sini perlu barangkali kita pikirkan, misalnya
saja bahwa melaksanakan kewenangan dan hukum acara.

Karena namanya Aturan Peralihan tentu untuk sementara, apalagi kan memang
diperintahkan satu tahun paling lambat sudah diundangkan tentang Mahkamah
Konstitusi. Ini saya kira juga lahir dari diskusi paling tidak informal semalam ya kita
dengan teman-teman dari Mahkamah Agung karena mereka sendiri belum tahu bakal
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diserahkan, kebetulan kami bicara masalah lain lalu ada informasi kami berikan
tentang nantinya kalau disepakati oleh Sidang Tahunan bahwa kewenangan
Mahkamah Konstitusi itu akan dilaksanakan paling tidak selama satu tahun oleh
Mahkamah Agung. Namun, problemnya undang-undang tentang hukum acara itu
diperintahkan oleh Konstitusi. Sementara yang kita serahkan hanya kewenangan. Jadi,
kewenangan tanpa hukum acara tentunya dia tidak bisa laksanakan sama dengan
kita tidak memberikan geraknya daripada kewenangan itu sendiri untuk
dilaksanakan.

Jadi, saya kira ini yang perlu sebenarnya kita pikirkan, apakah kita sepakati
bahwa kalau dengan kata-kata seperti ini, inklusif yang diserahkan itu adalah
kewenangan plus tadi. Sebab jangan sampai keputusan kita dipersoalkan oleh..
sebagai hal yang kurang, sama dengan walaupun Pasal 281 dan 28] kita bilang ada
kaitan, tapi itu menurut kita, menurut yang di luar tidak seperti itu. Jadi, hal-hal yang
seperti ini yang perlu kita hindari saya kira.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira untuk yang terakhir, teman-teman yang mau berbicara kalau bisa lebih
me.. Saya kira makin jelas bahwa masalah acara itu menjadi penting untuk kita
persoalkan. Jadi andai kata misalnya memang diperlukan kalau pembicara selanjutnya
bisa melontar kata rumusannya, saya kira juga lebih jelas. Sebab kalau misalnya
berdasarkan pengertian kita saja nanti memang di masyarakat bisa timbul berbagai
intepretasi.

Saya kira selanjutnya kami persilakan Saudara Hamdan.

35. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Yang pertama saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Zain.
Memang kalau Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi-
fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi, itu menimbulkan pertanyaan mengenai
bagaimana acaranya? Karena memang acaranya ini secara tegas diatur dalam Pasal III
ini adalah dibuat dengan undang-undang. Jadi, ini akan menjadi persoalan bagi
Mahkamah Agung kalau ada suatu peristiwa yang dia harus putuskan yang
merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Sekarang pun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zain bahwa untuk
melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang dipergunakan adalah peraturan Mahkamah Agung. Itu adalah bukan
undang-undang. Jadi, kalau memang secara tegas diberikan kewenangan oleh Konstitusi,
dia bisa membuat hukum acara dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dalam rangka
sementara melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi maka bisa dibuat dalam bentuk
PERMA yang dibuat secara internal oleh Mahkamah Agung. Karena Konstitusi
memberikan secara khusus kepada Mahkamah Agung.

Akan tetapi, kalau tidak ada pernyataan tegas seperti itu saya khawatir akan
menjadi perdebatan-perdebatan tersendiri di Mahkamah Agung. Memang ada satu
adagium hukum bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Perkara itu harus
diputuskan. Carilah hukum itu, apakah tertulis atau tidak tertulis atau dari mana pun
sumbernya. Memang ada satu adagium itu. Tapi daripada kita menimbulkan satu
perdebatan-perdebatan tersendiri hal ini lebih baik kita pertegas dalam Konstitusi ini,
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agar Mahkamah Agung bisa melaksanakan fungsinya itu dengan baik dalam masa
transisi ini. Masa transisi sekitar satu tahun. Itu yang pertama.

Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan Pasal IIl. Saya dulu waktu di
Cimacan memang dipertanyakan oleh Pimpinan, Pak Jakob pada saat itu, apa sih yang
Tap-Tap ini yang bertentangan? Ternyata saya membaca kembali lebih dari 140 Tap
dari tahun 1960 sampai sekarang, ini memang tidak banyak. Banyak Tap-Tap yang
lama itu sudah dicabut, dimakan oleh Tap-Tap yang belakangan. Kemudian banyak
juga Tap-Tap yang einmalig. Jadi, sehingga tidak terlalu banyak Ketetapan MPR yang
ada, yang tersisa yang hidup, yang masih berlaku.

Tapi ada beberapa hal yang saya mencoba mengaitkan ketetapan itu dengan
perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah kita lakukan ini. Kembali kepada
pertanyaan dulu saya di Cimacan, apa yang kita maksud dengan bertentangan ini?
Apakah bertentangan itu sama dengan tidak sesuai? Jadi tidak sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Perubahan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Perubahan
karena ini bisa juga menimbulkan perdebatan tersendiri.

Apakah tidak sesuai itu sama dengan pengertian kita tentang bertentangan itu?
Jadi, ini jadi persoalan. Karena ada beberapa Tap yang tidak sesuai dengan perubahan
Undang-Undang Dasar, saya tidak berani menyatakan bertentangan. Karena apa
definisinya itu. Itu kita belum ada satu pengertian yang bersama. Misalnya, salah satu
contoh yang paling aktual, Tap yang dikeluarkan oleh MPR dalam Sidang Istimewa
mengenai pengangkatan Presiden.

Yang pertama Tap itu mengangkat Presiden, bahwa pengangkatan Presiden oleh
MPR tidak sesuai dengan pasal mengenai pengangkatan Presiden dalam Undang-
Undang Dasar yang kita sudah ubah. Satu. Tidak sesuai. Apakah dengan demikian
bagaimana status Presiden? Kemudian hal yang lain. Begitu juga dengan Wakil
Presiden, Pak Zain. Jadi, bukan saja Presiden.

Yang kedua, ada juga dalam Tap itu yang mengamanatkan kepada Presiden
untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara. Sementara dalam konstruksi
Undang-Undang Dasar yang baruy, itu tidak begitu.

Yang ketiga, ada juga kewajiban Presiden untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kepada MPR dalam masa jabatannya itu. Ini kan tidak ada dalam
Undang-Undang Dasar kita yang sudah kita ubah. Itu tidak sesuai. Bagaimana status
Tap ini? Kalau kita menulis itu bertentangan, bagaimana itu statusnya perjalanan
bangsa ini. Jadi itu salah satu contoh.

Contoh yang lain adalah Tap II tahun 1999 yang diubah disempurnakan dengan
Tap II tahun 2000 dan Tap II tahun 2001 mengenai Tata Tertib. Di sana banyak sekali
mengatur tentang kewenangan-kewenangan MPR yang sebenarnya merupakan derivasi
dari Undang-Undang Dasar kita yang lama sebelum perubahan dan banyak yang tidak
sesuai kalau kita kaitkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar ini. Bagaimana
dengan ketetapan-ketetapan itu? Termasuk kewajiban lembaga-lembaga tinggi negara
untuk melaporkan kepada MPR. Bagaimana statusnya itu? Itu tidak sesuai. Dan kalau
kita katakan tidak sesuai itu sama dengan bertentangan, maka itu menjadi tidak
berlaku dan menjadi tidak ada. Selesailah tahun ini sidang itu. Tidak ada lagi Sidang
2003.

Termasuk dengan TNI/Polri. Kalaulah kita sahkan Pasal 2 Ayat (1), apa pun
alternatifnya, ada Utusan Golongan atau tidak ada Utusan Golongan, tetap saja tidak
mengakomodir adanya TNI/Polri sampai 2009. Lalu bagaimana dengan Tap VII
Tahun 2000? Karena itu bertentangan anggota MPR itu hanya terdiri dari anggota DPR
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dan anggota DPD dan kalau alternatif yang lain ditambah dengan Utusan Golongan,
tidak ada TNI/Polri di sana. Tap VII, dengan demikian bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Perubahan.

Jadi, ada juga Tap yang lain Visi Indonesia Masa Depan, Tap mengenai Agraria,
Tap mengenai Rekonsiliasi dan lain sebagainya memang banyak yang tidak
bertentangan di situ. Saya saja sudah beberapa hal yang sudah saya teliti secara
khusus. Karena itu saya berkesimpulan bahwa memang susah kita masukkan
bertentangan ini dalam perumusan Pasal III ini dan ini akan menimbulkan kerancuan.
Marilah kita teliti bersama dengan jernih masalah ini agar kita tidak salah merumuskan
Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian, termasuk yang selanjutnya, tadi saya sudah permasalahkan, tapi
tidak juga mendapat jawaban yang lengkap dari Pak Ketua, mengenai degradasi
status Tap MPR menjadi undang-undang. Tadi ada banyak masalah yang muncul, tapi
sama sekali tidak terjawab. Tidak terjawab. Saya mungkin ulangi sedikit bahwa
bagaimana formalitasnya. Bahwa undang-undang itu dibuat oleh DPR dengan
Presiden. Kemudian, setelah itu, dia baru berlaku kalau kita, kalau dia diundangkan
dan masuk dalam Lembaran Negara. Apakah nanti Ketetapan-Ketetapan MPR yang
didegradasi itu kita masukkan melalui Lembaran Negara yang disahkan oleh Presiden?
Jadi, bermacam-macam persoalan, bermacam-macam persoalan yang bisa muncul. Itu
antara lain.

Saya kiraitulah tambahan-tambahan pendapat kami.

Terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih.

Saya kira lengkap sekali ya, khususnya yang berkaitan dengan kata, “sepanjang
tidak bertentangan”. Jadi, problem-problem yang ada dalam kata ini tadi Saudara
Hamdan sudah mengemukakan. Sehingga kita saya kira makin mengerucut sikap kita
terhadap kata seperti ini.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Anthonius.

37. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Ketua, Bapak-Ibu yang kami hormati.

Tinggal beberapa waktu lagi Sidang Tahunan akan kita laksanakan dan
perdebatan semacam ini seolah, bukan seolah, tapi membenarkan apa yang berkembang
di masyarakat bahwa walaupun, itu yang terakhir tadi disampaikan bahwa kondisi
sekarang pemahaman kita masih tetap berbeda-beda.

Oleh karena itu, karena permintaan Ketua tadi kita fokus, saya pada Pasal III
ini saja. Saya mencermati benar apa yang disampaikan oleh Ketua PAH Pak Tobing
tadi, bahwa “sepanjang” ini memang punya makna yang besar. Saya tidak tahu itu
bagaimana. Tapi karena konteksnya dengan usul untuk pertemuan dengan
pimpinan-pimpinan fraksi, maka kami berharap pertemuan itu tidak saja jadi wacana
di sini. Mudah-mudahan segera disepakati dan dilaksanakan supaya ada satu
keputusan. Dengan demikian, kita bisa melangkah lebih maju lagi karena alasan-alasan
tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Dan bagi kami satu contoh saja,
bahwa kalau nanti Sidang Tahunan ada pejabat tinggi negara yang tidak mau
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memberikan pertanggungjawaban, ya itu bukan suatu yang salah. Karena memang
Undang-Undang Dasar tidak memiliki lagi semangat itu. Dan itu yang kita mau
mengatur sekarang ini. Tapi di antara kita sendiri masih terjadi perdebatan-
perdebatan.

Karena itu, kami secara tegas ingin mengusulkan kepada pimpinan dan kita
semua agar pertemuan dengan pimpinan fraksi itu segera dilakukan agar ada
kesepakatan kita sebelum memasuki finalisasi. Karena wacana yang sekarang ada ini
bukan sekedar wacana kita di sini, di masyarakat itu sudah ada. Dan ini merupakan
suatu pembenaran dari wacana-wacana itu bahwa yang sudah ditetapkan belum kita
laksanakan. Tadi mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, itu semua
konsekuensi daripada Amendemen Ketiga yang sudah kita lakukan.

Oleh karena itu, jalan yang terbaik bagi kita, kami mengusulkan saja secara tegas
agar pertemuan dengan pimpinan fraksi segera dilakukan sebelum kita masuk pada
finalisasi.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Anthonius.

Supaya tidak mempergawat situasi, itu Sidang Tahunan itu bukan laporan
pertanggungjawaban. Bukan. Nanti makin gawat saja itu fraksinya kalau
pemahamannya begitu.

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Patrialis ini yang sudah tidak sabar mau
berbicara. Selalu tidak sabar.

39. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Sabar, sabar, sabar. Saya atau fraksi kami tadi kan memang ingin meminta ditinjau
kembali Pasal IIl ini. Sebetulnya, ada beberapa hal. Menyimak apa yang disampaikan
oleh Ketua PAH I, yang terhormat Bapak Jakob Tobing, putra Bukit Tinggi, gjo.

Tadi dikatakan oleh Pak Jakob bahwa Pasal Il ini sekaligus juga men- declare,
bahwa ke depan MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan sebagai
peraturan perundang-undangan. Hal itu sebetulnya kalau sekarang kita sudah nyatakan
itu, saya malah khawatir apakah ini tidak bertentangan dengan Aturan Tambahan kita
Pasal I. Bahwa sesungguhnya MPR justru diberikan tugas yang nanti pada saatnya
MPR juga masih mengeluarkan ketetapan-ketetapan, termasuk ketetapan untuk
mencabut. Nah, itu satu.

Yang kedua, tadi kami sampaikan juga dan sekarang kami tegaskan lagi bahwa
Ketetapan MPRS dan MPR secara eksplisit ini juga sudah kami sampaikan dulu bahwa
dia itu setingkat dengan undang-undang. Tetap diberlakukan, setingkat dengan undang-
undang. Ini juga bertentangan juga dengan Pasal 5 dan Pasal 20. Bahwa satu proses
perundang-undangan itu ada mekanismenya. Apakah pemerintah mengajukan ataukah
DPR mengajukan, itu kan ada. Tapi kalau kita sudah menyatakan level itu sama, ini
kan persoalan juga. Tentu MPR tidak bisa juga sewenang-wenang menyamaratakan
seperti itu. Nah, dalam hal ini saya setuju dengan pikiran Saudara Hamdan bahwa ini
memang harus ada mekanisme. Meskipun Saudara Hamdan mempertanyakan
formatnya bagaimana.

Keberatan yang ketiga adalah berkenaan dengan, “sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar ini”. Saya kira ini memang sangat berbahaya. Kalau dulu
waktu kita di Cipanas, kita katakan bahwa ini menghindarkan agar tidak muncul
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rechtsvacuum, kekosongan. Kalau begitu semua Tap-Tap MPR itu dinyatakan vakum,
bahkan ini adalah adalah lex specialis-nya. Justru lex specialis ini nanti akan menafikan
Pasal I dan Pasal II. Itu asas hukum juga. Terjadilah rechtsvacuum. Terjadilah
pertengkaran di antara anak bangsa ini nanti. Mana yang berlaku ini? Satu sama lain
bertentangan. Ini persoalannya juga yang harus kira perhatikan. Oleh karena itu, kami
tadi berpikir, Pasal Il ini sesungguhnya sudah kita masukkan yang Pasal I, Pasal II
serta Aturan Tambahan Pasal I. Itu alasannya.

Kemudian yang berkenaan dengan hukum acara ini. Kami konkret saja ingin
mengusulkan satu tambahan kalimat dalam Pasal IV. Yaitu, “Mahkamah Agung
diberikan kewenangan untuk membuat hukum acara untuk melaksanakan tugas-tugas
tersebut” Saya kira ini sudah banyak kita diskusikan tadi. Nah, kalau kita masih ragu
dengan posisi ini, kita masih ada waktu untuk mengundang Mahkamah Agung. Tapi
kalau ini sudah diadopsi, saya kira sudah selesai.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

40. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Patrialis. Termasuk usul formula dari Pasal IV yang
berkaitan dengan pelimpahan kewenangan mengenai Mahkamah Konstitusi kepada
Mahkamah Agung.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Zainal Arifin.

41. Pembicara: Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ingin mengingatkan bahwa pada waktu kita membuat Aturan Peralihan ini
pertama kali, kita hanya ada dua pasal pada waktu itu. Nah, kemudian pada waktu ada
kita sesuai kita memanggil pakar, maka kita menjadi empat pasal, bunyinya juga Aturan
Tambahan kita berubah. Dan kemudian pada hari ini juga saya lihat begitu banyak
argumen mengenai soal pasal-pasal yang ada di sini.

Jadi, memang kelihatannya lama-lama bagi saya ini bukan soal politik, tetapi juga
soal pemahaman kita mengenai soal hukum maupun soal Aturan Peralihan ini,
kelihatannya kita tidak memahami sepenuhnya, begitu. Oleh karena itu, kalau ada
usul tadi dari rekan yang mengatakan bahwa baiknya kita panggil pakar lagi yang
lainnya yang bisa menjelaskan pada kita soal ini, barangkali itu akan jadi masukan
baru lagi. Akan tetapi, barangkali sebagai bahan untuk kita diskusi, saya juga
mengemukakan pendapat saya juga yang barangkali berbeda juga dengan pendapat
yang lainnya.

Saya sebenarnya heran pada waktu kita mulai mengutak-utik Tap ini. Kita
turunkan tingkatnya, kita perlu menyeleksi Tap ini. Nah, ini apakah suatu kebiasaan
yang memang ada di dalam suatu perundang-undangan.

Barangkali Pak Zain bisa menjawab soal ini. Apakah kalau misalnya Aturan
Peralihan mengatakan bahwa Pasal I dan Pasal II sudah ada ini, kemudian kita mesti
review semuanya? Apakah itu bukan hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Bahwa
ada Tap yang masih berlaku atau tidak, itu otomatis kalau memang dia jadi bangkai,
perlukah upacara kita untuk menanam dia, gitu? Apakah itu memang sebenarnya
secara natural dia biar saja begitu, tidak apa-apa. Mana yang memang masih berlaku
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dia akan berlaku, mana yang tidak, ya tidak. Nah, persoalannya siapa yang
menentukan ini berlaku atau tidaknya.

Nah, di dalam Konstitusi kita yang baru ada satu fungsi yang kita letakkan
secara strategis, baik sebagai antarlembaga maupun di dalam soal fungsi konstitusi ini,
yaitu Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini pada waktu itu ada
dua usulan yang keluar. Adalah bagaimana dibuat satu tahun seperti yang tertera di
sini, ada yang satu bahwa segera dibuat di dalam waktu tiga bulan dengan Perpu.
Kedua-duanya itu sebenarnya penyimpangan. Sehingga persoalannya adalah
penyimpangan mana yang menurut kita paling enak. Nah, penyimpangan yang
dilakukan di sini yang sementara disetujui, yaitu dengan dijalankan oleh sementara itu
tidak ada oleh Mahkamah Agung. Kelihatannya ada beberapa persoalan-persoalan yang
sudah muncul di dalam diskusi ini.

Satu, adalah antara lain mengenai hukum acara untuk suatu konstitusi. Itu jelas
bukan wewenangnya Mahkamah Agung. Begitu juga hukum acara mengenai
impeachment. Di samping waktu itu argumen kami mengatakan bahwa Mahkamah
Agung sendiri adalah objek daripada fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu di mana
Mahkamah Konstitusi itu mempunyai fungsi untuk menyelesaikan perselisihan
antarlembaga. Jadi, kemungkinan bahwa Mahkamah Agung terlibat di dalam pertikaian,
itu ada.

Dengan demikian, sebenarnya kuncinya itu adalah bagaimana Mahkamah
Konstitusi itu harus segera ada karena kalau ada Mahkamah Konstitusi maka semua
persoalannya selesai. Yang usul kami pada waktu itu adalah melalui Perpu, kemudian
hukum acaranya dibuat oleh para anggota Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan
demikian, mereka yang akan melakukan penilaian terhadap semua persoalan yang kita
pertentangkan, kita persoalkan di sini.

Jadi, dengan demikian, usul kami konkretnya, kalau sekiranya Pasal Il ini masih
dipertahankan, maka saya setuju dengan usulan Pak Hamdan, bahwa tidak ada suatu
hak atau sesuatu yang membenarkan bahwa kita menurunkan suatu Tap menjadi
undang-undang.

Jadi, kalau kalimat ini menurut saya bagian ini yang mesti dicoret, “segala
Ketetapan MPRS dan MPR masih tetap berlaku sebagai peraturan perundang-
undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini.” Kalau itu
mau dihapus, maka menurut saya konstitusinya, Mahkamah Konstitusinya yang kita
perlu percepat untuk mengubahnya. Karena di sana persoalannya ketiganya. Ini salah
satu pandangan kami.

Dengan demikian, saya kira di Aturan Tambahan soal MPR ditugasi juga
menjadi tidak perlu. Tidak perlu ada upacara untuk menutup Tap-Tap yang menurut
kita tidak berlaku. Tidak ada upacara penguburannyalah dengan kata lain.

Terima kasih Pimpinan. Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Zainal Arifin.

Tadi Pak Zainal, saya kira memperluas lagi ini problem yang terkandung pada
Pasal II. Walaupun beliau tadi mengusulkan suatu formula, bagaimana ada
penyimpangan yang enak. Penyimpangan itu bahasa lainnya itu perselingkuhan,
perselingkuhan yang enak.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Hobbes Sinaga.
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43. Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya tidak mengulang lagi alasan-alasan saya dan pikiran-pikiran yang saya
sudah kemukakan tadi. Tapi pada kesempatan pertama tadi, saya sudah juga
mengajukan perbaikan, mungkin itu yang akan saya usulkan sekarang, yaitu perbaikan
rumusan di dalam Pasal III ini. Saya mengusulkan tadi begini “segala Ketetapan MPRS
dan MPR yang tidak bersifat pengaturan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar ini.” Soal sebenarnya masalah bertentangan atau tidak,
memang bahasa hukum itu bertentangan sebenarnya. Bahasa hukum bertentangan.
Asas hukum mengatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi, itu bahasa hukum. Tapi dulu kita sudah terbiasa
dengan menghaluskan bahasa, sehingga dulu kita lebih sering memakai “kurang
sesuai” atau “tidak sesuai”. Tapi kalau bahasa hukum yang sebenarnya yang baku ya
“bertentangan” itu. Kalau mau, barangkali mungkin bisa kita pergunakan, kita
hindarkan menggunakan kata “bertentangan” ini. Jadi, mungkin bisa kita ganti
sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini.

Jadi, usul saya kalau bisa, bisa tidak ditayangkan, Pak. “Segala Ketetapan MPRS dan
MPR yang tidak bersifat pengaturan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan
Undang-Undang Dasar ini”.

Terima kasih.

44. KetuaRapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saudara-Saudara, yang daftar tadi sudah selesai. Masih ada yang mau
berbicara? Pak Lukman, kemudian Pak Ali Hardi, kami persilakan. Pak Pataniari, Pak
Agun.

Silakan Pak Lukman dulu.

45. Pembicara:Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Saya masih ingin mendapatkan kejelasan tentang Pasal II itu sebenarnya
mungkin mirip dengan Pasal IIl. Kalimat “sepanjang untuk melaksanakan ketentuan
Undang-Undang Dasar ini’, di Pasal Ilitu. Jadi tampaknya ini belum banyak
ditanggapi, sejauh yang saya tangkap. Karena begini, makna “sepanjang untuk
melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini”, itu bisa dipahami. Ada istilah
dalam kaidah ushuliyah itu mahfum mukholafah, ada pemahaman terbalik, begitu. Jadi,
kalau tidak “sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini”, itu artinya
tidak berlaku. Karena dia masih berlaku “sepanjang untuk melaksanakan Undang-
Undang Dasar ini”.

Jadi, kalau tidak untuk melaksanakan ketentuan tidak sejalan dengan Ketentuan
Undang-Undang Dasar maka tidak berlaku. Apakah seperti itu pemahamannya.
Karena contohnya misalnya, bagaimana ke depan nanti kalau kita ingin membahas
RUU atau merevisi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, selama DPD belum ada, apakah DPR itu boleh
membahas hanya dengan Pemerintah, tidak melibatkan DPD? Karena Pasal 22
menyangkut DPD, itu harus melibatkan. Karena DPD ikut membahas. Misalkan
pengangkatan Hakim Agung selama belum ada Komisi Yudisial itu, apakah bisa MA itu
mengangkat Hakim Agung? Karena ketentuan Bab Kekuasaan Kehakiman itu oleh
DPR melalui Komisi Yudisial.
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Ini kata “sepanjang” untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini,
buat saya pribadi sangat mengganggu itu. Pemahamannya seperti apa. Karena bisa
dimaknai kalau dia tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini maka itu
tidak berlaku lagi. Apa seperti itu, maka akan macet semua ini.

Jadi, apa tidak sebaiknya, ini usul konkret saya, kata “sepanjang untuk
melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini” dihilangkan saja. Sehingga struktur
kalimatnya seperti Pasal I dan itu persis sama dengan Aturan Peralihan di naskah
asli Undang-Undang Dasar kita. Karena selama ini kan kita menggunakan Aturan
Peralihan yang naskah asli itu yang tidak ada masalah. Dan di situ tidak ada kata-
kata “sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini”. Jadi begitu
Ketua.

46. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tadi Saudara Lukman, tadi ada penjelasan dari Saudara Andi, kemudian
penjelasan dari Pak Jakob. Pas penjelasan Pak Jakob kalau tidak salah Saudara, ada,
ada, ada tapi keluar, waktu itu saya lihat. Oh.. dari sana sambil ngerokok. Jadi tadi sudah
dijelaskan secara agak panjang lebar sebelumnya oleh Pak Andi Mattalatta, kemudian
oleh Pak Jakob. Tapi ya itu hak kita untuk terus mempersoalkan ini.

47. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Artinya, pemahaman oleh Pak Andi dan Pak Jakob, itu satu pemahaman. Yang
saya khawatirkan, di hukum ini kan pemahaman bisa macam- macam. Ada pemahaman
terbalik seperti yang saya sampaikan itu. Itu bisa juga muncul pemahaman seperti
itu. Bukan berarti saya menyalahkan pemahaman yang disampaikan oleh Pak Jakob
dan Pak Andj, itu bisa juga seperti itu. Tapi ada pemahaman lain dengan adanya kata itu.

48. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf
Baik. Kami persilakan selanjutnya Pak Ali Hardi.

49. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi, Ketua dan rekan-rekan sekalian. Sebenarnya karena pembicara dari fraksi
kami terdahulu kelihatannya belum bisa mendapatkan kesepahaman dari teman-
teman semua maka kami belum perlu menambahkan ini supaya kesepahaman itu
betul-betul terjaga untuk kepentingan kita bersama.

Sebab ketika kita melihat Aturan Peralihan pada waktu Undang-Undang Dasar
1945 disahkan dulu, 18 Agustus 1945, kemudian Aturan Peralihan pada Konstitusi RIS
pada tahun 1949, kemudian Aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar Sementara
tahun 1950, kemudian Aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah
Dekrit 5 Juli 1959, ini perlu kami ulangi karena beda, Pak. Aturan Peralihan pada 5 Juli
1959 dengan Aturan Peralihan pada 18 Agustus 1945 itu beda. Kalau yang lalu itu
peralihannya dari aturan-aturan Belanda ke Republik merdeka, tapi kalau yang Dekrit
1959, itu dari zaman Belanda, zaman merdeka sebelum RIS, zaman RIS dan zaman
Parlementer Undang-Undang Dasar Sementara itu. Jadi, itu berlaku Aturan Peralihan itu.

Dan sekalipun mereka tidak menggunakan kata “sepanjang” karena sepanjang itu
saya tahu itu nama negeri yang di tempatnya Pak Tjipto, Sepanjang. Nama kota,
nama negeri, Pak. Kalau dari Surabaya kita harus mampir di Sepanjang, itu tempatnya
Pak Tjipto. Karena Pak Tjipto saya lihat merem, berarti betul. Jadi, ini yang
menimbulkan pertanyaan. Padahal, sebenarnya kalau kami menyimak apa yang
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berkembang dalam sidang-sidang ini, kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya
kekhawatiran yang paling pokok, yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden. Itu
ada sudah selesai dengan Pasal IV. Karena fungsi Mahkamah Konstitusi itu sudah mau
dijalankan oleh Mahkamah Agung yang ada dalam Pasal IV.

Nah, di lain pihak Pasal II ini juga akan berhadapan dengan Pasal III sendiri,
ketika Tap MPR itu.. karena dibuat sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Dasar maka kalau melaksanakan Tap MPR itu lalu tidak melaksanakan.., akan
dibentuk lagi siapa yang akan meneliti mana yang bertentangan mana yang tidak, dari
segala peraturan perundang-undangan itu dengan Undang-Undang Dasar ini. Itu
merupakan masalah baru lagi. Artinya, kita meninggalkan permasalahan, tentu bagi
para pakar akan senang ini. Akan tetapi sebagaimana pengalaman kita yang lalu, kita
di-complain oleh para guru-guru mata pelajaran tata negara bahwa mereka tidak punya
pegangan lagi mengajarkan anak-anak. Mau ujian saja soalnya mau tidak tahu mau
buat soalnya bagaimana. Buku pegangan tidak tahu buku pegangan apalagi yang mereka
mau sodorkan. Apakah menyodorkan perubahan yang sedang berjalan ini sebagai
pegangan anak-anak sekolah. Lhag, itu jutaan itu anak-anak sekolah yang terganggu
dengan apa itu. Jadi, bukan hanya kita empat puluh sekian itu yang menjadi masalah,
tapi implikasinya.

Oleh karena itu, kalau memang “sepanjang” itu menjadi masalah toh juga yang
lalu-lalu tidak ada “sepanjang” tidak menjadikan masalah dan tidak menimbulkan
masalah. Tergantung dari kita. Maka marilah kita tiru para pendahulu kita begitu jujur
mereka berprasangka baik dengan generasi sekarang ini. Yang terpuji generasi kita ini
disangka baik oleh pendahulu dulu. Mari kita berprasangka baik dengan generasi yang
akan datang setidak-tidaknya generasi MPR hasil Pemilu 2004 yang akan datang yang
di sini masih ada sebagian, ada Aritonang, ada Pak Andi, Patrialis Akbar biarpun
berteriak-teriak. Ketua PAH cukup kaget, tetapi tetap bersahabat begitu. Saya kira
demikian himbauan kami Ketua, terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

50. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Ali Hardi Kiaidemak yang telah agak panjang juga
mempersoalkan “sepanjang”. Jadi, memang begini ya. Tadi Saudara Andi itu
menjelaskan justru kata, “masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan
ketentuan Undang-Undang Dasar” itu justru untuk menjembatani pembicaraan
mengenai APBN, belum ada DPD bagaimana? Ya, tetap berlaku seperti yang ada
sekarang. Begitu juga yang lain-lain. Jadi, sebenarnya keterangan Saudara Andi itu
justru memberi pemahaman bahwa yang menjadi persoalan itu bukan persoalan tapi
yaitu pemahaman Saudara Andi dan Saudara Lukman berbeda. Pemahaman Saudara
Andi tidak tertulis katanya, tidak ada penjelasan.

Mengenai Pasal IIl saya kira dari teman-teman PPP tidak terlalu banyak
mempersoalkan lagi. Bukan berarti tidak ada persoalan.

Silakan, selanjutnya kami persilakan Saudara Pataniari.

51. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Memang menarik Sidang PAH I ini dan menimbulkan berbagai pertanyaan-
pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaan kami memang ternyata pemahamannya
tergantung hari ya. Kalau hari Senin lain, hari Selasa lain, Rabu lain. Jadi sangat
tergantung pada hari-hari rupanya.
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Jadi, mungkin kalau bahasa Jawanya mesti pakai nogo dino mungkin supaya sama
itu.

Jadi, ada berapa hal yang kami tertarik dengan pendapat teman-teman. Yang
tertarik saya pertama itu adalah seolah-olah kita ini bukan yang merumuskan kalimat
ini. Jadi, saya agak geli itu. Jadi, banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kepada
diri kita sendiri pada waktu merumuskan ini maksudnya apa sih sebenarnya gitu.

Saya ingin mengajak kita kembali kepada kita punya titik tolak berangkat
mengenai pengertian Aturan Peralihan. Dari awal saya kira kita sepakat ini
transitoir. Artinya, membawa yang lama ke yang baru Pak. Nah, dalam hal ini tentu
ada yang lama peraturan yang masih jalan, yang baru lembaganya belum ada, lembaga
yang ada berfungsi sebagai lembaga yang baru. Kan begitu persoalannya. Sebab kalau
kita persoalkan pada perdebatan antara masalah yang baru dan yang lama memang
tidak pernah akan selesai transisi tersebut. Jadi, mungkin kita sepakat dengan
diadakannya Undang-Undang Dasar amendemen ini yang baru, otomatis lembaga-
lembaga yang lama karena belum ada rekruitmen baru berfungsi seperti yang baru ini
kita sepakati bersama.

Kemudian menyangkut tadi masabh “sepanjang” atau “bertentangan”
menurut kami sebetulnya itu dengan sendirinya kan begitu Pak. Kalau “bertentangan”
kan tidak berlaku sebetulnya. Nah, sekarang kita perdebatkan bagaimana menilainya?
Kalau kita mengakui kita punya Amendemen Ketiga dengan menetapkan fungsi
Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang itu Mahkamah Konstitusi sebetulnya akan
menangani. Nantinya memang bukan tugas PAH I, bukan tugas MPR. Dari sini saya
ingin juga ada komitmen terhadap keputusan-keputusan kita terhadap adanya
lembaga-lembaga baru yang selamanya tidak ada lembaga menangani hal tersebut.

Menyangkut masalah Pasal IV, kami berpendapat bahwa Pasal IV ini saya lihat
rumusannya sudah bisa menampung aspirasi yang berkembang karena juga nanti
agak menjadi tertawaan. Di satu sisi kita ingin mengatasi belum terbentuknya suatu
lembaga, di sisi lain kita pindahkan kekuasaan lembaga itu kepada yang transisional.
Ini kan menjadi lucu. Di mana-mana itu Pak ada yang primer ada yang sekunder. Ada
yang namanya umum, general, ada yang partikular. Jadi, saya bicara gelas ini gelas
yang saya kalau bicara gelas, gelas semuanya. Jadi, tidak pernah ada namanya hanya
umum di mana-mana ada yang umum ada. Kita bicara PPP ya, ada yang PPP
umumnya, ada yang Reformasi misalnya. Itu selalu ada.

Jadi, maksud kami saya mau persis. Maksud kami itu memang selalu ada yang
khusus gitu Ilho. Artinya, selalu ada yang khusus ada. Jadi kita bicara yang umum, ada
yang khusus. Ada yang ingin kami sampaikan di sini adalah masalah Mahkamah
Konstitusi. Kalau kita pindahkan seluruhnya Pasal 24C ke MA, justru saya pikir kita
sendiri yang tidak konsisten kepada rumusan yang kita buat gitu.Jadi, memang ada
keperluan, tapi bukan berarti memindahkan seluruhnya kepada yang transisional. Itu
namanya terbalik-balik lagi. Karena kita bersepakat lembaga-lembaga yang ada ini
berfungsi seperti lembaga yang baru dengan asumsi memang ada hal-hal yang harus
diselesaikan. Dari semula pun MPR tidak ada yang menangani masalah legislative
review. Jadi, masalah Mahkamah Khusus ini tidak semata-mata masalah impeachment
menurut kami.

Hal-hal ini kami pikir perlu kita sepakati kembali bersama dulu. Jadi, sebelum
masuk rumusan-rumusan, saya khawatir kalau kita langsung masuk rumusan sekarang
dengan persepsi pemahaman yang berbeda-beda nanti akan kacau lagi kita semua.

Sekian. Terima kasih Pimpinan.
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52. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Pataniari Siahaan yang saya kira juga menambah anu juga ya.
Kita ini dengan makin banyak yang berpendapat itu makin memperlihatkan problem-
problem yang ada di dalamnya gitu. Kami persilakan Saudara Agun.

53. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Yang pertama saya komentar untuk Pak Antonius Rahail.

Jadi, kalau dikatakan bahwa perdebatan kita ini menunjukkan kebenaran di publik
bahwa kita ini tidak ada kemajuan, saya tidak sependapat. Bahkan ini salah satu sikap
kita bukan sekedar hanya penuh kehati-hatian, tapi kesungguhan kita untuk
merumuskan Aturan Peralihan yang sangat transisional ini untuk merumuskan sesuatu
yang paling benar. Jadi, memang dari waktu ke waktu ya intensitasnya harus terus
banyak kita lakukan. Jadi semata-mata dalam rangka itu.

Oleh karena itu, kembali kepada rumusan Pasal IIl. Pada alinea yang terakhir di
Pasal III ini seperti yang disampaikan oleh Pak Hobbes, ada sebuah pertanyaan pada
diri saya kalau rumusan ini dipakai Ketetapan MPRS dan MPR yang tidak bersifat
pengaturan itu. Saya contohkan saja yang tidak bersifat pengaturan itu pengangkatan
Presiden, pengangkatan Wakil Presiden. Lalu, saya kaitkan dengan kalimat berikutnya
“dia masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan Undang- Undang Dasar ini”. Kalau
menurut saya dia sudah tidak sesuai. Jadi, buat saya menggunakan kata “bertentangan”,
menggunakan kata “sesuai” ini pada substansinya sama. Jadi, belum lagi kalau
menggunakan kata “yang tidak bersifat pengaturan” kalau ini dieksplisitkan begini
bagaimana dengan Tap MPRS dan MPR yang justru bersifat pengaturan seperti Tap
VII Tahun 2000 itu pengaturan soal TNI/Polri. Jadi, saya pikir saya usul ini ditarik
kembali begitu, untuk Pasal III.

Kemudian untuk Pasal IIl yang dalam kurung itu. Seingat saya dalam perdebatan
ini bukan ingin lari dari apa yang kita sepakati dan semuanya saya pikir kita
sependapat dengan itu. Justru rumusan ini muncul kalau menurut saya sudah melalui
suatu proses-proses yang cukup amat panjang. Dan menggunakan kata-kata
“sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar” yang dikatakan
oleh Saudara Lukman, itu adalah kesepakatan kita pada waktu di Sheraton Bandara
yang memperdebatkan juga tidak menggunakan istilah kata-kata “tidak bertentangan”.
Bisa dibuka dan dilihat risalah sidang rapat kita. Itulah kesepakatan kita sehingga
Pasal I, Pasal II dianggap sudah menyelesaikan Aturan Peralihan itu secara
keseluruhan. Dan menurut saya kalaupun itu yang mau dirumuskan saya setuju.
Karena menurut saya tidak ada masalah. Hanya kita setelah menerima masukan-
masukan, tampaknya secara eksplisit.

Oleh karena itu, muncul salah satunya secara eksplisit itu menurut saya Pasal
IV. Sebelum masuk ke Pasal IV, saya mengusulkan tetap di Pasal IIl ini. Yang terpenting
itu kita ingin melihat ke depan MPR ini tidak lagi memiliki kewenangan seperti
Undang-Undang Dasar yang lama, dia tidak lagi “sepenuhnya..”. Dia hanya memiliki
kewenangan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan
Wakil Presiden, lalu melakukan proses impeachment. Jadi, tidak ada lagi produk Tap-
Tapnya.

Bagaimana nasib Tap-Tap, itu yang menjadi persoalan kalau hirarki perundang-
undangan kita yang akan datang tidak lagi mengakui itu. Karena tidak ada lagi itu.
Seperti Tap III Tahun 2000 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-undangan.
Bagaimana itu? Oleh karena itu, harus dinyatakan sikap itu sebagai apa posisinya
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sehingga ada perlakuan yang bisa kita lakukan, semata-mata hanya itu, bukan seolah-
olah kita menurunkan derajatnya itu, merendahkan atau.., tapi itu adalah sebagai
konsekuensi pilihan kita agar permasalahan ini harus kita selesaikan sehingga rumusan
itu.

Nah, kalaupun kata-kata yang tidak bertentangan, itu menurut fraksi kami yang
tidak relevan lagi, tidak perlu lagi. Karena, satu, secara prinsipiil itu bertabrakan
dengan Pasal I yang sebelumnya di Aturan Peralihan dan yang juga secara prinsipiil
juga tidak pas dengan apa yang dilakukan di dalam Aturan Tambahan diPasal [ yang
menugaskan kepada MPR melakukan pengkajian dan sebagainya. Saya pikir hanya itu.

Nah, oleh karena itulah, kembali masuk kepada Pasal Il ini saya mengusulkan
kalau substansinya itu yang disepakati maka kami minta pada waktunya nantj,
katakan di finalisasi, rumusannya di Pasal III itu ada penyempurnaan. Jadi, walaupun
di-bracket itu dihilangkan, tetapi ada penyempurnaan kalimat yang penting
dideklarasikan bahwa itu setingkat dengan undang-undang sehingga ada walaupun
terjadi sesuatu institusi yang bisa menentukan.

Kemudian menyangkut Pasal IV. Pasal IV ini seperti yang disampaikan juga
keterkaitan dengan “sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar”.
Karena ini dianggap dan sudah kita sepakati menjadi sesuatu yang prioritas
katakanlah untuk kita ke depankan, walaupun menurut pendapat fraksi kami
berulangkali Pak Andi itu mengusulkan dari fraksi kami, itu bagaimana dengan DPD
dengan Komisi Yudisial dan lain sebagainya untuk bisa juga di-cover.

Oleh karena itulah maka Pasal IV ini menyatakan bahwa, kalau kita tarik lagi
Pasal IV ini kan sebetulnya tidak mandiri, sendiri, tapi Aturan Peralihan antara Pasal
I dengan yang lain ini ada interaksi. Pasal I mengatakan “segala peraturan perundang-
undangan yang ada masih berlaku sepanjang belum diadakan yang tetap”. Saya
sebutkan saja Tap III Tahun 1978 itu masih berlaku dengan Pasal I itu. Pasal II, segala
Ketetapan MPRS itu masih tetap berlaku karena memang Mahkamah Konstitusinya
itu belum ada. MPR masih bisa melakukan itu berdasarkan Tap III Tahun 1978.
Kemudian kita sepakati dengan adanya Pasal IV inilah maka untuk melaksanakan itu,
Mahkamah Konstitusi ini bagaimana secara serta-merta bisa diberlakukan? Maka dia
kewenangannya itu diberikan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung.

Nah, oleh karena itu, saya setuju kalau pada posisi transisional ini itu menjadi
tidak tepat kalau hanya kita memberikan kewenangan yang pada benak pikiran
kami pada waktu menerima rumusan ini dalam menjalankan kewenangan.. segala
kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Dalam benak pemikiran kami,
dalam menjalankan kewenangan di dalam Mahkamah Konstitusi termasuk juga dia
memiliki kewenangan mengatur dirinya, yaitu hukum acaranya. Karena kewenangannya
itu dijalankan oleh Mahkamah Agung. Nah, itu prinsipnya.

Oleh karena itu, supaya tidak keliru, tidak salah maka disepakati lagi selambat-
lambatnya setelah satu tahun sejak perubahan ini, Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi harus sudah diundangkan. Yang dimaksud dengan Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi itu menyangkut masalah pengangkatan hakim konstitusinya,
institusinya, termasuk hukum acaranya. Tetapi sebelum itu terbentuk, kewenangan
dan hukum acara, kita sepenuhnya saja berikan kepada Mahkamah Agung. Itu yang
menurut hemat kami yang kita sepakati yang sebetulnya pada tataran pada hari ini, itu
sudah bisa dijalankan menyangkut masalah tugas Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau
masalah DPD, memang belum bisa karena belum ada pemilihan umum. Begitu juga
Komisi Yudisial, begitu. Belum bisa dilaksanakan untuk proses rekrutmen Hakim
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Agung. Oleh karena itu DPR tetap bisa melaksanakan walaupun Komisi Yudisial itu
belum ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itulah,
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar, DPR, MPR, dan
sebagainya itu tetap bisa melaksanakan.

Jadi, usulan kami konkretnya Pak Ketua, pada pasal yang keempat ini mungkin
akan lebih tepat begitu kalau ada dua alinea itu. Alinea yang pertama itu naik yang ke
atas karena itulah emergency-nya. Terus setelah itu, selambat-lambatnya itu di alinea
yang di bawahnya.

Terima kasih.

Ya, termasuk hukum acara itu, saya dalam penafsiran kami dalam menjalankan
kewenangan itu termasuk hukum acara.

54. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih.

Saya kira semua sudah berbicara. Saudara-Saudara sekalian, ada beberapa
masalah yang saya kira mari kita coba selesaikan.

Jadi, yang berkaitan dengan Pasal II itu adalah berkaitan dengan kata “tetap
berlaku sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar”. Itu yang masih
dipersoalkan. Dan seperti tadi diingatkan oleh teman- teman, Pasal Il ini betul-betul hasil
rumusan yang sejak awal kitasudah tiga kali disetujui. Tapi tidak apa-apa dipersoalkan
untuk mempertajam pemahaman kita.

Kemudian, yang berkaitan dengan Pasal II], ini yang paling banyak dipersoalkan.
Jadi, yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan kandungan- kandungan
permasalahan yang muncul dari bunyi seperti ini. Oleh karena termasuk kalau dicari
bunyi yang lain yang diusulkan oleh Saudara Hobbes Sinaga. Karena misalnya,
Ketetapan yang tidak bersifat pengaturan yang berkaitan dengan Tap tentang
Pengangkatan Presiden. Itu ada ketentuan di sana, misalnya soal pertanggungjawaban
dan sebagainya. Apakah itu tetap berlaku dengan sendirinya dengan misalnya alternatif
kalimat semacam ini.

Kemudian, saya kira yang tadi juga cukup banyak diperbincangkan adalah kata
“bertentangan” itu. Argumennya sudah banyak sekali dari yang pro maupun yang
kontra. Saya sendiri berpikiran, mengenai Pasal III ini, nanti kita akan mencoba lebih
fokus karena permasalahannya lebih banyak.

Yang berkaitan dengan Pasal IV saya kira hampir sama sudah pendapatnya.
Bahwa dari sudut susunan maka alinea kedua menjadi alinea pertama. Kemudian,
ditambahkan dengan masalah kewenangan juga di dalamnya untuk mengatur
acaranya, walaupun di dalam Pasal 24C itu dikatakan bahwa pengangkatan dan
pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang
Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Karena itu, lalu ditaruh di alinea
kedua dengan ”selambat-lambatnya”. Itu berarti kalaupun ada hukum acara yang di-
create oleh MA karena misalnya itu belum ada, itu bersifat sementara. Ketika
undang-undangnya ada, itu ya hilang. Jadi, kalau menurut saya sebagian besar
pembicara mengenai ini adalah sudah ndekat. Kemudian yang lain.

55. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Interupsi Pimpinan.

56. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.
Sebentar dulu.
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57. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Supaya tidak menjadi kesimpulan karena Pimpinan sudah langsung
menyimpulkan, kami, tolong catat, bahwa kesimpulan itu baru kesimpulan Pimpinan
sendiri, akan mengubah alinea kedua menjadi alinea pertama, belum menjadi
kesepakatan kita.

Terima kasih.

58. KetuaRapat: Slamet Effendy Yusuf.

Saya hanya menyimpulkan yang berbicara begitu karena Saudara Pataniari
tadi tidak berbicara tentang itu. Jadi, oleh karena itu, saya tadi mengatakan
sebagian besar pembicara meminta itu dibalik, bukan untuk apa-apa, untuk melihat
urutan berpikirnya begitu lho. Jadi, memberi dulu kewenangan sementara pada ini.
Setelah itu, ditetapkan berdasarkan yang Pasal 24C.

Kemudian yang lain, yang lain adalah berkaitan dengan Aturan Tambahan yang
penugasan itu. Ada yang tadi berpendapat bahwa itu adalah berkaitan dengan tugas
MK, ada yang mengaitkan itu. Tapi apa betul, apa betul seperti itu? Karena itu kan
Ketetapan MPR, Ketetapan MPR, apakah seperti itu dan sebagainya. Saya kira itu
persoalannya.

Sekarang penyelesaiannya seperti apa? Apakah kita mau membicarakan satu
per satu untuk diselesaikan atau dua pilihannya. Yang pertama kita membuat Tim
Kecil lagi, tetapi dengan wewenang yang agak lebih penuh. Jadi, selama Tim Kecil di
situ sudah sepakat, maka pleno ini harus sepakat. Karena itu, Tim Kecil nanti terdiri
dari wakil-wakil fraksi.

Atau yang kedua, ya sudah biarkan seperti ini. Kita bicarakan di tingkat lobi,
tingkat tinggi, yaitu lobi pimpinan fraksi, kalau perlu pimpinan partai. Karena ini sudah
dibicarakan berkali-kali. Yang sudah disepakati muncul lagi, dan seterusnya. Kalau itu
diteruskan, saya kira, kita akan terjebak kepada suatu pembicaraan yang sampai
kepada lingkaran setan, kita tidak pernah sampai bagaimana memutuskannya.

Nah, untuk pemutus ini menurut kami, dua cara. Tadi sudah kami kemukakan.
Serahkan kembali kepada Tim Kecil dengan mandat penuh atau yang kedua serahkan
kepada lobi di tingkat pimpinan fraksi dan pimpinan partai kalau diperlukan. Jadi,
kita mau lakukan yang mana ini? Ada usul? Usul tentang prosedur saja, jangan ini lagi.
Silakan Saudara Baharuddin Aritonang.

59. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)

Usul saya karena tadi ada juga yang mengemukakan, barangkali kalau masih ada
peluang, waktunya mungkin, kita dalam Pleno lengkap tapi mungkin mengundang
kemudian satu, dua pakar sesuai dengan mungkin pengorganisasiannya kembali.
Kalau masih ada waktu. Kalau tidak ya, mungkin yang alternatif kedua, alternatif yang
ketua kemukakan itu mungkin jalannya.

Barangkali itu saja.

Terima kasih.

60. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.
Terima kasih.
Saudara Agun.

61. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)
Saya lebih melihat kalaupun ini dilanjutkan kepada Tim Kecil, ini tidak akan
banyak kemajuan apa-apa. Satu.
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Yang kedua, kalau kita kembali mengundang pakar, saya yakin juga tidak akan
banyak kemajuan. Karena disiplin ilmu setiap orang, kita sudah sama-sama saksikan,
pakar yang satu dengan pakar yang lain juga ada yang mendukung suara saya, ada juga
yang membantah suara saya, dan sebaliknya.

Dan kalau saya melihat ada tata urut yang saya pakai itu kalau segala sesuatu
itu, kebetulan saya muslim begitu, kalau menghadapi kesulitan itu berpedoman
kepada Al-Quran. Kalau tidak ada pengaturannya, saya turunkan ke hadist. Lalu, kalau
di hadist juga tidak begitu memberikan kejelasan kepada saya, saya akan gunakan
logika Pak, karena itu kebutuhan. Tentunya tetap dengan ukuran Al-Qur’an dan hadist.

Jadi, artinya buat saya, kedudukan pakar ini itu posisinya seperti itu. Jadi,
sebetulnya logika dan kepentingan apa yang akan kita rumuskan. Sebetulnya, kata
kuncinya itu saja. Jadi, saya pikir tidak perlu lagi mengundang pakar kalau menurut
saya. Jadi langsung di lobi tingkat pimpinan fraksi atau pimpinan partai.

Terima kasih.

62. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.

Baik. Jadi kita ke lobi saja ya. Kemudian lobi pimpinan fraksi ini, andai kata, ini
saya bertanya ya, andai kata pimpinan fraksi ini kemudian mengutus orang-orang yang
ada di PAH I begitu, misalnya PPP Pak Zain dengan Pak Lukman dan Pak Ali Hardi,
atau salah satu di antara beliau-beliau. Reformasi, Pak Luthfi atau Pak Patrialis dan
seterusnya. Saya kira itu juga mungkin bisa dilakukan. Terserah pada pimpinan fraksi.

Saya kira Saudara-Saudara kita sepakati begitu saja ya?

Silakan Pak Luthfi.

63. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Yang terjadi di Cipanas, itu di samping masalah Aturan Peralihan, yang akan
dibawa juga ke forum pimpinan fraksi dan DPP kalau perlu, adalah masalah putaran
kedua dan masalah agama. Itu.., dan komposisi MPR juga. Itu hal-hal yang sudah kita
pasang. Kalau memang mau itu ya, empat itu sekalian, jangan cuma satu.

64. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.
Saya kira begini saja Pak Luthfi.

65. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)
Tapi kalau itu keputusan kita di Cipanas.

66. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.

Saya kira seluruhnya yang belum tercapai kesepakatan, kita akan segera
melakukan lobi. Dan sebaiknya lobi itu dilaksanakan sebelum finalisasi. Nah, kalau
sampai finalisasi itu juga belum sepakat di antara para petinggi, ya mudah-mudahan di
Badan Pekerja. Kalau itu juga belum selesai, mudah-mudahan di Sidang Umum. Tetapi
lobi akan terus dilakukan sehingga tugas kita nanti menjadi lobi-lobi. Saya kira itu saya
kira.

Saudara-Saudara sekalian, saya ingin menyatakan bersama Pak Jakob, terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara-Saudara yang telah menyampaikan
pendapat-pendapat ini. Dan kita makin tahu bahwa ternyata untuk merumuskan
Aturan Peralihan yang tadinya kita lihat akan sederhana tetapi kemudian menjadi
sangat rumit. Oleh karena itu, saya kira kita akan lebih mencermatinya di masa yang
akan datang.

Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Besok ada tamu, dari mana
saja? Ada Fakultas Hukum UGM, MPPI, GMN], tiga itu untuk hadir di sini. Bapak-Bapak
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kami minta untuk ikut hadir di sini untuk mendengarkan pendapat-pendapat
masyarakat. Saya kira itu.
Terima kasih, dengan ini rapat kami nyatakan ditutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.27 WIB
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RISALAH RAPAT PLENO KE 37 PANITIA AD HOC1 BADAN PEKERJA MPR

1. | Hari | : | Rabu
| - | TRAIR ! : _— S S
| 2. Tanggal |+ 10]Juli 2002 B

3. | Waktu B : | 10.00 WIB - selesai

4. | Tempat | ¢ | Ruang GBHN Nusantara V

5. | Pimpinan PAHI | * | 1. Drs.Jakob Tobing, MPA

| 2. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si

’ 3. H.Harun Kamil, S.H
4. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.

| 6. | Ketua Rapat _ ;J_ Drs. Jakob Tobing, MPA.
7. 1 Sekretaris Rapat | : | Dra. Sri Sumarwati Isf B
8. | Acara : : Audiensi Panitia Ad Hoc 1 BP MPR RI dengan:

\ 4. Fakultas Hukum UGM Yogjakarta
i 5. Ketua DPC GMNI DKI Jakarta
| 6. Koordinator MPPI

9. LHadir i 44[: | 20 orang -
10. | Tidak hadir | : | 8orang
JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Hadirin yang saya hormati, selamat pagi.

Sesuai dengan rancangan dalam undangan, pada hari ini PAH I akan menerima
kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dari Masyarakat Pers dan
Penyiaran Indonesia, dan mestinya ada juga dari GMNI Jakarta. Tetapi sampai sekarang
GMNI Jakarta belum kelihatan. Dan, kita akan melakukan pertemuan pada hari ini
untuk mendengarkan masukan-masukan dari Fakultas Hukum Gama dan dari MPPI
atas Rancangan Amendemen Undang Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan tata tertib maka rapat ini adalah bersifat rapat dengar pendapat
dan tidak memerlukan kuorum tertentu dan juga ini adalah rapat terbuka.

Jadi, dengan ucapan terima kasih, maka rapat ini kami buka.

KETOK 1X

Kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara-Saudara dari Fakultas
Hukum dan Saudara-Saudara dari MPPI pada pertemuan pada hari ini.

Sesuai dengan kesepakatan kita dari Panitia Ad Hoc, maka pertemuan-pertemuan
dengan masyarakat. Apakah itu dari perguruan tinggi atau dari organisasi profesional
dan sebagainya. Itu akan tetap diusahakan sampai dengan waktu yang paling terakhir.
Namun, tentunya sepanjang waktu memungkinkan, karena kadang-kadang memang
waktunya sangat padat. Dan, oleh karena pertimbangan waktu itu pula maka
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pertemuan pada hari ini dilakukan sekaligus walaupun topiknya berbeda antara
Fakultas Hukum, MPPI dengan kami. Kemudian juga bahwa pertemuan ini bisa selesai
sampai jam 12.00 WIB.

Oleh karena itu, bisa kita sepakati maka kami akan langsung masuk pada acara
kita? Bisa ya? Baik, terima kasih dan sesuai dengan urutan saja dari, selamat datang Pak
Ali Masykur, acara dalam undangan.

Kami pertama-tama akan mempersilakan rekan-rekan dari Fakultas Hukum
Gama menggunakan waktu barangkali beberapa menit yang diperlukan, untuk
mengantarkan. Apa 15 menit? Apa 10? Apa 207 Sekitar 15 ya?

Silakan. Nanti akan disusul oleh MPPI, juga sekaligus. Jadi, ini ganti persneling
begitu. Dan kemudian, mungkin sesudah itu. Jadi setelah MPPI menggunakan waktu
yang sama, rekan-rekan Panitia Ad Hoc I akan menggunakan waktu. Mungkin untuk
memperdalam apa-apa yang disampaikan untuk lebih memahami atau juga untuk
memberikan komentar.

Kami akan mempersilakan rekan-rekan dari FH Gama.

Pak Fajrul Falaakh kami persilakan. Sekalian barangkali diperkenalkan.

Ya, silakan.

2. Pembicara : M. Fajrul Falaakh (FH-UGM)

Terima kasih Pimpinan PAH I, Pak Jakob Tobing, juga terima kasih kepada staf
dari Sekretariat PAH 1.

Bukan hanya PAH mengagendakan dengan persetujuan anggota, tapi juga
membantu tadi sudah menggandakan bahan. Oleh karenanya, kami berharap bahwa
bahan sudah diterima oleh para anggota dari Panitia Ad Hoc L.

Sebelum saya berlanjut, ingin saya perkenalkan anggota dari teman- teman yang
bisa hadir di sini.

Saya sendiri Fajrul Falaakh, kemudian sebelah kanan saya adalah Saudara
Aminoto, staf pengajar dari bidang hukum Tata Negara. Di belakang Saudara Aminoto
adalah Saudara Andiomara, juga asisten bidang Hukum Tata Negara, di sebelah kiri
Saudara Andiomara adalah Saudara Sandi Antonius, juga asisten di dalam bidang
hukum Tata Negara.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, rekan-rekan pers. Meskipun bahan
sudah tersedia, perkenankan saya menggunakan waktu yang disediakan untuk
mengantarkan audiensi dari Fakultas Hukum ini untuk memberikan penekanan saja
pada beberapa hal yang menyertai pikiran-pikiran berupa usulan Rancangan
Amendemen yang kami ajukan.

Jadi, secara spesifik sekali yang kami ajukan di dalam kesempatan audiensi ini
adalah berhubungan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyangkut
pengaturan tentang keadaan bahaya.

Ada yang menarik di dalam perkembangan amendemen konstitusi yang sudah
berlaku atau yang sudah terjadi selama ini, yaitu selama tiga kali dan bahkan juga
menarik kalau kita memperhatikan Rancangan Amendemen yang IV. Persoalannya
menarik oleh karena sejak tahun 1999, mengemukakan kentara sekali dan terlihat
secara serius diterapkan, satu, kebijakan amendemen kira-kira begitu oleh MPR ini.
Bahwa kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan negara lebih khusus Presiden, akan
dilakukan melalui perumusan-perumusan amendemen.

Oleh karena itu, kita lalu mendapatkan berbagai macam amendemen yang
mengenai kekuasaan Presiden, sekian pasal menyangkut misalnya di bidang yang
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berkaitan dengan bidang hukum, grasi, amnesti, abolisi sudah mengalami amendemen.
Dalam hubungan luar negeri, pengangkatan duta dan konsul mengalami amendemen.
Bahkan, urusan negara lain menerima duta dan konsul negara lain juga mengalami
amendemen dan lain-lain.

Tetapi, satu pasal ini saja, Pasal 12 ini saja, mulai dari Amendemen I, II dan Il dan
juga di dalam Rancangan yang IV sekarang sama sekali tidak disentuh. Oleh karenanya
ada apa? Kalau semula tidak disinggung, tidak disinggung sekalian, tapi setelah yang
lain-lain disinggung hanya ini saja dikecualikan, memunculkan pertanyaan. Apalagi
oleh karena terjadi juga melalui amendemen itu, restrukturisasi lembaga-lembaga
negara, bahwa sekarang ada DPR, dan juga ada Dewan Perwakilan Daerah.

Oleh karena itu, di samping banyak alasan-alasan yang lain yang kami ajukan di
dalam halaman 2, kami lalu berpikir apa ini implikasi segala macam Amendemen yang
sudah terjadi I, II dan III, dan juga agenda di dalam Rancangan Amendemen
implikasinya terhadap banyak pasal-pasal lain yang tidak tersentuh atau tidak
disentuh. Salah satunya adalah Pasal 12.

Jadi, itulah yang kira-kira mendorong kami kemudian mengajukan pemikiran
supaya juga dilakukan amendemen terhadap Pasal 12 Undang Undang Dasar 1945.
Sehingga di dalam usulan-usulan yang ada di sini, terutama kami lebih memberikan
penekanan kepada Alternatif 1, terlihat bahwa penanganan masalah keadaan bahaya
ini juga memantulkan amendemen yang sudah dilakukan oleh MPR.

Misalnya, bahwa sekarang kalau orang mau, apa ini Presiden tetap diberikan
kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya. Artinya keadaan bahaya itu bukan
dinyatakan, misalnya oleh Presiden dari Kongres. Di negara lain misalnya begitu, maka
persetujuan itu ya bukan hanya dari DPR, tetapi juga dari DPD. Artinya, lalu pasal yang
lama Pasal 12 di mana "Presiden menyatakan keadaan bahaya, keadaan bahaya, syarat
dan akibatnya diatur dengan undang-undang”, artinya hanya diatur oleh Presiden dan
DPR, tidak memadai. Sebab sekarang ada DPD. Sebab keadaan bahaya itu menyangkut
seluruh bangsa. Sebab keadaan bahaya itu juga menyangkut wilayah negeri ini. Tidak
bisa rancangan parlemen bikameral mungkin yang sifatnya sangat asimetris
meninggalkan perwakilan daerah apalagi sudah menyangkut kondisi bahaya,
emergency.

Kami juga mengajukan usulan supaya misalnya tetap ada waktu untuk
memberikan apa istilahnya, time constrain begitu, di dalam perbuatan pernyataan
bahaya. Tetapi, kami juga menyadari yang namanya emergency itu ya emergency pada
saatnya betul-betul emergency apa ya orang masih harus minta izin. Apalagi kalau
misalnya lembaga yang diharapkan untuk memberikan izinnya atau persetujuannya itu
reses. Itu sebabnya kami di sini misalnya mengatakan bahwa, baik kita beri peluang
kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya jika DPR dan DPD yang dalam
keadaan tidak reses bisa memberikan persetujuannya. Tapi karena reses, Presiden
boleh menyatakan semacam, katakanlah, secara sepihak begitu keadaan bahaya, cuma
agar keadaan bahaya itu tidak diklaim secara sepihak saja oleh pihak Kepresidenan,
maka kami berikan mekanisme-mekanisme berikutnya. Pernyataan bisa saja hanya
disampaikan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD, tapi itu memberikan kewajiban
kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD yang anggotanya sedang reses untuk segera
mengundang persidangan yang dimaksud.

Kami juga memasukkan di dalam usulan ini mengingat berbagai macam
perkembangan yang terjadi di tanah air, tapi juga wacana yang muncul bahwa
seringkali pihak keamanan, dalam hal ini khususnya militer. Ketika didesak untuk
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melakukan penanganan terhadap banyak masalah Maluku atau Aceh dan sebagainya,
belum-belum sudah menggunakan apa ini, mekanisme pertahanan, nanti kita segera
dituding melanggar HAM. Dalam hal ini kita introduksikan di dalam kondisi bahaya,
bahkan sampai yang tingkatnya katakanlah optimum. Itu mungkin ada banyak hal yang
memang terpaksa tidak bisa dilindungi, tetapi kita ingin mengingatkan di sini misalnya
di dalam usulan Pasal 10, hal-hal apa yang sama sekali bisa dilanggar meskipun
keadaan itu bahaya.

Kira-kira kalau ingin kami singkat dengan tidak mengurangi keseluruhan isi yang
ada di dalam bahan tertulis ini, seperti itulah Bapak Pimpinan terhormat usulan kami
tentang perlunya Amendemen Pasal 12.

Kami lebih, meskipun di sini di dalam usulan kami ajukan Alternatif 1 dan
Alternatif 2, tapi penekanan lebih diberikan kepada Alternatif 1. Jadi, agak lebih rinci
dibanding Alternatif 2 dengan pertimbangan bahwa supaya memberikan patokan-
patokan yang sifatnya prinsipiil, lebih jelas, tanpa menutup kemungkinan bahwa hal
yang sifatnya rinci tetap perlu diatur di dalam katakanlah peraturan perundang-
undangan.

Kenapa begitu?

Alasan lainnya juga oleh karena di dalam praktik amendemen selama ini, MPR
bukannya tidak membuat hal-hal yang rinci. Dalam beberapa hal makin merinci
ketentuan tentang hak-hak asasi manusia, jauh lebih ekstensif dibanding pasal-pasal
yang ada sebelumnya. Masalah hubungan pusat dan daerah terlihat sekali jauh lebih
ekstensif dibanding misalnya Pasal 18 yang semula. Bahkan, menimbulkan komplikasi-
komplikasi yang cukup serius di dalam praktik hubungan pusat dan daerah.

Bapak Pimpinan yang terhormat, para anggota dan juga rekan-rekan semuanya
yang hadir di sini, demikian sekadar pengantar, akan dengan senang hati kami
menerima pertanyaan, klarifikasi, bahkan juga kontra, argumen dari PAH 1.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Fajrul Falaakh.

Jadi, rekan-rekan sekalian ini ada usul yang sudah lengkap dengan rumusannya
dan baru saja disampaikan argumentasinya. Ada dua alternatif di mana Alternatif 1
jauh lebih elaborated begitu rinci, dibanding dengan Alternatif 2 dan teman-teman dari
F.H. UGM, lebih me-refer yang Alternatif 1. Jadi, kesempatan untuk mungkin bertanya
lebih lanjut bagi kita.

Berikutnya, kami akan mempersilakan rekan-rekan dari masyarakat MPPIL.

Kami persilakan.

4, Pembicara: Leo Batubara (MPPI)

Bapak Ketua PAH I Badan Pekerja MPR, Bapak Jakob Tobing, dan yang terhormat
Anggota PAH 1 BP MPR RL

Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kami diundang ke sini. Kemudian,
di sebelah kanan kami Pak Atmakusuma anggota Masyarakat Pers Penyiar Indonesia
juga Ketua Dewan Pers. Kemudian, Saudara Muhammad Ridho Eisy juga anggota MPPI,
kami sendiri Leo Batubara.

Para hadirin yang kami hormati.

Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia memperjuangkan Kkonstitusi yang
menjamin dan melindungi kemerdekaan pers.
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Pertama, menjelang Sidang Istimewa MPR 10 sampai dengan 14 November 1998
yang lalu, pada minggu terakhir Oktober 1998, MPPI mengajukan draf Rantap MPR
tentang kebebasan informasi, dengan menemui Pimpinan MPR, Pimpinan Golkar dan
parpol dari semua fraksi yang ada saat itu.

Isi pokok rantap tersebut:

Pasal 1, “Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk
mengekspresikan cipta, karya, dan karsanya.”

Pasal 2, “Negara menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi.”

Pasal 3, “Segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang membatasi
kebebasan pers dilarang.”

Atas bantuan Fraksi Persatuan Pembangunan MPR, Rantap draf MPR tersebut
diajukan menjadi Rantap MPR RI serta kebebasan komunikasi dan informasi melalui
media massa dengan isi pokok seperti yang lalu kecuali ada satu yang dihilangkan.

Jadi, kami masuk melalui Fraksi Persatuan Pembangunan. Karena Badan Pekerja
MPR pada waktu itu menilai Rantap MPR tentang kebebasan informasi tidak mungkin
lagi diterima berdiri sendiri. Karena Rantap-rantap sudah selesali, tetapi dijanjikan akan
diakomodasikan dalam Rantap MPR tentang HAM, maka MPPI mengirim usul
penyempurnaan Rantap MPR mengenai HAM, Badan Pekerja MPR dengan surat
tertanggal 9 November 1998 Lampiran 3.

Kemudian, hasil perjuangan MPPI tentang kebebasan informasi akhirnya
terpayungi dalam 3 bab dan 5 pasal di TAP MPR No. XVII Tahun 1998. Untuk itu, kami
mengucapkan terima kasih banyak kepada MPR.

Pasal 14 diterima, setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan
sikap sesuai hati nurani.

Pasal 19, setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan
menyalurkan pendapat, catatan.

Pasal 14 dan 19 tersebut ini berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.

Sementara, Pasal 20 yang juga diterima, setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya.

Pasal 21, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.

Pasal 24, hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
dijamin dan dilindungi.

Pasal 20, 21, 24, diterima dalam Tap MPR XVII tersebut dan itu berasal dari
pengajuan MPPI. Tetapi, TAP MPR XVII tersebut tidak mengakomodasi pasal yang
sangat strategis, segala peraturan perundangan yang membatasi kemerdekaan,
dilarang itu tidak diterima. Kemudian, pasal-pasal itu tadi masuk dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, menjelang Sidang Tahunan MPR Agustus tahun 2000, MPPI
melakukan lobi, menemui semua instansi terkait, fraksi-fraksi, kami juga diterima oleh
PAH 1, dua kali waktu itu dipimpin oleh Pak Jakob Tobing, dan yang kemudian
berikutnya diterima oleh Pak Asnawi Latief, Hamdan Zoelva dan Dr. Harjono.

Dengan dua tujuan waktu itu, pertama agar 3 bab dan 5 pasal di Tap MPR No.
XVII Tahun 1998, dapat diakomodasi di Amendemen II Undang-Undang Dasar 1945.
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Tujuan kedua, kiranya pasal dengan rumusan segala bentuk peraturan dan
perundang-undangan yang membatasi kemerdekaan pers dilarang, dapat diakomodasi
di Amendemen II Undang-Undang Dasar 1945. Hasilnya adalah Amendemen II Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

Pasal 28E Ayat (2), “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.” Catatan: pasal ini berasal dari Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28.

Sementara Pasal 28F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
mendapatkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”,
diterima dalam Amendemen II. Terima kasih kepada MPR. Catatan: Pasal 28F ini
berasal dari rumusan MPPI.

Sementara, pasal tentang segala bentuk peraturan dan perundang-undangan
yang membatasi kebebasan pers dilarang, ternyata masih ditolak. Kemudian, menjelang
Sidang Tahunan MPR Agustus 2002 tentang Amendemen IV Undang-Undang Dasar
1945, kami hadir di sini untuk menindaklanjuti perjuangan kami sejak Oktober,
November 1998. Pertama, MPPI kembali mengajukan surat ke Pimpinan Badan Pekerja
MPR dengan surat tertanggal 7 Juni dengan usul Perubahan Empat Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai berikut.

Semula Pasal 28F, kita sudah tahu isinya. Usul kami ialah bahwa Pasal 28F
semula, itu menjadi Ayat (1) tetapi yang kami usulkan ialah penambahan Ayat (2),
“Segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers
dilarang.”

Pertimbangan MPPI memperjuangkan pasal segala peraturan perundangan yang
bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang, masuk di Amendemen Empat
Undang-Undang Dasar 1945 ada tiga.

Pertama, mencegah pengulangan apa yang terjadi di era rezim Orde Lama dan
Orde Baru. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, produk dari pendiri republik ini,
mengamanatkan kemerdekaan berekspresi, tetapi Undang-Undang Pokok Pers Nomor
11 Tahun 1966 juncto No. 4 Tahun 1967, juncto No. 81 Tahun 1982, dan Undang-
Undang Penyiaran No. 24 Tahun 1997 membelenggu kemerdekaan pers, sehingga pers
terkekang ketika republik bangkrut. Pers gagal memberi peringatan dini.

Alasan kedua, Indonesia sekarang ini masih memiliki beberapa undang-undang,
dan rancangan undang-undang yang mengancam kemerdekaan pers, antara lain,
seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 (Perpu Nomor 23 Tahun 1959-red) tentang
Berbahaya (tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan
Keadaan Berbahaya), Pasal 13 masih membelenggu kemerdekaan pers. Gubernur
Latuconsina di Maluku, Gubernur Muhdi yang terdahulu di Maluku Utara pernah
menerapkan ini, melarang penerbitan pers dan televisi, dan kami protes, untung protes
kami didengar. Tapi, mereka bersikukuh bahwa mereka berdasarkan Undang-Undang
No. 23 Tahun 1959.

Kedua, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan
alasan ini perusahaan pers bisa dibatalkan SIUP-nya, Pak.

Ketiga, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Kepailitan. Perusahaan pers
bisa dipailitkan menggunakan Undang-Undang ini, membahayakan kemerdekaan pers.
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Keempat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ini pun bisa menghambat kemerdekaan pers.

Yang kelima KUHP buatan Belanda Tahun 1918 memuat 37 pasal yang dapat
mengirim wartawan ke penjara hanya karena mengkritik bupati dan Presiden.

Kemudian, Rancangan Undang-undang KUHP yang sekarang sedang mau dikirim
ke DPR, ternyata yang 37 ditambah lagi 5 lagi menjadi 42 pasal yang dapat mengirim
wartawan ke penjara karena dari pers. Dengan 42 pasal itu, maka jurnalis
menginvestigasi, yang dimaksudkan untuk membongkar begitu banyak korupsi,
membongkar begitu banyak pelanggaran HAM. Untuk menjawab permasalahan misteri
di Maluku, di Poso, di Bulog atau di Aceh yang mestinya tugas pers itu. Hanya pers takut
melakukannya karena 42 pasal itu menghambat mereka.

Kemudian, Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Hasil Raker DPR dan
Pemerintah tanggal 18 Mei - 19 Juli 2002 yang tiap hari kami hadiri itu isinya
mengandung pasal-pasal, mengkerdilkan industri penyiaran, mengandung puluhan
pasal represif dan pasif, antara lain, 21 pasal ditambah lagi bagaimana memenjarakan
wartawan media penyiaran.

Kemudian yang ketiga, kami belajar match studi banding ke Thailand, ke
Philipina, Afrika Selatan di Amerika. Di sana ada semacam first amendement. Ada dalam
konstitusi segala peraturan perundangan yang membatasi kemerdekaan pers, itu
dilarang. Itu mereka perlukan karena mereka ingin menerapkan clean and good
governance. Sementara, di negeri kita begitu banyak undang-undang yang bisa
memasung kemerdekaan pers, dan itu hanya bisa dihapuskan oleh amendemen ini.
Hanya dengan pasal segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan
kemerdekaan pers dilarang masuk di konstitusi, kami yakin pers akan aman dari
pemasungan dan kami menganggap pers ini adalah pipa saluran informasi saluran
publik, adalah mulut rakyat, tidak sepatutnya dipasangin gembok. Inilah alasan
mengapa kami hadir di sini dan mohon anggota yang terhormat, anggota Majelis
membantu kami karena yang kami perjuangkan adalah mulut rakyat konstituen dari
ibu dan bapak.

Terima kasih banyak.

5. Pembicara: M. Ridho Eisy (MPPI)
Menambah sedikit Pak.

6. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Oh, silakan.

7. Pembicara : M. Ridho Eisy (MPPI)

Intinya yang dikatakan Pak Leo itu adalah ingin menjadikan konstitusi kita
menjadi pelindung kemerdekaan, kemerdekaan pers, pelindung pada kemerdekaan
pers.

Perjuangan untuk menjadikan konstitusi sebagai pelindung kemerdekaan pers,
bukan sebuah mission imposible jika MPR melalui PAH I ini bersedia menambah satu
ayat yang diusulkan MPPIL. Dan, juga bukan masalah yang rumit cuma sembilan kata.
Namun, sangat fundamental karena ini menyangkut Hak Asasi Manusia karena fungsi
konstitusi adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan memberi batasan yang
tegas kepada pemerintah dan wewenang-wewenang pemerintah serta mengatur
struktur organisasi lembaga-lembaga negara. Itu inti dari kedatangan kami.

Cuma saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak-Bapak yang terhormat, ada
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Ibunya juga. Kapan sesungguhnya Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 itu
diberlakukan karena saya membaca dalam buku ini. Perubahan pertama itu ada kata-
kata mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Perubahan Ketiga juga ada kata-kata
seperti itu, tetapi untuk Perubahan Kedua khusus untuk Perubahan kedua tidak ada
kata-kata itu sehingga kita ingin bertanya kapan sih diberlakukannya. Ini kira-kira
pertanyaan yang merisaukan karena di situ ada Pasal 28F yang disebutkan Pak Leo
kalau tidak berlakukan repot ini, kapan diberlakukannya Pak.
Terima kasih.

8. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih kepada Masyarakat Pers Penyiar Indonesia kalau masih mau
menambah waktu masih ada, silakan.
9. Pembicara : Atmakusumah ( MPPI)

Saya hanya sedikit ingin menambahkan sayang apa yang bagian Pasal 28
Ayat (2), yang sekarang diajukan kembali itu tidak disetujui oleh MPR pada Tahun
1999, Tahun 2000. Pada waktu itu saya menulis artikel di beberapa surat kabar bahwa
MPR hampir saja membuat sebuah keputusan yang sangat monumental dalam sejarah
pers berumur 250 tahun. Jadi, kalau bagian Pasal 28 Ayat (2) ini sekarang diterima saya
akan menulis lagi. MPR membuat sejarah yang sangat monumental dalam waktu 250
tahun sejak di Indonesia ada surat kabar yang pertama Tahun 1744 tanggal 7 Agustus.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, kalau tidak nanti tulisnya hampir, terima kasih.

Jadi, rekan-rekan dari MPPI mengajukan 9 kata, kadang-kadang 9, apa 6 atau
berapa itu. Jadi, jumlah katanya kecil tapi isinya besar begitu. Jadi, nanti teman-teman
barangkali ingin bertanya lebih lanjut hanya saja saya ingin menyampaikan benar
bahwa sekarang MPPI tidak mengajukannya untuk di Tap karena nanti ada TAP lagi
dan kemudian kalau diajukan di 28F barangkali rumpunnya agak beda karena 28 itu
rumpun h, h. Jadi, tidak tapi itu soal lain lah.

Baik, kami akan mempersilahkan rekan-rekan, Ibu dan Bapak barangkali ada
yang ingin mengomentari atau bertanya lebih lanjut. Dan karena untuk dua bahan ini
saya kira dari Fakultas Hukum GAMA dan dari Masyarakat Pers peminatnya banyak
harus daftar dulu. Saya akan daftarkan, pertama Pak Baharuddin, yang kedua Pak
Asnawi, yang ketiga Pak Soedijarto, yang keempat Pak Luthfi, lima Pak Fuad, keenam
Pak Soewarno, ketujuh Pak Agun, delapan Pak Pata, saya sekaligus memperkenalkan
mereka barangkali, mulai dari Ibu Retno dari F-UD, kemudian Pak Azis dari F-PPP, Pak
Luthfi dari F-Reformasi, Pak Fuad Bawazier dari F-Reformasi, kemudian Pak
Baharuddin dari F-PG, kemudian Pak Agun dari FPG, dan Pak Zainal Arifin dari F-PDIP,
Pak Kiai Aris Munandar dari F-PDIP, Pak Pataniari dari F-PDIP, Pak Soewarno dari F-
PDIP, Pak Asnawi Latief dari F-PDU, Pak Anthonius Rahail dari FKKI, Kesatuan
Kebangsaan Indonesia, Pak Soedijarto dari F-UG, dan Pak Zacky Siradj dari F-UG, dan
Pak Ali Masykur Musa dari F-PKB.

Kami persilahkan, pertama Pak Baharuddin.

Silakan Pak.

11. Pembicara: Baharuddin Aritonang ( F-PG)
Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
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Terima kasih Bapak-Bapak Pimpinan saya diberi kesempatan pertama biasanya
saya yang terakhir dikasih Ketua. Bagi saya terus terang ini forum ini penting. Pertama
orang dari sesama Yogya datang itu yang pertama, dari Fakultas Hukum. Kemudian
yang kedua dari MPPI, bidang pers, ini yang menyampaikan Batubara lagi. Datang tadi
Pak Agun yang mimpin Tobing katanya, yang komentar Aritonang, satu rumpun. Tapi,
lepas daripada itu materi bernas semua penting. Terus terang saya cermati betapapun
barangkali dalam waktu yang sesaat ini untuk mencernanya secara lengkap karena
materinya baru diterima pagi ini, akan bertemu kemudian tentu amat butuh waktu
untuk mencernanya. Tapi mumpung masih ada waktu nanti, paling betapapun PAH I ini
Pak Fajrul, Pak Batubara dan lain-lain kawan-kawan baru kita final nanti di 25, tapi
Sidang Tahunan baru 1 Agustus. Karena itu, aspirasi masyarakat wajib kita tampung
dan dengar. Tetapi, juga susah kalau kita katakan wajib untuk kita terima semuanya
seperti tadi juga Pak Leo sudah. Bahkan, ada hal-hal yang kemudian dulu aspirasi itu
kita terima dan mudah-mudahan kita sudah bagian daripada yang diputuskan ini, juga
seperti yang saya katakan tadi.

Cuma ketika kemudian saya dengar pertama Pak Fajrul apa kemudian materi ini,
yang disampaikan ini, tidak karena sudah, materi-materi yang begitu rinci. Kemudian,
tidak sepantasnya nanti kita memang harus tuangkan dalam Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Artinya, yang tentu kita atur di Undang-
Undang Dasar adalah aturan dasar sebagai hukum dasar, itu yang tentu kita rumuskan.
Betapapun itu membuka peluang untuk penyempurnaan dan perbaikan, tapi ketika
saya baca ini, apa tidak sampai rinci seperti ini sepantasnya nanti mungkin. Tapi,
mudah-mudahan Pak Fajrul juga tidak ada mubazirnya karena ini juga sebagian besar
anggota DPR ini yang menyiapkan undang-undang. Dan terus terang betapapun saya
katakan tadi seperti ity, tidak berarti kemudian, materi ini akan terabaikan begitu. Saya
terus terang ini ada Pak Agun dari Komisi Il yang menyangkut Hukum dan banyak
teman-teman yang lain, Pak Pataniari dari Komisi I yang membuat pertimbangan
terhadap duta besar keluar maupun duta besar asing, Pak Pataniari, Komisi I.
Kemudian, dan juga Bidang Pertahanan tentu, di mana keadaan bahaya adalah
termasuk di bidang itu.

Kemudian, demikian barangkali juga barangkali Pak Leo sama barangkali
betapapun ada satu materi yang kemudian disudahi dengan kalimat dilarang. Ini
memang kalimat agak, kalimat pers barangkali cocok ini, sistem segala bentuk
Peraturan dan Perundang-undangan yang membatasi kebebasan pers, dilarang. Tapi,
karena Batubara yang menyempurnakan, yang menyampaikan bolehlah, tapi yah ini
akan melihat nanti betapun Perubahan Kedua itu sudah selesai, sudah kita
rampungkan, tapi juga tidak terbuka peluang kemudian masukan-masukan baru
kemudian dievaluasi. Tetapi, mekanisme yang kita lakukan di PAH I ini kebetulan
adalah memang dari materi-materi dasar dulu kemudian tahapannya kemudian,
bertingkat dan itu yang kemudian kita lalui tapi tidak berarti juga. Kemudian, nanti
materi-materi baru untuk mempengaruhi perubahan atau katakanlah keputusan di
Sidang Tahunan itu terbuka-terbuka saja.

Barangkali itu catatan yang bisa saya kemukakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mudah-
mudahan ada.. Ada satu Pak Leo yang saya bersyukur memang hal-hal seperti ini.
Walaupun saya orang pers juga banyak juga barangkali saya belajar di bidang Pers
apalagi tadi Bapak bilang sudah melalui studi banding sampai ke Philipina, Thailand,
Afrika Selatan, sementara saya belum pernah ke negeri itu. Karena, kalau saya pergi
nanti orang pers juga yang mengecamnya apalagi atas dasar studi banding. Karena itu,
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sebagai input itu menarik untuk saya. Kebetulan rekan-rekan pers banyak di sini. Jadi,
kalaupun nanti ada study banding, jangan kemudian nanti saya tertinggal dengan Pak
Leo kebangetan itu, masa sampai tidak ngerti kata Pak Leo bagi yang memutuskan
bahan-bahannya.

Barangkali itu saja sekian terima kasih dan mudah-mudahan tidak ada yang
tersinggung.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

12. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Tidak ada cuma yang terakhir itu yang terpenting. Mengenai ada satu saya agak
lupa itu berlakunya amendemen kedua, tentunya itu dianggap dan memang begitu
sudah berlaku dan nanti akan kami sempurnakan segala sesuatunya pada Perubahan
ke 4.

Berikutnya, kami persilakan Pak Asnawi.

13. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu’alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota PAH I, Saudara-Saudara dari Fakultas
Hukum Gajah Mada dan dari MPPI yang saya hormati, saya berbahagia pada pagi hari
ini dapat masukan dari dua rekan satu dari Fakultas Hukum, Gajah Mada. Yang pagi tadi
saya dengarkan bahwa di radio, Ketua KAGAMA tidak setuju Amendemen Keempat
dilanjutkan. Barangkali bisa dijelaskan nanti, tidak setuju di mana. Sebab di sini tidak
ada ini yang tidak setuju. Malah usul, begitu. Jadi KAGAMA sebab anggota DPR semua
bisik-bisik aku juga KAGAMA katanya, enggak sembarangan menyebut KAGAMA. Saya
punya kedaulatan juga, Pak Baharuddin juga. Jadji, ini supaya klarifikasi saja.

Selanjutnya, saya bisa memahami apa yang diusulkan Fakultas Hukum yang
diwakili oleh Fajrul Falah. Sebetulnya ini Saudara dan juga Ananda Fajrul Falah sebab
ayahnya itu sahabat saya almarhum juga Ahli Tata Negara Lulusan Gajah Mada juga
Doktor. Mudah-mudahan putranya ini nular ayahnya itu jadi atau ketularan, ditularkan
ilmunya itu dan sama- sama satu habitat lah.

Saudara Pimpinan, kalau tidak salah lihat kita dulu bukan tidak menggubris Pasal
12 ini. Itu pada waktu itu sejak dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, itu Pasal-Pasal
yang memberikan hak prerogatif pada Presiden. Oleh karena itu, ketika itu tahun 1999
dan juga ada masukan dari KAGAMA, waktu itu ada bukunya itu, sebetulnya tidak
menyinggung ini dan hanya semacam bentuk rumusan baru dari Undang-Undang Dasar
yang saya punya bukunya. Sehingga pada waktu pembahasan tahun 1999, sebab ini
sudah Amendemen Pertama ini, dalam membatasi hak-hak prerogatif Presiden itu ada
yang dibatasi dengan pertimbangan DPR, ada yang dibatasi dengan persetujuan, ada
yang dibatasi dengan undang-undang. Karena pada waktu itu Pasal 12 ini sudah
menyebutkan ditetapkan dengan undang-undang, saya pikir itu sudah untuk
membatasi hak-hak prerogatif Presiden. Keadaan bahaya, bahaya yang bagaimana.

Memang, kalau kita baca Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 di situ sangat
mengekang itu kebebasan pers seperti dikemukakan oleh Pak Leo tadi itu. Jadi, itu yang
dikemukakan pada Pansus Penyiaran yang kebetulan saya anggota juga di sini suara
Pak Leo ini. Jadi, oleh karena itu apakah tidak sependapat dengan kami saudara dari
Fakultas Hukum bahwa Pasal 12 itu sudah memadai. Karena, itu sudah dibatasi dalam
undang-undang. Beda dengan pada waktu itu Presiden memberi gelaran tanda jasa dan
lain-lain, tanda kehormatan, itu tidak diatur dengan undang-undang. Sekarang
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amendemennya diatur dalam undang-undang. Sehingga zaman Pak Habibie banyak
sekali rayal tanda kehormatan itu siapapun diberi tanda kehormatan karena tidak
diatur oleh undang-undang. Itu situasi yang pada waktu itu yang melatarbelakangi,
fakta yang ada. Oleh karena itu memang perlu dibatasi, itu sudah dalam amendemen
pertama diatur oleh undang-undang. Itu saja yang ingin saya tanyakan, apakah ini
sudah tidak memadai bahwa undang-undangnya sampai sekarang belum berakhir
diubah dengan UU No. 3 Tahun 1959 dengan Undang-Undang PKB karena mungkin
sama dengan partai PKB. Jadi, tidak ditandatangani oleh Pak Habibie sampai sekarang
juga terkatung-katung. Sebetulnya, itu lebih longgar ketimbang Undang-Undang No. 23
Tahun 1959 ini.

Barangkali Fakultas Hukum mendesak DPR sekarang itu dengan materi-materi
yang detail seperti dikemukakan oleh Saudara Baharuddin Aritonang tadi. Itu memang
porsinya UU secara detail di mana juga kaitannya dengan melindungi pers tadi itu. Itu
juga tidak sembarangan seperti di Maluku Utara, pers itu diberlakukan sewenang-
wenang karena dinyatakan dalam keadaan bahaya sipil, itu sudah seperti itu.

Jadi, menurut saya yang perlu dicemati itu justru UU No. 23 Tahun 1959 itu
sangat otoriter. Oleh sebab itu, zamannya zaman Orde Lama, itu diciptakan. Setelah
Dekrit memang terbelenggu kebebasan, tidak hanya pers, juga kebebasan berserikat
dan berkumpul.

Jadi oleh karena itu, itu saja yang saya kemukakan dan yang lain-lain sebetulnya
sudah. Menurut saya itu sudah banyak membatasi hak prerogatif presiden, sampai pun
juga duta dan konsul, itu pertimbangan. Sekarang usul diubah tetapi ternyata ditolak
oleh anggota Badan Pekerja/MPR. Justru ini latar belakangnya membatasi hak
prerogatif supaya tidak sewenang-wenang. Dulu duta besar itu dianggap
pembuanganan, itu didubeskan, itu padahal jabatan terhormat. Oleh karena itu,
sekarang ada pertimbangan DPR. Bahwasanya dalam Komisi I berlebihan, itulah nanti
diatur. Jadi, antara persetujuan dengan pertimbangan itu memang sangat berbeda itu.
Jadi, tidak perlu dilakukan tes atau fit and propper test. Itu sampai hal-hal yang pribadi
dibuka. Tidak ke sana sebetulnya. Dan itu sudah diatur dengan Tata Tertib DPR, saya
kira itu Saudara Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

14. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Asnawi, berikutnya Pak Soedijarto.

15. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Terima Kasih.

Assalamu’alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

Saya sangat menghargai masukan dari Fakultas Hukum yang begitu rinci dan
cermat saya kira. Tetapi, saya sepaham dengan Pak Baharuddin maupun Pak Asnawi.
Artinya, ini bisa dijadikan untuk masukan kepada penyusunan kalau nanti ada undang-
undang bahaya, karena pemahaman kami bahaya itu kan emergency. Kalau hari ini ada
attack dari luar Presiden harus melakukan pernyataan seperti apa. Nah, itu yang diatur
nanti dalam undang-undang, apakah memanggil ini, memanggil ini. Nah, kalau di
Amerikat Serikat Network Security Council, di mana itu bersidang untuk mengatakan
suatu keputusan. Mungkin itu bisa masuk dalam undang-undang. Tetapi kalau
dinyatakan di Undang-Undang Dasar harus dapat pertimbangan dulu, dulunya berapa
lama? Imidiations-nya itu berapa lama antara kejadian bukan masalah seperti yang di
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Maluku, tetapi ini bayangannya kan serangan luar yang tiba-tiba seperti serangan Pearl
Harbour, misalnya. Tidak pakai halo-halo mau diserang sehingga akibatnya dinyatakan
suatu tindakan yang, di Amerika Serikat mengatakan seperti itu semua power in the
hand of President seperti 11 September tidak ada yang bicara. Kongres pun tidak
berbicara, pers pun tidak berbicara. Hanya satu yang ngomong, Presiden. Indonesia
memang semua senang bicara. Ini hanya satu. Menurut saya masukannya sangat kaya.

Mengenai pers, saya hanya mau sambung rasa dengan Pak Leo Batubara yang
sudah kesekian kali ke kita. Saya sangat sepakat bahwa kebebasan pers adalah ciri
demokrasi. Tetapi apakah ada kebebasan tanpa batas? Yang membatasi kebebasan
adalah rasa tanggung jawab sebenarnya. Perang dunia ke dua Hitler begitu kecewa dan
akhirnya menjadi kekalahan Hitler karena semua balistik yang dilempar ke London
diberitakan oleh Pers Inggris tidak mengakibatkan apa-apa. Padahal, banyak ratusan
orang yang meninggal, gedung hancur, tetapi pers Inggris memberitakan hanya ada dua
orang kena akibat Hitler begitu marah sama pembuat-pembuat bom itu. Pers kita apa
sudah seperti pers Inggris. Itu artinya tahu batas mana untuk keselamatan dan
keamanan negara, mana rahasia negara.

Nabh, ini saya kira. Kalau itu semangatnya, saya kira kita semua sepakat bahwa
tidak perlu ada pembatasan. Tetapi yang membatasi adalah dirinya sendiri, memang ini
takes time. Saya kira itu dan Bapak-Bapak, saya kira mempunyai rasa tanggung jawab,
baru jangan sampai ada istilah dilarang, pembatasan. Jangan sampai orang yang
membatasi pun itu dikritik. Kalau dilarang kan misalnya saya pers ada berita yang
kalau saya beritakan lalu jadi gontok-gontokan. Lalu, saya dikritik kok tidak diberitakan
itu. Kan, bukan aturannya yang merugikan. Karena itu, saya merasa apakah dengan
adanya ketentuan-ketentuan yang sangat banyak baru dalam amendemen kedua itu
masih kurang untuk dilengkapi dengan statement. Jelas, segala bentuk peraturan yang
membatasi kepada pers itu dilarang. Itu hanya pertanyaan, apakah masih perluy, setelah
kita begitu merdeka, memberikan kemerdekaan banyak kepada itu nanti pada undang-
undang persnya itu yang Bapak-Bapak bisa ikuti. Intervensi untuk meniadakan
larangan-larangan yang tidak perlu. Jadi saya berikan kasus perang dunia kedua karena
itu Churchil bisa memberikan pers Inggris, dan pers Inggris memang right or wrong is
my country.

Jadi, tidak usah digurui itu kalau yang kurang baik untuk negaranya tidak jadi
berita. Kalau kita, rahasia dapur masuk di koran sudah biasa di Indonesia itu termasuk
dapur negara.

Saya kira cukup terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahatullahi wabarakatuh.

16. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Soedijarto, kami persilakan Pak Luthfi.

17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Fakultas Hukum, Kagama dan Pimpinan dari MPPI.

Assalamu’alaikum warahatullahi wabarakatuh.

Usul yang diajukan oleh Fakultas Hukum, Kagama, buat saya ini unik karena
biasanya yang kita hadapi itulah adalah karena apa ini UUD terlalu banyak diubah. Ini
kok diubah dan ini sebenarnya tidak perlu diubah. Begitu yang kita hadapi. Tetapi yang
ini pertanyaannya justru kenapa yang ini tidak diubah. Setuju. Buat saya ya bagus juga
toh juga yang berpikiran semacam ini buat orang yang mengatakan kok ini sedikit-
sedikit kok, itu pertama.
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Jadi menarik, memang barangkali perlu diubah. Tetapi, saya pikir memang
sebetulnya Undang-Undang PKB itu menurut saya sudah bagus, bahkan memang tidak
jadi, sudah disetujui oleh kedua pihak, pihak pemerintah dan DPR cuma belum
diundangkan. Barangkali buat kita apakah dengan ketentuan bahwa kalau 30 hari tidak
diputuskan setelah disepakati itu otomatis berlaku, cuma hanya ini diundangkannya
sebelum ketentuan baru ini kita putuskan.

Jadi, kalau umpamanya nanti ada undang-undang baru, saya kira masukan dari
Fakultas Hukum ini mungkin akan banyak di sana karena saya lihat setengah detail.
Tetapi, yang ingin saya komentar bagaimanakah pandangan Saudara terhadap mereka
yang mengatakan sedikit-sedikit ini diubah. Jadi, Saudara telah mengatakan mengapa
yang tidak diubah ini, mohon komentarnya, terima kasih.

Kedua, ini kepada kawan-kawan masyarakat pers, dulu tahun 1998, Mei, waktu
kita baru menyelenggarakan reformasi. Di samping kok amendemen konstitusi itu ada
lima tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Dwi fungsi dihapuskan, KKN diberantas,
hubungan pusat dan daerah harus adil, otonomi daerah, jangan ada tindak kekerasan,
harus ada demokrasi itu. Yang kelima adalah kebebasan pers.

Kalau yang kita lihat lima yang dituntut itu, sebetulnya banyak orang yang
mengatakan yang paling berhasil itu ya pers. Ini hebat kemajuannya. Bahkan ada yang
bilang dasyat. Dasyatnya ini kami sampaikan, mengapa? Jadi, ini sebutnya ini tentang
HAM. Kita lihatlah koran-koran itu seperti tidak ada lagi batas privacy. Segala hal
dibongkar ya, koran-koran Merdeka dan lain-lain itu, padahal Undang-Undang Dasar
kita juga dalam naskah yang sama itu Pasal 28] Ayat (2) mengatakan begini tentang
kebebasan itu. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghoramatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ini nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, ini kok rasanya agak kebablasan.
Pandangan saya, banyak koran-koran, apalagi tabloid-tabloid itu, isinya itu "dahsyat”.
Mohon komentar.

18. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Memperkenalkan kata baru sesudah kata yang dulu, dahsyat kalau dulu. Terima
kasih Pak Luthfi. Silahkan Pak Fuad.

19. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, Bapak-Bapak para tamu kita yang terhormat, khususnya dari
masyarakat pers. Kita menyambut, satu pihak, kita menyambut baik adanya
perkembangan yang bagus dalam penyampaian informasi di masyarakat Kkita,
khususnya setelah memasuki era reformasi. Bahkan, banyak orang yang berpendapat
kalau ada satu yang kongkrit dari masyarakat reformasi ini yang bisa kita lebih
mendapatkan informasi yang lebih berani. Barangkali, yang lain-lain, orang masih
meragukan. Cuma kita juga mesti menyadari bahwa pada dasarnya semua orang itu
menginginkan kebebasan, bukan pers saja. Orang menginginkan perdagangan bebas,
lalu lintas devisa bebas, ingin pasar bebas itu kalau saya ekonom atau hakim ingin
bebas dalam membuat keputusannya. Anak-anak pun di rumah kita ingin kebebasan,
ingin bebas. Anggota legislatif ingin juga bebas bicara, dokter juga ingin bebas
mengoperasi dan sebagainya-sebagainya, itulah.
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Apa maknanya? Memang ini semua diinginkan bukan unit kepunyaan satu sektor,
satu orang atau satu kelompok. Tetapi hendaknya disadari, semakin besar kebebasan
yang diberikan kepada seseorang, kelompok, atau sektor tertentu, itu semakin besar
potensi kerugian atau ancaman atau ketidak-bebasan pada orang lain atau kelompok
atau sektor lain. Jadi, kebebasan itu jatahnya itu cuma segini sudah. Jadi mau
mengalokasikan bagaimana? Dilimpahkan ke sini kebanyakan, sini kekurangan.
Pasiennya kekurangan oksigen begitu. Sehingga bayangkan saja kalau polisi kita beri
kebebasan untuk bekerja menjaga demo misalnya, dia gebuk, dia tembakin segala
macam enak saja. Dia bebas kalau dia tidak kerja misalnya. Atau seorang penulis
pemikir ingin bebas menulis dan berpikir, tetapi dia tahu ada kelompok lain yang
terganggu akan sakit dan sebagainya begitu.

Di sinilah yang mesti dipahami betul bahwa bebas itu bukan hanya bagi si
produser dalam hal ini para penerbitnya tetapi bagaimana kebebasan itu memukul dan
merugikan konsumen atau masyarakat seperti saja perdagangan bebas macam-macam
itu semuanya, ada kebebasan hakim dan sebagainya.

Jadi, di sini saya ingin menekankan memang perlu ada keseimbangan ini.
Keseimbangan yang apa dan ini saya rasa keseimbangan hanya bisa diatur oleh
undang-undang. Dan tentu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Karena itulah
sistem demokrasi itu mengatur sedemikian rupa, sehingga kita itu tidak usah berayun
dari satu titik ekstrim yang terkekang, seperti selama masa orde lama dan Orde Baruy,
tetapi juga jangan menjadi titik ekstrim yang lain, yang liar tidak menentu. Saya kawatir
usulan ini apakah bisa saya tafsirkan kalau saya membaca dari sudut sebaliknya. Anda
begitu. Bahwa usulan Anda ini misalnya yang bisa membaca, ini seperti orang yang
minta pasar bebas, minta yang enak bagi si orang yang join di bisnis. Itu saja. Tetapi,
konsumen atau rakyat istilahnya akan terpukul-pukul tidak karu-karuan. Atau
sebaliknya, dulu wasitnya yang enak memerintah, kekuasaannya, cabut saja, bredel.
Enak benar ya kan? Ada saja yang terpusing-pusing.

Ini yang saya mau menghindari sebenarnya dari ekstrim ke esktrim, terus terang
saja. Dan, saya melihat kita belum mencapai titik keseimbangan itu. Karena semakin
besar anda bebas sampai cerita apa itu paparazi, wah, kebebasan orang, akan
menganggu yang lain. Atau cerita Clinton bagaimana sampai memohon kepada
wartawan tolong anak saya masih remaja Si Chelsea, waktu dia awal jadi presiden.
Tolong berikanlah dia kebebasan jangan diganggu. Nah, ini permohonannya didengar
kalau wartawannya tidak mendengar Chelsea diuber-uber stres sendiri, untung
dipahami oleh dunia sampai sudah dewasa.

Saya minta komentar hal-hal seperti ini. Tuntutan-tuntutan seperti ini saya
menyuarakan meskipun saya pro kebebasan, tetapi tentu bukan kebebasan yang

konyol begitu.
Terima kasih.

20. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih Pak Fuad.

Kami persilakan Pak Soewarno.

21. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)

Assalamu’alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih teman-teman dari
Fakultas Hukum, MPPI yang sukarela datang untuk menyampaikan aspirasinya kepada
Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja ini.
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Memang sejak awal mendapatkan tugas amendemen ini, salah satu hal yang kami
kerjakan adalah untuk menyerap aspirasi dari sebanyak mungkin kalangan. Dari
sebanyak mungkin kelompok dan juga melibatkan sebanyak mungkin kelompok.
Karena itu, saya kira kedatangan ini bukan hanya kami yang datang lebih sukarela ini
datang suatu yang sangat mengembirakan. Namun, kami dapat sadari pertemuan
dengan banyak kelompok itu sejak awal, bahwa pertama-tama kelompok itu yang
paling paham dengan segala aspirasi yang ada di dalam. Dan itulah maka kita perlu
bertemu dengan kelompok-kelompok itu, karena dia menghayati sehari-hari segala
masalah di dalam kelompok itu maka dialah yang tahu segala detail apa saja yang
sebenarnya menjadi kepentingannya, yang sebenarnya ingin disuarakan dan yang ingin
disampaikan. Hanya setelah menyampaikan aspirasi itu kecederungan yang ada dari
setiap kelompok adalah dia terlalu detail, terlalu rinci untuk disampaikan. Dan
kemudian ada kecederungan karena itu dianggap yang paling benar, yang detail, dan
rinci itu harus dimuat secara lengkap di dalam Undang-Undang Dasar. Padahal kita
harus tahu bahwa apa namanya itu atau kebebasan di dalam kelompok itu kalau di pers
yang tinggi tampaknya kebebasan.

Kalau kita bicara masalah kebebasan, kebebasan itu sendiri ada patnernya akan
selalu baik yaitu keterbatasan. Kalau tadi Pak Soedijarto mengatakan bahwa kebebasan
dibatasi oleh tanggung jawab, mungkin ini salah satu yang penting. Tetapi, buat kami
juga kebebasan tidak hanya dibatasi oleh tanggung jawab, dibatasi oleh kepentingan
umum dan pihak lain. Kalau kita ingin sendiri terlalu dominan, sedangkan yang lain kita
tidak perhatikan, tidak membatasi, maka nantikan semacam diktator dalam bentuk
lain. Dia bisa berbuat apa saja, dia bisa berkata apa saja tanpa memperhitungkan pihak
lain bisa tersinggung seperti yang kita amati sekarang misalnya. Di era kebebasan pers
sekarang, kan hati nurani kita kalau kita merenung di kala sepi misalnya, sudah bisa
melihat bahwa terlalu jauh. Artinya, itu tidak memikirkan pihak lain, tidak memikirkan
kepentingan umum.

Kalau nanti dinyatakan dalam satu pasal di dalam UUD bahwa segalanya yang
bertentangan dengan kebebasan dilarang, tafsirnya menjadi sangat luas. Sampai di
mana ini yang dianggap? Apalagi kalau nanti yang menafsir subyektif dari dialah yang
terkenalah sendiri katakanlah MPPI. Semua yang menyinggung dirinya bisa dilarang,
tetapi dia bisa mengatakan apa saja tanpa memperhitungkan bahwa orang lain sudah
terampas haknya, sudah terpukul prinsip-prinsip hak dasarnya sebagai manusia.

Di dalam pergaulan bersama masyarakat ini ada yang dinamakan dengan etik
atau norma-norma umum, yang itu kepentingan umum, yang tadi saya sebutkan yang
kepentingan umum dan kepentingan pihak lain. Tetapi, sekarang di dalam
memberitakan atau katakanlah menyampaikan sesuatu pendapat, ini sangat tidak
dipelihara. Memang bebas, tetapi misalnya pengunaan kata-kata yang kotor, pengunaan
kata-kata yang saya rasa yang sudah tidak bisa diterima dengan tata krama dan sopan
santun yang berlaku. Maaf kalau tidak misalnya saya memberi contoh kita bisa bebas
juga dalam pers, tetapi kalau kita misalnya memakai kata.., maaf saya juga sebut
misalnya orang lain dikatakan moncong misalnya. Kan meskipun orang bicara moncong
misalnya, meskipun itu benar dari kebahasaan bahwa ada orang yang mempunyai
mulut itu diartikan moncong, tetapi itu kalau kita pakai dalam pemberitaan atau
penilaian seseorang bahwa Si A beginilah, itu tetap tidak enak. Artinya pihak lain juga
harus kita hargai jika tersinggung.

Kalau kebebasan nanti ditafsirkan tanpa batas itu, yaitu tanggung jawab
kepentingan umum dan pihak lain, saya rasa justru kebebasan itu membunuh dirinya
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sendiri. Dia bukan sesuatu yang indah, dia bukan sesuatu yang menjadi cita-cita orang.
Kalau kebebasan dikembangkan semacam itu, terlalu negatif. Artinya, melanggar
kepentingan umum, melanggar hak-hak orang lain, melanggar tanggungjawab, suatu
hari orang tidak senang kebebasan, kalau wujud dari kebebasan itu sesuatu yang justru
tidak menyenangkan. Karena itu, di dalam mengomentari pendapat dari MPP itu, kami
cuma ingin mengingatkan bahwa kebebasan itu ada batasnya yaitu kepentingan umum,
tanggung jawab, dan orang lain, pihak lain, kebebasan orang lain. Itu yang pertama. Dan
kami ingin komentar sejauh mana yang diminta, apakah sekarang ini tidak cukup bebas
dengan peraturan yang ada ini? Saya rasa sudah cukup bebas.

Kedua bahwa di dalam Undang-Undang Dasar ini kan kita tidak mungkin
membuat secara rinci segala hal. Kita ingin hanya mencantumkan hal yang pokok saja.
Dan menyangkut hal-hal yang diutarakan ini saya lihat dengan dimasukkannya di
dalam HAM. Itu sudah memadai dan nanti itu kalau dibutuhkan lebih rinci di dalam
pelaksanan itu bisa dibawa di dalam undang-undang. Secara umum semua pasal-pasal
yang ingin kita masukkan dalam Undang-Undang Dasar itu adalah hal yang pokok, tidak
hal yang detil. Yang detil itu kita serahkan kepada undang-undang, itu yang kedua.

Ketiga, adalah bahwa Undang-Undang Dasar satu sistem, harus harmonis bagian
yang satu dengan yang lain, tidak boleh misalnya yang satu terlalu menonjol sedangkan
yang lain menjadi dirugikan. Dan memang keindahan itu letaknya pada harmonis.
Kalau kita mengutarakan bagian yang tertentu saja meskipun itu bagus bagian yang
terpisah, tetapi mungkin jelek di dalam satu kesatuan yang harmonis. Orang saja
misalnya orang dianggap cantik atau tampan, telah ada harmoninya yang ada pada
tubuhnya. Kalau misalnya diatur semacam pinokio meskipun bagian lain bagus
walaupun hidungnya panjang dia juga tidak termasuk harmoni yang bagus. Semacam
itu kira-kira undang-udang itu. Harus harmonis, harus sinkron dan harus memenuhi
syarat-syarat sebagai satu sistem yang tidak boleh menonjol terlalu berlebihan di
antara satu dalam organ yang lain. Itu yang ketiga.

Keempat, adalah keharusan membatasi diri, mengendalikan diri dari pihak-pihak
itu sendiri sehingga nanti karena tidak ada lobang di dalam Undang-Undang Dasar. Ini
untuk dieksploitir untuk sangat menguntungkan satu kelompok itu bisa dijaga, bisa
diperhatikan. Dalam keadaan kehidupan masyarakat yang bagaimana sehingga semua
pihak itu bisa mengendalikan diri itu. Ini yang saya lihat sekarang ini tampaknya tidak.
Masing-masing kelompok meminta paling diperhatikan, diutamakan, minta yang
paling-paling itu, subyektiflah setiap kelompok.

Kelima adalah batas-batas keberpihakan. Saya rasa dalam kehidupan suatu
negara bagaimanapun ada sedikit banyak sikap memihak itu. Sebagai bangsa tentu saja
memihak bangsa kita, sebagai bagian dari masyarakat tentu kita akan memihak kepada
mayoritas bangsa ini. Jadi, ada keberpihakan. Tidak sama sekali bebas tanpa
keberpihakan. Menurut pendapat saya itu tidak ada.

Kalau tadi Pak Soedijarto, misalnya mencontohkan Inggris, meskipun kita tidak
seekstrem itu, tetapi kita tetap harus ada semacam keberpihakan atau mewakili
kepentingan daripada bangsa atau kelompok terbesar masyarakat itu. Ya, tidak bisa
misalnya kepentingan bangsa dikorbankan hanya kebebasan mengutarakan sesuatu
termasuk misalnya kebebasan. Untuk menilai yang sangat negatif pada bangsanya
sendiri meskipun dengan tidak sendirinya hanya karena terjadi pada bangsanya
meskipun jelek dia katakan benar, juga itu tidak benar. Karena itu mungkin untuk ini,
keberpihakan ini ada batas-batasnya, yaitu obyektivitas tidak boleh dilanggar. Itu yang
menyangkut pers.
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Kemudian, yang menyangkut usulan dari Fakultas Hukum UGM, memang
komentar saya sama, yaitu bahwa tampaknya ini terlalu detil dengan Pasal 12 itu. Dan
kemudian dirinci dalam undang-undang saya rasa sudah bisa terpenuhi harapan untuk
mengatur saling hubungan dari lembaga-lembaga itu sendiri, termasuk pandangan
Presiden dan hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di
sini memang tampaknya masalah hak-hak Dewan Perwakilan Daerah ini agak lain
dengan apa yang kita siapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Di mana hak
pengawasan, hak perundang-undangan itu berada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat,
sedang Dewan Perwakilan Daerah itu haknya tetap ada tetapi sebatas mengajukan
undang-undang, ikut membahas, memberi pertimbangan dan ikut pengawasan, tetapi
hasilnya diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tampaknya ada kekisruhan dalam
menilai saling hubungan antara lembaga-lembaga itu yang sesuai substansi dari
lembaga-lembaga itu sehingga dengan demikian kalau ini misalnya nanti sangat kita
perhatikan akibatnya akan berantai-rantai pada bagian lain dari Undang Undang Dasar.
Saya rasa itu.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soewarno.

Berikutnya mestinya Pak Agun, tapi Pak Agun minta mengundurkan diri karena
materinya sudah disampaikan oleh pembicara lain. Kami akan mempersilahkan Pak
Pataniari.

Silakan.

23. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya juga mengundurkan diri, tapi keburu malu jadi usul sedikit saja. Yang
pertama-tama buat rekan-rekan pers, kami pikir kita sama-sama setuju pengertian hak
asasi manusia. Itu adalah memberikan hak yang sama pada setiap manusia dan tentu
kita masing-masing tidak adanya masyarakat yang terstruktur atau terstrata. Jadi,
seyogianya tidak ada diskriminasi atau kelebihan suatu kelas atau kelompok daripada
masyarakat yang lain seharusnya kan itu menjadi dasar pemikiran kita mengenai
Undang-Undang Dasar ini. Karena diatur masalah hubungan manusia atau HAM dengan
negara, pengaturan lembaga negara. Jadi, kalau ada suatu uraian yang eksplisit
memberikan keistimewaan kepada satu bentuk mungkin akan menjadi persoalan,
apalagi bentuk yang diberikan ini sebetulnya termasuk bentuk yang tidak jelas
sebenarnya ini. Maksud kami tidak jelas ini yang dibahas masalah kepastian
informasinya atau perusahaan persnya atau apanya, gitu. Ini kan menjadi persoalan
juga sebetulnya sebab kalau kami membaca berbagai argumentasi yang disusun oleh
Pak Leo Batubara ini banyak terkait dalam pengertian-pengertian masalah usahanya.
Sebetulnya itu kalau kami lihat Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang PT. Badan
Konsumen, sedangkan masalah kepastian informasi sebetulnya sudah ada pada Pasal
28F.

Menyangkut masalah yang terjadi pada pasal terkait dengan katakan Pasal 13
mengenai Undang-Undang 23/59. Kami pikir itu kondisinya menjadi lain memang nanti
akan menyambung kepada Pak Fajrul Falah. Mungkin perlu kita pahami Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1959 ternyata itu kan Peraturan Pemerintah kalau saya tidak
salah bukan undang-undang, Perpu ya. Nah, Perpu itu dibuat memang pada saat
keadaan darurat perang. Jadi, kalau mungkin yang senior-senior ini mungkin Pak Jakob,
Pak Soedijarto persis bahwa setelah 57 kalau tidak salah PRRI Permesta resmi
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dinyatakan Indonesia dalam keadaan perang. Saya masih SMP kala itu, saya ingat itu di
mana-mana itu yang ada Perpu, Perda. Jadi, itu semua dalam keadaan perang dan
keadaannya memang gawat waktu itu. Artinya, dalam kaitan itu tercakuplah apa yang
disampaikan teman-teman dari FH-UGM, yaitu alternatif 1, itu kondisi yang terjadi
pada saat pembuatan Undang-Undang 23/59.

Jadi, kalaupun ada masalah-masalah pembatasan yang mengenai Pers tersebut,
menurut kami, karena itu tidak normal otomatis ya semua tidak normal namanya itu
hal-hal yang wajar saja. Persoalannya apakah dalam keadaan normal terjadi
pembatasan, terjadi penekanan, terjadi intimidasi terhadap pers ini yang menjadi
persoalan kita. Pers ini yang kita maksud pers ini badan usahanya, pengusahanya,
wartawannya atau out put-nya. Ini mungkin perlu kita dapatkan masukan lebih jelas
lagi, supaya tidak terjadi kerancuan dalam pengaturan di Undang-Undang Dasar kita.

Kalau menurut hemat kami, sebetulnya masalah-masalah yang menyangkut
informasi sudah tercakup di Pasal 28. Artinya, kami tidak menutup sikap di PAH L
Sekali lagi kami sampaikan kepada hadirin rekan- rekan pers memang di PAH I itu
kesepakatannya kita menggunakan Lampiran TAP XI untuk bahan-bahan amendemen.
Juga menggunakan pendapat pengantar musyawarah fraksi dan aspirasi masyarakat.
Kalau Pak Luthfi mengatakan ini asmas. Jadi ini masuk asmas memang bagian-bagian
yang harus dibahas, disimpulkan, tapi tentunya kan tetap ada tolok ukur dan rambu-
rambu, sejauh mana bisa masuk, bagaimana harus masuknya. Ini mengenai masalah
pers.

Jadi, menurut kami kalau boleh Pak, janganlah kita memberikan suatu rumusan
yang langsung begitu ketat, misalnya ”"segala peraturan peraturan yang bertentangan
dengan kewenangan pers dilarang”. Ini sangat luar biasa. Ini seperti keadaan perang
saja ini. Rumusan seperti ini menurut kami bukanlah rumusan yang arif dan bijak
sebetulnya. Jadi, kelihatannya seolah pers ini makhluk luar biasa ini Pak. Ini
kelihatannya dia ini di atas petani, apalagi pers kan profesi, itu menurut saya. Atau
badan usaha ini perlu diklarifikasi sebetulnya apa yang dimaksud pers sebetulnya di
sini.

Hal-hal lain saya pikir disampaikan oleh Pak Fuad dan teman-teman lain tadi
masalah kebebasan untuk tidak mengganggu HAM lain dan juga kami termasuk yang
bersepakat bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi dalam pengertian
mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, mendidik bukan membuat informasi yang
justru menyesatkan menyulut pertentangan ini yang mungkin perlu kita sepakati.

Terakhir rekan-rekan dari UGM. Pak Fajrul sudah lama tidak ketemu. Saya
termasuk orang yang kagum kepada Pak Fajrul ini karena termasuk menurut teman-
teman sudah bisa jadi alter egonya Gus Dur begitu kira-kira katanya. Begini, Pak Fajrul
rumusan ini memang menurut kami, kita, perlu ada beberapa klarifikasi. Kami
sependapat sekali bahwa masalah keadaan bahaya ini kan menyangkut segenap bangsa
dan negara. Rumusan sebenarnya kan dalam rangka melindungi tumpah darah dan
segenap bangsa Indonesia kemudian pemerintahan negara oleh Presiden tujuannya
melindungi bukan untuk menciptakan ketegangan atau penindasan. Berangkat dari hal
tersebut, memang pada saat kita menggunakan Undang- Undang Dasar 1945 yang lama
itu ada permasalahan, Pak Fajrul mengikuti juga. Memang masalah dulu itu kata-
katanya Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat, akibatnya ditetapkan
dengan undang-undang, Pasal 12 Undang Undang Dasar 1945. Ini memang sama saja
juga dengan masalah MPR, Keanggotaan di mana dikatakan diatur oleh undang-undang
itu kan persoalan dulu.
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Nah, kenapa terjadi rekayasa karena saat itu Pasal 21 belum berubah Pak, itu
kekuasaan legislatif di tangan Presiden. Ini menjadi persoalan. Tapi dengan sekarang
sudah ada perubahan Pasal 20, di mana undang-undang bukan lagi milik eksekutif.
Adalah wakil rakyat balancing-nya, akan terjadi dengan lebih baik, sehingga mungkin
rujukan-rujukan tidak terjadi penyimpangan. Kami pikir, akan bisa lebih terkendali di
dalam perumusan undang-undang. Karena terus terang, rumusan bahaya ini memang
tidak mungkin juga hanya sedikit. Ya kalau kita lihat saja usulan teman-teman UGM
alternatif 1 Ayat (1) itu kan cukup banyak yang mengenai rumusannya, sedangkan saya
pikir Pak Fajrul mengerti bahwa hakekat ancaman dan bahaya itu kan dalam setiap
perkembangan zaman peradaban akan berubah-ubah. Undang-Undang Dasar sendiri
kalau diskriptif ternyata itu tidak menjadi ancaman perubahan. Misalnya, kita katakan
apakah kita anggap yang namanya an environment management apakah sekarang
termasuk ancaman atau tidak. Dengan sekarang adanya sea management walaupun
sekarang tidak bisa lagi hanya kita menguasainya misalnya, apakah kita anggap ini
ancaman terhadap kedaulatan kita. Hal seperti ini membuat menurut kami berpikir
mungkin muatan-muatannya akan lebih banyak nanti kita tempatkan di undang-
undang. Lebih bisa fleksibel mengikuti perkembangan. Ini pemandangan di satu sisi.
Kalau kurang lengkap mohon maaf pada teman-teman pers dan teman-teman UGM
kira-kira ini sepintas kami punya tanggapan terhadap masukan-masukan yang
disampaikan teman-teman sekalian.

Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.

24. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Erman ini minta waktu untuk bicara sementara waktu kita
memang sudah sangat singkat. Karena kita jam 12.00 kita akan mengakhiri ini. Tetapi,
tadi Pak Agun mengundurkan diri mungkin bisa ya diberikan ya ? Ini Pak Erman ini kan
teman Kkita kan, teman kan, ya silakan Pak Erman.

25. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Terima kasih Pimpinan, demikian arifnya Pimpinan kita ini. Ibu dan Bapak
sekalian.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya tidak banyak komentar, saya fokus saja pada usulan rekan-rekan kita dari
MPPI.

Sebetulnya kalau boleh kita menangkap bahwa di sini ada 3 hal. Yang pertama, ini
adalah usulan, jadi artinya perlu penyamaan persepsi dengan PAH I tentang Pasal 28F
karena jangan sampai pemahaman ini berbeda, tidak mendapatkan titik temu.

Dan yang kedua, tentunya kita semua memahamilah bahwa filosofi dari sebuah
Undang-Undang Dasar ini adalah norma-norma dasar yang harus dipahami demikian.
Oleh karena itu, atas usulan dari rekan-rekan kita dari MPPI ini perlu kita hargai ketika
di dalam era sekarang menyampaikan pendapat itu juga ada pendapat yang diajukan
kepada kita terutama di Pasal 28F Ayat (2). Namun demikian, dari rekan-rekan PAH I
dan atas dasar hasil uji sahih dan sebagainya tentunya juga berpendapat bahwa yang
telah ada di dalam suatu perubahan ini sudah mencakup ketika jiwa ataupun semangat
kemerdekaan atau kebebasan dari pers telah terakomodasi di sini telah berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi serta untuk mencari, memperoleh, memiliki
dan menyimpan dan mengolah. Ini tentunya adalah substansi yang diharapkan oleh
masyarakat pers, tetapi ketika menyinggung masalah kebebasan khusus pers. Ini
seperti rekan-rekan tadi yang berpendapat dari anggota PAH I ini menjadi sesuatu hal
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yang seolah-olah diistimewakan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa usulan ini ketika
kita diskusikan bersama dan menyamakan persepsi bisa dipahami bahwa ini sudah
termasuk semangat dan jiwanya di dalam Pasal 28F yang telah disepakati di PAH 1.

Kemudian, terhadap rekan kita dari FH-UGM atau khusus Bapak Fajrul ini, ini
sama-sama Nahdliyin Pak. Jadi, saya tidak bisa menyalip di dalam suatu, sama-sama
penumpang bis kota. Jadi, terus terang saja usulan ini sangat baik, tapi memang saya
juga sependapat dengan rekan-rekan, ini terlalu rinci. Sehingga saya melihat bahwa
maksud atau jiwa daripada usulan ini juga sudah tercakup di dalam Pasal yang telah
kita hasilkan oleh PAH I yang mana PAH I ini, hasilnya juga dari masukan-masukan
masyarakat luas, para akademisi dan para pakar. Saya rasa itu yang bisa kami
sampaikan dan terima kasih kembali kepada Pimpinan.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, jadi kami akan mempersilakan lebih dahulu nanti FH-UGM dan
kemudian MPPI dan tolong waktunya dimanage barangkali 10 menit, 10 menit dan
begini. Jadi, kalau dari pembicaraan itu kelihatan bahwa semangatnya yang mendasari
usul dari rekan-rekan dari FH adalah semangat membatasi wewenang Presiden dan
kemudian juga dikomentari bahwa ini, ini usul ini, mengusulkan suatu pengaturan
secara normal untuk keadaan yang tidak normal. Kira-kira begitu pendeknya. Oleh
karena ituy, terlalu dan di lain pihak dianggap terlalu rinci.

Sedangkan kepada MPPI itu permasalahannya adalah ini apa dianggap perlu lagi.
Karena kalau begitu, apakah ini tidak berlebihan karena toh sebenarnya semuanya
harus berada dalam keseimbangan, kebebasan yang satu membatasi kebebasan yang
lain dan memang kita selalu memelihara keseimbangan dinamis ini antara hubungan
warga misalnya dengan negara atau pusat, daerah, lembaga dengan lembaga, rakyat.
Dengan kekuasaan begitu dan kami mempersilakan rekan-rekan dari Fakultas Hukum.

27. Pembicara: Dohot. P. Simarmata (GMNI)
Interupsi Pimpinan, kami minta waktu untuk menyampaikan beberapa aspirasi
yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Presidium GMNI.

28. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Baik nanti kita atur kalau ada waktu kami akan atur karena kita mulainya jam
10.00 s/d 12.00 WIB, nanti, kami persilakan lebih dahulu ini.

29. Pembicara: M. Fajrul Faalakh (FH-UGM)

Baik, terima kasih Ketua PAH I.

Tanggapan yang bisa saya berikan pertama dan saya berterima kasih juga atas
apresiasi dari anggota PAH yang memberikan komentar mengenai usulan kami, yaitu
bahwa semangat dari usulan ini memang memberikan pembatasan kepada kekuasaan
Presiden. Cuma tadi secara umum lalu mengatakan ini usulannya terlalu rinci, ada yang
mengatakan bukankah sudah dibatasi dengan undang-undang. Ada yang menanggapi
lagi bukankah ini PAH I juga sudah menghasilkan dan tidakkah sebaiknya hal-hal yang
rinci lainnya nanti apakah ini disumbangkan ke Rancangan Undang-undang.

Saya ingin memberikan tanggapan mengenai hal itu. Memang pertama usulan
rinci ini adalah alternatif pertama, ada alternatif lain. Oleh karenanya kami
menyodorkan beginilah usulan kami, inti sodoran kami adalah Pasal 12 itu harus
dibentuk karena apa? karena dari sekian banyak kekuasaan Presiden tadi Pasal 12
tidak disentuh. Jadi benar kalau menanyakan yang lain sudah pada ini komentar kok
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banyak hal diubah kok kami malah bertanya kok ini tidak diubah karena itu ubahlah.
Jangan khawatir Pak lebih bahkan saya punya usulan lebih lanjut lagi kalau
amendemen keempat itu seperti rancangan yang sekarang ada kira-kira berubah di
sana-sini usulan saya adalah amendemen kelima atau konstitusi baru, mengapa?

Saya akan menggunakan sudut pandang yang menginginkan ada sinkronisasi dan
rumusan konstitusi yang sistemik. Bahwa beberapa hasil amendemen yang sudah
dihasilkan oleh MPR sejauh ini sebetulnya membawa implikasi sejumlah sistemik
struktural belum keluar ke mana-mana, masih di dalam ruang lingkup amendemen itu
sendiri. Tadi di dalam mengantarkan diskusi ini saya sudah mengatakan misalnya
bahwa amendemen sudah melakukan restrukturisasi terhadap lembaga negara.

Oleh karena itu, misalnya kenapa pernyataan keadaan bahaya hanya diatur di
dalam undang-undang yang itu merupakan produk Presiden bersama Dewan
Perwakilan Rakyat saja kenapa tidak melibatkan DPD, sedangkan DPD sekarang sudah
dibentuk sedangkan masalah keadaan bahaya itu menyangkut wilayah. Kita berbicara
tentang nasib bangsa dan integritas wilayah. Jadi, menurut saya kami masih dalam
kerangka juga mencoba berpikir sistemik, ini masih belum usul yang lain. Andai kata
artinya semacam mengada-ada gitu.

Masih banyak yang bisa kita sodorkan, ini masih itu, yang diciptakan sendiri
melalui amendemen itu saja implikasi-implikasinya belum dikendalikan, belum
disistemisasi, belum disinkronkan. Oleh karena itu, tadi yang saya katakan minimal
malah amendemen kelima kalau tidak yang lain malah menuntut lagi lebih jauh
macam-macam.

Jadi, oleh karena itu kami mengajukan alternatif atau rincian seperti yang kami
kemukakan atau yang lebih singkat saja, yaitu alternatif kedua. Kalau ternyata
alternatif kedua ya mekanismenya dan lembaga yang terlibat di situ, ditambahlah
bukan hanya Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, oleh karenanya tidak bisa dalam
pandangan kami Pasal 12 dibiarkan begitu saja Presiden menyampaikan keadaan
bahaya itu artinya sudah granting the privililage power to Presiden to declare imergency.
Lalu, bagaimana dia men-diclare, bagaimana mengontrol dan sebagainya.

Bapak-Bapak ada yang mengatakan bukankan sudah dibatasi dengan undang-
undang , saya akan menjawab kenapa hanya dibatasi dengan undang-undang yang
dihasilkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat kenapa tidak perlu yang lain.
Mungkin kalau kritik terhadap usulan seperti ini adalah kenapa persetujuan itu bukan
misalnya MPR, malah saya terima. Kalau MPR bukan sebuah institusi memang
diharapkan terlibat di dalam mekanisme semacam kongreslah. Declaration of war,
declaration emergency situation segala macam itu juga terlibat. Tapi karena ada
perdebatan tentang hal itu, kita mencoba mencari yang paling mungkin rumusan ini
dari struktur kelembagaan dan rumusan konstitusi yang sekarang ada.

Berikutnya juga mengapa kita mengusulkan perubahan ini, lepas mana yang
rinci, apakah yang rinci atau yang alternatif dua yang lebih umum, adalah karena akan
memberikan kepastian. Saya kira secara umum kita bersama memahami tadi. Apa di
antara beberapa Bapak-Bapak anggota PAH yang mengemukakan. Memang Pak
Asnawi, saya kira undang-undang tentang keadaan bahaya sekarang de facto berlaku.
Itu beberapa shift kalau ini diadopsi bahkan kalau yang rinci berarti MPR melalui PAH 1.
Katakanlah saya memberi sumbangan berpeluang saat ini mengurangi represi itu saat
ini juga. Kalau PAH I menunda pengurangan represi itu kewenangan PAH I. Artinya,
pilihannya adalah membiarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 1959 itu berlaku terus
sampai nanti ada atau tidak ada undang-undang yang baru atau melalui amendemen.

Perubahan UUD 1945 89



Ini sedikit banyak terimplikasi atau terkendala oleh karena ketentuan-ketentuan yang
mungkin kita masukkan di situ, meskipun tidak rinci. Misalnya begitu.

Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin menekankan bahwa rincian atau usulan itu
masih urgent. Pilihannya adalah rincian atau yang bukan terinci. Kalaupun rincian ini
dipandang terlalu jauh, beberapa argumen telah kami kemukakan mengapa pilihan
rinci semacam ini merupakan hal yang wajar oleh karena amendemen sendiri juga
melakukan rincian dalam banyak hal. Dan berikutnya juga apa yang kelihatannya rinci
dalam ayat-ayat alternatif ini.

Pada dasarnya hal-hal yang sifatnya prinsipil itu saya setuju bahwa memang
Undang-Undang Dasar seharusnya memuat hal-hal yang pokok saja. Tetapi yang pokok
itu karena di dalam Undang-Undang Dasar, sebaiknya bersifat normatif. Kalau tidak
bersifat normatif, maka apa yang pokok-pokok di dalam konstitusi itu sama dengan
daftar isi. Oleh karena tidak jelas normanya ke mana kalau ini memberikan
kewenangan terbatas atau tidak terbatas kalau tidak terbatas ya berikanlah misalnya
maunya tidak terbatas.

Jadi, Bapak-Bapak sekalian, begitu yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan
bahwa pada dasarnya ini sebagai sumbangan pikiran. Tentu kami sangat menyadari
akan diapakan pikiran-pikiran yang ada di sini sekurang-kurangnya sudah ikut
memperkaya wacana pembahasan. Itu saja juga kami berterima kasih kalaupun nanti
banyak di antara isi ini yang jauh dipandang lebih relevan masuk di dalam undang-
undang yang nantinya akan dibentuk. Kami akan mengikuti karena apa dua level atau
dua jalur kalau ini tidak masuk kami sedang menyelesaikan ini dalam 2-3 bulan untuk
rancangan undang-undangnya sehingga kita melakukan redefinisi sekaligus tentang
pengertian penanganan, mekanisme, kontrol terhadap pernyataan keadaan bahaya
atau declaration of war emergency situation. Tapi, terakhir atas nama kawan-kawan
saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua PAH I, para anggota maupun juga
staf Sekretariat yang memberikan waktu dan perhatian terhadap usulan kami, sekian.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

30. Ketua Rapat: Jakob Tobing
Terima kasih, silakan Pak dari MPPI.

31. Pembicara: Leo Batubara (MPPI)

Terima kasih.

Nanti Pak Adnan, Pak Ridho akan tambah.

Pertama, Pak Aritonang, rumusan ini pendek. Kami sudah konsultasi dengan Pak
Bagir Manan ya sudah konsultasi. Oke, kalau sudah jadi rumusan malah ini sebenarnya
juga seperti juga di Philipina, Afrika Selatan, Thailand, dan Amerika kita tidak mengada-
ada.

Kemudian, Pak Soedijarto begitu ya mengenai masalah tanggung jawab di Inggris
ketika itu dihujani, banyak mati, pers-nya umumkan hanya sedikit mati. Jangan ragu-
ragu Pak terhadap pers kita ya, tolong dipelajari lahirnya Indonesia mulai 1908 Boedi
Oetomo sampai Proklamasi. Yang paling berjasa di Indonesia hanya dua, pers dan
politisi. Karena politisi juga wartawan berkawan. Merekalah yang memperkenalkan
satu nusa, satu bangsa, dan bahasa, tapi pejuang-pejuang yang pahlawan itu tidak ada
di Kalibata sekarang ya. Itu satu.

Kedua, kalau suatu ketika Indonesia diserang oleh Australia dan Amerika jangan
ragu-ragu pers akan memihak Indonesia ini. Persoalannya sekarang Australia, Cina
tidak menyerang kita. Yang menyerang kita kan KKN dan pelanggaran HAM sehingga
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susah untuk menganalogkan pers Inggris bertanggung jawab kok kita tidak begitu ya?
[tu.

Kemudian, mengenai pelanggaran terutama tadi Pak Luthfi Pasal 28E, 28F jangan
lupa Pasal berikutnya. Kami ingat itu Pak, tapi kalau ada pers, pers kita sekarang dulu
289 zaman Soeharto, zaman Habibie naik menjadi hampir 2000, sekarang tinggal 566
hanya 30 persennya yang sehat bisnis yang 70% masih apa, masih tertatih-tatih begitu
ya. Jadi yang 30 % ini penuh dengan tanggung jawab.

Tetapi, kenapa kita tidak malu-malu meniru Philipina, Thailand, Afrika Selatan,
Inggris, Amerika di sana pun ada pers yang tidak bertanggungjawab. Ada yang
melanggar kode etik dan undang-undang, tapi diseret ke pengadilan. Saya sudah
berguru ke Inggris, berguru ke Amerika tiap minggu ada yang diadili di sana. Di
Indonesia ini sudah empat tahun kita bermain bola kebebasan pers belum ada yang
diseret ke pengadilan. Hanya dituduh pers kebablasan, pers tidak bertanggungjawab.
Malah di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan di RUU Penyiaran harap pers
bertanggungjawab karena kesebelasan kita PSSI suka meninju pemain lain, suka
meninju wasit, maka akan dibikin peraturan permainan bola Indonesia tangannya
harus diikat ke belakang, maka pers harus diperketat. Masak itu solusinya.

Solusinya mestinya dong, memfungsikan penjaga garis dan wasit seperti
pertandingan di Korea Selatan juga Jepang. Ini tidak sampai sekarang pers dituduh
tidak bertanggung jawab, ada kebablasan, ada karakter eksesnya. Tolong polisi
difungsikan diinjeksi supaya mau menyeret ke pengadilan. Kami jadi pers profesional
juga tidak mau pers dikotori oleh yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan ragu-ragu
Pak Fuad bahwa kebebasan itu jadi the more freedom on one side the more vurnerable
for are the side, I agree with you, tetapi yang tidak merugikan kepentingan yang lain. Itu
ada rule of law. Tetapi, nilai yang paling mahal Indonesia reformasi, saya membaca
demokrasi, kemerdekaan pers berbahaya kalau rule of law tidak ditetapkan. Kalau rule
of law tidak ditetapkan sekarang maka pers yang menjadi korban akhirnya.

Kemudian tadi soal Clinton sampai nyembah-nyembah pers jangan ceritakan
dong perselingkuhan saya dengan Monica Lewinsky yang cantik. Memang ini ada dua
mode Pak. Mode Perancis kalau pejabat berselingkuh, main orang ketiga, memang pers
Perancis, don't tell it to the public. Tapi di Amerika menganggap karena pejabat dapat
gaji dari rakyat maka pers wajib sampai ke ranjang pejabat. Karena kalau pejabat
membohongi istri atau suaminya apalagi membohongi rakyat, maka pers Indonesia
tampaknya mau ikut cara Amerika.

Jadi, kalau saya pejabat anggota MPR yang digaji oleh rakyat berselingkuh itukan
membohongi istri saya, maka pers yang sedang berkarier di seluruh Indonesia wajib
diberitahu ke rakyat. Orang ini membohongi istri apalagi rakyat pasti dibohongi, tapi
yang mana tolong MPR apa dong putuskan, boleh tidak daerah-daerah begitu disentuh
pers saya boleh saya tidak mau karena Pak Tobing wakil rakyat maka saya mau Pak
Tobing itu juga apa? Bersih dari perselingkuhan begitu. Dan... saya tidak ragu-ragu Pak
ya. Supaya dipahami mengenai Clinton tadi, jadi jangan Bapak mengikuti Clinton.

32. Pembicara: Fuad Bawazir (F-Reformasi)

Interupsi.

Yang saya angkat tadi itu bukan urusan Monica Lewinsky. Jadi salah jawab itu.
Yang saya angkat itu cerita anak yang umur belasan tahun Chelsea. Kalau itu saya
setuju Monica Lewinsky.

Terima kasih
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33. Pembicara: Leo Batubara (MPPI)

Masih kembali mengenai apa tadi soal tanggung jawab ada kata-kata kotor. Jadi,
saya tidak tahu design pers masa depan kita yang sedang didesign MPR. Saya tidak tahu
ya, tapi di Amerika kira-kira begini. Amerika harus berdasarkan clean and good
government untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu pers harus dilindungi maka ada
pers amendemen. Pers bebas malah di sana ada motto don’t send America journalist
today. Wartawan Amerika tidak boleh masuk penjara kalau persnya salah didenda atau
dipecat seumur hidup.

Maka apa yang terjadi Amerika begitu digdaya, tidak rusak, makin besar
sekarang. Bagaimana design kita mau diberi kebebasan atau kebebasan alakadarnya ya
terserah DPR dan MPR yang membuat design-nya begitu. Tapi, kita hanya
mengingatkan begitu.

Kemudian Pak Pataniari tadi Pak, mengenai pailitan itu yang kami fokus ialah
tadi datang ke sini memperjuangkan kemerdekaan pers. Tetapi, ada perusahaan
katakan surat kabar X, pemegang sahamnya ada tiga seperti Manulife si B sebenarnya
sasarannya, sasarannya untuk membatalkan SIUP itu lalu dia apa, mengadukan ke
PTUN supaya dipailitkan. Sebenarnya itu yang kita takuti. Maka di luar negeri, dengan
demokrasi itu, yang urusan-urusan pers, tidak boleh dipailitkan begitu.

Bisa Anda bayangkan tidak? Kompas, kemudian apa Jawa Pos yang begitu
raksasa, kalau ada satu pemegang saham dimainkan oleh penguasa lalu you adukan ke
PTUN nanti di sana kita akan pailitkan. Padahal, sasarannya bukan sebenarnya dari segi
usaha membunuh kemerdekaan pers. Dan, sangat imposible, maka kita antisipasi
supaya tidak terjadi perlunya tadi pasal tambahan yang kami usulkan Pak.

Jadi, kemudian yang terakhir mengenai, wah, pers makhluk luar biasa. Memang di
Indonesia pers di-design makhluk tertindas terus terang saja. Makhluk yang tidak luar
biasa tapi saya katakan lagi Phlipina, Afrika Selatan, Thailand sekarang mereka belajar
dari negara Inggris dan Amerika.

Pers itu harus makhluk yang luar biasa. Kenapa? Mereka pada cari, ketika sistem
tidak jalan ketika legislatif lupa kepada rakyat di sana. Ketika eksekutif KKN melanggar
HAM, ketika yudikatif memihak kepada KKN, maka menurut mereka hanya pers yang
masih bisa pro rakyat tadi, bukti. Ketika Clinton ketahuan melakukan kesalahan,
kemudian Kejaksaan pura-pura diam, Kongres pura-pura diam, hanya koran yang
mengungkapkan bahwa Clinton telah berbuat salah. Maka Jaksa Agung turun tangan,
hasilnya apa Nixon.

Demikian juga Estrada, Estrada KKN, kemudian pers mengungkapkan Jaksa
Agung tidak perduli akhirnya pers, rakyat Philipina people right is your Presiden is doing
KKN. Please came and become people power datang ke jalan lima ratus ribu rakyat.
Akhirnya mereka minta supaya Estrada di-impeach, baru Kejaksaan yang tadinya tuli,
mendengar. Maka dia di ganti, itulah di-impeach. Itu persis tindakan luar biasa, karena
kalau rakyat dikhianati oleh sistem tinggal pers yang bertanggung jawab, yang
mengingat rakyat. Maka kami ingin kalau saya katakan pers ingin makhluk luar biasa
yang jelas kami tidak mau pers Indonesia ini ditindas lagi dan hanya sedikit mulutnya
boleh bebas.

Tolong dan itu hanya mungkin karena Bapak-Bapak dan Ibu MPR mendesainnya,
dan kami mohon dukungan MPR dan Bapak-Bapak, Ibu di sini dan juga karena kami
pilih lho.

Terima kasih.
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34. Pembicara: M. Ridlo Eisy (MPPI)

Terima kasih saya sedikit sekali menambahkan, yaitu memang sebelum kami
datang ke sini berkonsultasi dengan Pak Asnawi. Mana Pak Asnawi? Dan beliau
mengatakan, memasukan ayat ini akan berat dan ternyata memang berat karena
melihat pandangan Bapak-Bapak di sini itu menganggap pers itu sebagai kenek. Sudah
dikasih kebebasan masih pengen membuat satu ayat lagi. Dianggap kenek, padahal pers
tidak ingin ada diskriminasi di antara semua orang, semua pihak. Pers ini melekat pada
diri bapak, pers ini melekat pada hak asasi manusia.

Jadi, kalau pers ini tidak ada kemerdekaan ini diganggu oleh peraturan
perundang-undangan suara Bapak tidak didengar rakyat. Kalau Bapak mau mengkritik
pemerintah tidak didengar rakyat, maka mungkin malah dibuang ke pulau mana nanti
begitu. Kira-kira begitu. Jadi, mohon ini bukan kekenesan, ini melekat pada kedaulatan
rakyat melekat, pada Hak Asasi Manusia.

Tanpa kemerdekaan pers, orang bisa terbunuh. Di Aceh tanpa pemberitahuan,
tanpa diketahui orang. Orang Timor Timur dahulu banyak sekali yang mati, tidak
diketahui karena tidak diberitakan pers. Orang Papua juga begitu, sehingga mereka
ingin melepaskan diri. Dengan adanya pers orang dilindungi. Manusia-manusia ini yang
mau dibunuh ketahuan oh ada pembunuhan di sana. Pers dijadikan sebagai perisai
bukan karena kekenesan orang pers takut diberedel takut di.., tidak. Ini hak asasi
manusia, hak mereka untuk hidup. Ini tambahan dan bukan juga seperti yang dikatakan
Pak Puad Bawazir, mungkin juga betul, tapi yang terkena itu koruptor. Konsumen yang
ketakutan pada pers bebaskan koruptor, penjahat, pembunuh, pelanggar hak asasi
manusia. Ini memang lawannya pers. Orang itu tidak akan bebas membunuh orang,
orang itu tidak bebas korupsi karena adanya kekebebasan pers, ada orang yang mau
ngomong. Nah, ini tambahan Pak.

Terima kasih.

35. Pembicara: Atmana Kusumah (MPPI)

Tambahan juga sedikit. Ya sebetulnya yang dimintakan oleh para pendukung
kebebasan pers itukan tidak berarti bahwa tidak ada pembatasan terhadap kebebasan
ini. Yang kami minta adalah yang dibatasi adalah pelanggaran terhadap kebebasan
pers. Dalam kebebasan pers pasti ada pelanggaran-pelanggaran, ini yang pasti itu ada
pagar-pagar batasnya. Pelanggaran terhadap kebebasan pers nanti akan dibatasi oleh
kebebasan- kebebasan yang lain. Orang boleh bebas tidak berlangganan tabloid,
majalah, surat kabar karena itu adalah kebebasan mereka. Masyarakat boleh
mengepresikan kebebasannya dengan tidak mendengarkan siaran radio yang tidak
disukai atau siaran televisi yang tidak disukai. Karena itu adalah kebebasan mereka.
Matilah segala rupa media pers itu bila masyarakat menjalankan kebebasannya untuk
menghadapi pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Kemudian, tentu saja masyarakat juga bebas untuk mengkritik dan mengecam
sajian jurnalistik pers. Dan, tentu saja masyarakat juga bebas untuk melakukan
tuntutan hukum terhadap pers yang dianggap melanggar kebebasannya. Dan, saya
ingin meralat sedikit, pernyataan saudara Leo Batubara tadi sebetulnya sudah ada
sejumlah media pers selama beberapa tahun terakhir, seperti juga tahun-tahun yang
lampau yang diseret ke Pengadilan. Ada yang diseret oleh kepolisian, dan ada pula yang
dituntut oleh masyarakat dan juga oleh pejabat pemerintah.

Sekarang pun, hari ini pun, masih ada sejumlah pemeriksaan pengadilan
terhadap sejumlah pers. Walaupun kami merasa beberapa tuntutan hukum terlalu
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berat, mungkin juga tidak masuk akal, ya karena masih terbatasnya kebebasan pers di
Indonesia. Dan, yang paling, yang dihadapi oleh pers adalah karena kurangnya
kebebasan pers yaitu hukuman-hukuman pidana dalam bentuk penjara. Di Amerika
Serikat umpamanya saya kira di Philipina juga atau di Thailand, tidak ada vonis hakim
yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap karya jurnalistik. Kalau memang tidak
dinyatakan sebagai pelanggaran, terhadap kebebasan pers.

Dengan demikian, maka pers memperoleh kebebasan dan tidak terlalu takut
untuk memberitakan hal-hal yang menurut keyakinannya memang patut disiapkan
untuk kepentingan umum. Satu contoh saja sebagai ungkapan terakhir dari saya
beberapa minggu terakhir ada media pers yang mengatakan umpamanya bahwa
seseorang sebaiknya itu sepatutnya diberi sanksi hukum paksa badan. Media pers yang
memberitakan seperti ini kemudian diserang oleh pengacara dari orang yang
diberitakan itu, dikatakan bahwa ini trial by pers. Tapi agaknya media pers ini yakin di
tengah kebebasan sekarang ini bahwa ini pendapat yang patut dikemukakan
berdasarkan alasan yang memang masuk akal.

Kemudian saya membaca selama beberapa terakhir bahwa menurut tim bantuan
hukum pemerintah memang orang yang diberitakan oleh media pers itu tadi sebaiknya
diberi sanksi hukum paksa badan. Jadi, itulah manfaat dari kebebasan pers. Tentu saja,
kebebasan pers harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti yang
dilakukan oleh media pers ini.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Ibu dan Bapak sekalian ini hadir juga di tengah-tengah kita.

Salah satu yang meminta waktu untuk bisa bertemu yaitu dari Dewan Pimpinan
Cabang GMNI DKI. Ya, yang datang suratnya dari DPC GMNI, DKI. Bahwa nanti lain
silakan. Permasalahannya adalah mereka datang sesudah acara untuk bertanyanya
selesai begitu, tapi mereka sudah hadir. Masalah kedua adalah waktu kita sudah habis,
tetapi baik kita mendengar aspirasi mereka. Masalahnya adalah apakah akan kita atur
kembali karena ini ada semua kita punya acara juga. Ataukah mereka membacakan saja
barangkali ada mereka punya aspirasi silakan dibacakan barangkali begitu, yang mana
saya minta persetujuan dari, baca saja ya. Kami persilakanlah mumpung sudah di sini.
Ini forum rakyat dengan segala tatacaranya tentunya. Kami persilakan. Mungkin
diklarifikasi dulu yang hadir sebenarnya siapa begitu.

Silakan.

37. Pembicara: Bambang Ramada (GMNI)

Terima kasih.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebelumnya kami mohon maaf bahwa kami datang terlambat, dari sesi undangan
yang diberikan pada jam 10.00 WIB. Sebetulnya yang apa, yang semestinya
mengajukan memang adalah GMNI se-Indonesia. Jadi, ini merupakan hasil dari
pertemuan GMNI se-Indonesia di Indramayu pada bulan Mei tanggal 25 sampai dengan
29 Mei. Waktu itu kesepakatan kawan-kawan cabang se-Indonesia, maksud saya yang
ada di Indramayu, untuk memberikan apa mandat pada apa kawan-kawan GMNI di
Jakarta untuk membuat pernyataan, apa memfasilitasi pertemuan dengan PAH I karena
kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Presidiumnya sedang keluar, sedang ada acara
keluar. Jadi, surat tolong dibuat oleh GMNI DKI Jakarta. Tapi, sebetulnya kita
mengatasnamakan GMNI se-Indonesia, cabang-cabang se-Indonesia. Di sini sekarang
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hadir ada enam cabang yang kebetulan sebetulnya surat kita layangkan sekitar Juni.
Juni sudah lama sudah hampir satu bulan, sehingga kawan-kawan tidak bisa menunggu
terlalu lama akhirnya pulang. Jadi, di sini tinggal ada enam cabang yaitu cabang Jakarta,
cabang Manado, cabang Purwokerto, cabang Pasuruan, cabang Cirebon dan cabang
Bogor. Tapi, yang mengatasnamakan yang diberi mandat untuk menandatangani
pernyataan ini cabang yaitu cabang Jakarta, cabang Manado, cabang Purwokerto dan
cabang Pasuruan.

Adapun selengkapnya dari pernyataan sikap GMNI se-Indonesia tersebut nanti
akan dibacakan oleh rekan Dihot dari Ketua DPC GMNI Jakarta, yang pada intinya
bahwa kita melihat telah terjadi semacam perubahan yang bersifat mendasar dan total
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menurut pemahaman GMNI maka ini
tidak lagi dianggap sebagai sebuah amendemen, tapi lebih merupakan pembuatan
Undang-Undang Dasar baru yang kita pandang berkedok amendemen begitu. Jadi,
terminologinya amendemen, tapi sebetulnya yang dikerjakan adalah membuat Undang-
Undang Dasar baru.

Itu seperti itu sehingga untuk itu berangkat dari pemikiran bahwa Undang-
Undang Dasar itu memiliki jiwa dan roh, yaitu ideologi bangsa dan negara sehingga
apabila terjadi perubahan secara total dan mendasar tentu kita juga akan
mempertanyakan. Apakah itu masih dijiwai oleh roh ideologi bangsa kita, apa tidak? Ini
yang menjadi sebetulnya keprihatinan dari kawan- kawan GMNI se-Indonesia.

Saya kira untuk lebih jelasnya biar kawan saya dari GMNI Jakarta untuk
membacakan pernyataan sikapnya. Silakan.

38. Pembicara : Dihot P. Sumarmata (GMNI)

Terima kasih atas waktunya.

Kami dari GMNI akan memberikan ataupun membacakan pernyataan sikap
GMNI. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerja sesuai
dengan dasar dan tujuan revolusi. Landasan idiil dan landasan struktural untuk bekerja
sesuai dengan dasar dan tujuan revolusi itu. Terdapatlah dalam Undang-Undang Dasar
1945, landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktruril, yaitu pemerintahan yang
stabil. Kedua- duanya terdapatlah secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu,
baik Mukaddimah maupun 37 Pasal, maupun Aturan Peralihan nya, maupun Aturan
Tambahannya memberikan landasan yang kuat idiil dan strukturil, yaitu Pancasila dan
pemerintahan yang stabil untuk bekerja setingkat demi setingkat menuju
merealisasikan dasar dan tujuan revolusi. (Soekarno 17 Agustus 1959 Penemuan
Kembali Revolusi Kita).

Mencermati perkembangan kondisi politik khususnya proses amendemen
Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh sekelompok politisi di MPR RI sudah
pada taraf yang sangat memprihatinkan serta membahayakan keselamatan bangsa dan
negara. Ketidakjelasan MPR RI dalam melakukan amendemen Undang-Undang Dasar
1945 dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat secara luas. Tidak adanya
transparansi dan akuntabilitas para anggota Majelis.

Amendemen yang dilakukan oleh MPR telah mengubah secara fundamental
bangunan sistem ketatanegaraan, sistem politik, dan sistem ekonomi Indonesia. Melalui
Amendemen Undang Undang Dasar 1945 dari Perubahan I s/d Perubahan IV, terlihat
upaya secara sistematis untuk memaksakan konsep negara federal dalam bingkai NKRI
yang mengingkari semangat kebangsaan. Karena semangat yang dibangun kemudian
bukanlah semangat kebersamaan, tapi lebih bermotifkan ekonomi dan lokal sentris.
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Perubahan yang bersifat mendasar dan total terhadap Undang-Undang Dasar
1945 sudah tidak bisa lagi disebut sebagai amendemen, tetapi sudah mengarah kepada
pembuatan Undang-Undang Dasar baru. Amendemen oleh PAH [ MPR dengan demikian
telah mencabut roh ideologi bangsa Pancasila dengan roh ideologi lain yang tidak jelas
yang berarti pula telah terjadi penyalahgunaan kepercayaan rakyat kepada MPR
khususnya PAH I dalam melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dilandasi akan rasa
cintanya kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka dengan ini GMNI
menyatakan sikap :

1.  Menghentikan proses amendemen;
2. Menuntut kepada MPR dalam Sidang Tahunan 2002 untuk:
a. Mencabut hasil Amendemen ], II, dan III;

b. Mengesahkan dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar
1945 agar tidak terjadi krisis konstitusi.

3.  Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan gerakan
menolak proses amendemen dan menuntut dikembalikannya hak-hak
rakyat;

4,  Menyerukan kepada semua pihak untuk lebih konsentrasi menyelesaikan
krisis bangsa dan pemulihan ekonomi rakyat.

Demikian pernyataan sikap ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi

perjuangan kita semua.
Atas nama DPC GMNI se-Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini kami bacakan untuk bisa dipahami dan dimaklumi

semua pihak.

Terima kasih.

39. Pembicara: Bambang Ramada (GMNI)
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